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Gambar 1. Seorang nelayan Bugis - Makasar sedang melaut keluar dari perkampungan nelayan di Lantebung melalui hutan bakau yang sehat. 
Pemulihan kawasan hutan bakau disana telah banyak meningkatkan perekonomian lokal dan melindungi masyarakat dari badai dan gelombang
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Gambar 2.. Cakrawala kota Makasar sebagai latar belakang dan reklamasi lahan dalam proses sebagai tampak depan. Proyek reklamasi lahan skala 
besar membentuk kembali kawasan pantai dan membawa dampak terhadap perekonomian kota, masyarakat kawasan pantai tradisional dan kerentanan 
perubahan iklim  
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RINGK ASAN EKSEKUTIF

Penduduk kota Makasar tumbuh sebesar 1,1 juta di tahun 2003 hingga mencapai 1,35 juta 
saat ini, meningkat sekitar lebih dari 20% dalam satu dekade. Pada saat yang sama, luas lahan 
bertambah dengan adanya pengurugan lahan yang memajukan  garis pantai  menciptakan 
peluang pengembangan usaha-usaha baru. Di wilayah pinggiran kota, lingkungan perumahan 
baru telah tumbuh menyesuaikan dengan peningkatan kebutuhan akan rumah. Infrastruktur 
juga telah mendapat dukungan. Kota Makasar baru-baru ini membangun pelabuhan udara 
internasional baru dan menambah fasilitas pelabuhan untuk mendorong kapasitas perdagangan 
dan menciptakan lapangan pekerjaan.Namun pembangunan-pembangunan ini 

Kedua desakan yang terjadi di Makasar ini menjadi subject Kajian Kerentanan Perubahan Iklim 
ini. Kajian ini dilakukan atas kerjasama dengan tiga lembaga PBB, yang fokus pada perubahana 
iklim dan dampaknya terhadap wilayah perkotaan, serta pemerintah kota Makasar. Lembaga-
lembaga PBB yang terkait adalah: UN Habitat, UNDP dan UNEP. Kajian ini dilaksanakan untuk 
membantu upaya pemerintah dalam mengurangi kerentanan kota Makasar sekaligus untuk 
memanfaatkan peluang-peluang yang tumbuh akibat pertumbuhan ekonomi dan transformasi 
saat ini. Selain itu, kajian ini juga mengidentifikasi masyarakat dan sistem rentan, kemudian 
meprioritaskan terhadap ‘hotspot’ kerentanan. Selanjutnya kajian ini juga mempelajari 
ekosistem yang dapat diperbaiki atau dilestarikan untuk melindungi kota dari ancaman iklim 
masa depan serta mempersiapkan peluang untuk membantu upaya lembaga-lembaga di kota 
Makasar dalam membangun ketahanan dan kapasitas. Kajian ini ditutup dengan seperangkat 
kesimpulan dan rekomendasi untuk memberi arahan bagi kegiatan pemerintah kota di masa 
mendatang.   
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HASIL-HASIL K A JIAN KERENTANAN

Hasil  studi  menunjukkan bahwa keterpaparan terhadap perubahan iklim merupakan sebuah kenyataan 
yang dialami di banyak kota di Indonesia dalam bentuk kenaikan temperatur dan muka air laut, demikian 
pula dengan banjir dan kekeringan terus berlanjut menimpa wilayah. Namun kota-kota tidak lemah dalam 
menghadapi ancaman iklim seperti ini. KOta-kota itu dapat mengurangi kerentanan manusia dengan 
memberikan pengaruh terhadap sensitivitas dan kapasitas beradaptasi penduduknya, dengan beragam 
tindakan, baik secara fisik seperti infrastruktur yang tahan iklim, dan non fisik seperti peningkatan kapa-
sitas dan peraturan tentang bangunan.

Hasil studi  juga menunjukkan bahwa  ancaman iklim menimbulkan dampak yang berbeda di wilayah 
perkotaan wilayah perkotaan. Besar dan dalamnya dampak terhadap ancaman ini ditentukan oleh be-
berapa faktor, antara lain: infrastruktur yang menyediakan beragam tingkat pelayanan umum, dan kondisi 
sosial ekonomi seperti kemiskinan. Skala ancaman ini juga berbeda, mulai dari skala lingkungan hingga 
skala bio regional  mencakup mata air dan ekosistem yang menghasilkan air bersih untuk kota. Den-
gan demikian, diperlukan strategi-strategi yang mengenali dan mendukung aksi-aksi di tiap-tiap tingkat 
dan masing-masing skala. Namun apakah urbanisasi akan membawa kebaikan atau keburukan bagi 
masyarakat tergantung pada efektivitas perencanan, pelayanan umum dan partisipasi masyarakat.

Resiko meningkatnya kerentanan manusia dan sosial tinggi bila kecenderungan urbanisasi dibiarkan ber-
lanjut, dimana pertumbuhan perkotaan tidak terkait dengan jaringan pelayanan umum yang ada saat ini. 
Hal ini dapat dilihat ketika pengeluaran belanja secara umum tidak langsung berada di wilayah-wilayah 
yang tinggi kenaikan penduduknya, dan dimana masyarakat dan perekonomian tradisional digantikan 
oleh pembangunan-pembangunan baru dan tidak menawarkan cara-cara untuk berpartisipasi dalam 
perubahan kota.

Sebaliknya kerentanan dapat dikurangi bila urbanisasi dapat memprioritaskan pada penyediaan pe-
layanan umum yang berkualitas baik, konservasi dan perbaikan ekosistem alami dan memberdayakan 
masyarakat lokal. Oleh karena itu, proses urbanisasi merupakan sebuah peluang untuk diukur karena 
bila dilakukan dengan benar, dapat menghasilkan manfaat yang besar seperti menciptakan lapangan 
pekerjaan, peningkatan kesehatan dan standar kehidupan yang lebih tinggi.

THEMATIc QUESTIoNS 

Ringkasan eksekutif ini merangkai hasil  kasjian kerentanan ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 
tematik yang diajukan pada pejabat pemerintah kota, warga penduduk dan pembuat kebijakan di kota 
Makasar sebagai refleksi upaya mereka mengurangi kerentanan kota.

Tiga pertanyaan berikut ini menitikberatkan pada permasalahan-permasalahan utama dan tantangan 
yang dihadapi pemerintah kota dan memfasilitasi perubahan dari kajian menjadi pembangunan strategi 
dan implementasi. Pertanyaan-pertanyaan ini memberikan arah untuk pemahaman terhadap permasala-
han dalam perencanaan dan mengidentifikasi batasan-batasan pertanyaan yang akan menghasilkan 
pemecahan masalah secara efektif.

1. Jangka Pendek VS. Jangka Panjang: Bagaimana kebutuhan pembangunan ekonomi 
jangka pendek yang meningkat akibat urbanisasi yang cepat dapat direkonsiliasi dengan 
perencanaan mendesak  jangka panjang dan realita lingkungan perubahan iklim?

Permasalahan perencanaan kota yang mendasar mengenai perubahan iklim adalah bagaimana 
menyetarakan kebutuhan jangka pendek dengan perubahan-perubahan pada lingkungan yang memberi 
dampak jangka panjang terhadap keamanan dan masa depan kota. Makasar sedang menyediakan 
lahan-lahan untuk pembangungan industri-industri baru di kawasan pantai, namun pemerintah kota 
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harus menyeimbangkan hal ini secara setara dengan kebutuhan untuk melmpertahankan sistem alami 
yang melindungi dan meningkatkan keberlanjutan masa depan  kota untuk masyarakatnya, terutama 
kelompok-kelompok miskin dan rentan.

Makasar memiliki contoh-contoh perlindungan garis pantai yang positif , pemerintah serta organisasi-
organisasi masyarakat sipil yang paham pentingnya hal ini, serta mampu melaksanakan perbaikan 
terhadap lingkungan tersebut. Pertanyaan kami adalah bagaimana agar usaha-usaha  ini didukung dan 
dipromosikan melalui kebijakan pemerintah, serta juga menghargai nilai kebutuhan untuk menciptakan 
dna memperkuat peluang-peluang pembangungan perekonomian bagi warga kota. 

2. Skala Aksi: Bagaimana aksi skala besar, masalah-masalah sistemik seperti erosi 
ldi kawasan sumber air pengelolaan ekosistem atau permasalahan jaminan air bersih 
dihadapkan pada skala individu, rumah tangga dan masyarakat?

Studi ini menemukan adanya  kecenderungan untuk merespon dampak perubahan iklim dengan aksi-
aksi sementara yang melokalisasi pemecahan masalah namun tidak dapat beradaptasi terhadap 
permasalahan skala besar. Masalah-masalah seperti drainase, banjir dan kekurangan air bersih adalah 
masalah sistemik yang mempengaruhi masyarakat di seluruh kota, bahkan lebih luas lagi. Respons 
terhadap permasalahan ini seringkali membutuhkan intervensi yang tidak terbatas dalam batasan politis 
kota. Respons para perencana dan pengambil keputusan perlu memahami bahwa dampak-dampak 
tersebut perlu ditangani melalui  sistem perkotaan dan upaya-upaya kecil harus dapat dikembangkan 
menjadi strategi skala kota. Lebih lanjut lagi, respons kota terhadap banjir perlu mempertimbangkan 
lebih jauh dari kesedar pertahanan infrastruktur teknis tradisional, seperti penahan banjir dan tanggul-
tanggul, tapi juga perlu mempertimbangkan infrastruktur hijau di dalam kota dan keterlibatan dalam 
pengelolaan daerah perairan atau  wilayah pantai yang lebih baik.

3. Kapasitas: Bentuk koordinasi pendukung seperti apa yang akan membantu membangun 
keahlian teknis dan operasional pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat 
lebih baik dalam memahami beragam dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan 
kota?

Respons terhadap masalah-masalah perubahan iklim membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan 
kebijakan yang terkoordinasi karena permasalahan tersebut melampau kewenangan dan kewenangan 
salah satu lembaga pemerintahan. Namun lembaga pemerintah dan masyarakat sipil kesulitan  
melakukan koordinasi satu sama lain. Mereka cenderung bertindak masing-masing. Mereka juga 
mengalami kendala kekurangan sumber daya anggaran yang membatasi kapasitas mereka untuk 
mengatasi permasalahan skala besar secara efektf yang setara dengan skala permasalahannya.

Pertanyaannya adalah bagaimana lembaga-lembaga tersebut dapat bekerjasama agar dapat membuat 
rencana yang lebih berhasil dan melakukan antisipasi terhadap dampak perubahan iklim di masa depan, 
sekaligus secara efektif menggunakan sumberdaya yang terbatas yang tersedia . Dengan melakukan 
koordinasi aksi-aksi dan melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, ada beberapa 
peluang bagi lembaga-lembaga yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan meningkatkan 
ketahanan kota. Ada pula peluang untuk membangun kapasitas teknis  bagi pemerintah daerah agar 
mampu lebih efektif merancang dan melaksanakan kebijakan, sekaligus memanfaatkan potensi 
masyarakat setempat dengan lebih baik untuk melaksanakan kebijakan, Peluang-peluang ini harus 
diidentifikasi dan kemitraan -kemitraan serta kesepahaman-kesepahaman baru perlu dibentuk.
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Gambar 3. Pembibitan bakau memperluas kawasan hutan bakau dan melindungi masyarakat kawasan pantai dari terjangan badai, ombak besar dan 
ancaman perubahan iklim lainnya
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REKoMENdASI

Meskiputn banyak hal yang perlu dilakukan namun kajian ini menunjukkan masih banyak 
alasan agar tetap optimis. Ada sebuah landasan kebijakan yang kuat yang dihasilkan oleh 
pemerintah  kota untuk mengurangi kerentanan dan ada banyak bukti upaya-upaya yang 
menjanjikan yang sedang dilakukan di tingkat masyarakat untuk membangun ketahanan 
kota. Usaha-usaha seperti ini harus dilanjutkan dan mendorong perubahan , koordinasi 
antara pemerintah dan instansi-instansi lainnya juga antara pemerintah dengan masyarakat 
harus didukung. Rekomendasi berikut ini memberi arahan lebih lanjut tentang bagaimana 
pemerintah dapat memanfaatkan potensinya sendiri dengan lebih baik dan mendapatkan 
dukungan dari pihak=pihak lain untuk mengidentifikasi dan mengurangi kerentanan dalam 
menghadapi urbanisasi yang cepat. Meskipun urbanisasi berlangsung dengan cepat, masih 
ada kemungkinan untuk mengarahkannya agar membantu mencapai masa depan kota yang 
berkelanjutan dan aman.

• Menjabarkan visi kota yang secara jelas mendukung ketahanan terhadap perubahan 
iklim dan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin

• Memperbaiki peraturan-peraturan, dokumen perencanaan da proposal-proposal kegiatan 
yang ada saat ini agar seperlunya mengkaitkan aksi-aksi yang terkait dengan ancaman 
perubahan iklim dan kerentanan manusia

• Mendorong kooridinasi kelembagaan yang lebih luas diantara pemerintah dan lembaga 
masyarakat sipil untuk menguatkan pengelolaan ekosistem kota Makasar dan wilayah di 
sekitarnya

• Membangun kapasitas dan meningkatkan sumber daya keuangan untuk melaksanakan 
agenda kegiatan yang terfokus pada perubahan iklim

• Merancang kebijakan-kebijakan baru atau menyesuaikan kebijakan yang ada  saat ini 
untuk memastikan perhatian penuh pada masyarakat dan wilayah-wilayah rentan tertentu 
yang diidentifikasi di dalam Kajian Kerentanan
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BAB 1
PENdAHULUAN dAN LATAR BELAKANG
Perubahan iklim mempengaruhi masyarakat dan 
wilayah-wilayah di seluruh dunia; kenaikan muka air 
laut mempengaruhi negara-negara kepulauan di daerah 
Pasifik; Banjir yang lebih sering dan besar mengganggu 
masyarakat di wilayah dataran rendah sungai; dan 
wilayah-wilayah gersang menghadapi musim kering yang 
lebih panjang. Di wilayah perkotaan, dampak perubahan 
iklim sulit untuk dipahami karena kota-kota bersifat 
komplek, suatu kumpulan manusia, kegiatan , ekosistem 
dan pelayanan  yang berbeda-beda. Sebuah dampak 
perubahan iklim mungkin dapat menyebabkan berbagai 
pengaruh yang berbeda. Sebagai contoh, bila terjadi 
musim kering yang panjang di wilayah pedesaan yang 
terisolasi, dapat berpengaruh pada sebuah penghidupan 
masyarakat, demikian halnya fenomena perubahan 
iklim yang terjadi di kota mungkin dapat menimbulkan 
aliran dampak yang menyebar terhadap ribuan orang, 
pekerjaan mereka, lembaga-lembaga pemerintah dan 
perekonomian kota.  Sebuah kajian kerentanan kota 
dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan memahami 
tantangan-tantangan yang dihadapi kota terkait dengan 
perubahan iklim dan urbanisasi 

Banyak kota di Indonesia saat ini menghadapi dua 
permasalahan yang menantang, yaitu, pertumbuhan 
penduduk yang cepat dan dampak perubahan 
iklim. Urbanisasi yang cepat memberi manfaat bagi 
perekonomian secara lebih luas, meningkatkan sumber 
daya menusia dan peluang-peluang pembangunan 
yang lebih potensial. Namun pertumbuhan yang cepat 
juga menimbulkan kendala terhadap pelayanan dan 
infrastruktur umum, mengundang tenaga kerja lepas 
dan tenaga kerja di sektor informal yang tidak terjamin, 
menyebabkan pencemaran dan ekosistem yang kewalahan 
serta melumpuhkan lalu lintas. Sebagai tambahan 
dampak perubahan iklim terhadap kota sendiri, dampak 
perubahan iklim bagi masyarakat pedesaan berarti 
daerah kota-kota menarik perhatian bagi pendatang, 
tanpa rencana yang jelas untuk menyesuaikan diri. 
Meningkatnya kondisi musim yang tidak dapat diprediksi 
dan perubahan pola cuaca membuat pekerjaan petani 
dan nelayan menjadi terlalu beresiko dan  pertanian 

serta tangkapan mereka menjadi rentan. Demikian pula 
dengan bencana alami, seperti curah hujan yang tinggi 
dan banjir dapat menceraiberaikan keluraga mereka 
menyebabkan mereka mencari keamanan dan pindah ke 
kota-kota. Hal ini adalah sebagian dari bermacam alasan 
yang membuat pendatang terus mencari masa depan 
yang lebih baik di wilayah perkotaan, kota dipandang 
sebagai suatu tempat yang menawarkan keamanan dan 
peluang. 

Kaum perempuan sangat mandiri sebagai sumber daya 
alami setempat dalam menjalani mata pencaharian 
mereka, kesehatan dan kesejahteraan secara 
keseluruhan. Semua itu membenkan mereka dengan 
tanggung jawab untuk mencari air bersih, makanan 
dan bahan bakar untuk memasak serta menghadapi 
tantangan-tantangan yang paling besar. Para perempuan 
mengalami akses yang tidak setara terhadap sumber 
daya dan proses pengambilan keputusan yang melibatkan 
pengelolaan lingkungan hidup, dengan pergerakan yang 
lebih terbatas di wilayah perkotaan, ditambah dengan 
kekerasan seksual dan gender di tempat-tempat umum 
dan sistem transportasi. Oleh karena itu penting untuk 
mengidentifikasi strategi-strategi yang sensitif gender 
yang merespon terhadap tantangan-tantangan ini bagi 
kaum perempuan. 

Dalam konteks ini, kajian kerentanan bertujuan untuk 
membawa sebuah pemahaman tentang dinamika 
pertumbuhan perkotaan  bersama-sama dengan 
kecenderungan iklim dan dampak-dampaknya. Kajian 
kerentanan ini disusun dalam tiga komponen: (1) Kajian 
Kerentanan Iklim; (2) Kajian Kapasitas Kelembagaan; 
(3) Adaptasi Berbasis Ekosistem. Ketiga perpektif 
yang berbeda ini menunjukkan sebuah gambaran 
berbagai segi ancaman dan dampak perubahan iklim, 
sistem ekologi yang dapat digunakan dalam pelayanan 
pemecahan masalah yang lebih berkelanjutan, serta 
potensi kelembagaan dan masyarakat untuk memperkuat 
kapasitas beradaptasi mereka dalam menghadapi 
dampak perubahan iklim yang tidak dapat dihindari.
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1.1       TUJUAN dAN SASARAN K A JIAN KERENTANAN

Kajian Kerentanan Perubahan Iklim saat ini disusun 
dalam tiga bagian analisis yang saling melengkapi: 
Pertama, Kajian Kerentanan secara umum dimana 
komponen Keterpaparan, Sensitivitas dan Kapasitas 
Adaptasi dianalisis secara individual dalam konteks 
Makasar dan Mamminasata; kedua, sebuah kajian 
ekosistem untuk memahami peran ekosistem dalam 
mendukung ketahanan dan adaptasi perubahan 
iklim ; dan ketiga, Kajian Kapasitas Kelembagaan 
untuk memahami kemampuan jajaran lembaga lokal 
yang relevan untuk merespon bencana yang terkait 
iklim secara benar dan  tepat pada waktunya serta 
mengajukan seperangkat rekomendasi untuk embantu 
mengembangkan kemampuan yang dapat meningkatkan 
kapasitas adaptasi kelembagaan setempat yang 
menghasilkan perbaikan rencana kesiapsiagaan bencana 
dan peningkatan efisiensi respons kelembagaan agar 
memberi manfaat bagi masyarakat miskin dan rentan di 
kota Makasar.

Sasaran penerima manfaat Kajian Kerentanan ini 
terutama adalah aparat pemerintah daerah dan nasional, 
pennentu kebijakan dan anggota-anggota organisasi dan 
kelembagaan yang bekerja untuk memperbaik sistem 
perkotaan dan kondisi kehidupan masyarakat rentan dan 
miskin di kota Makasar. Lebih jauh lagi, kajian ini juga 
ditujukan bagi pemuka masyarakat, Ornop dan LSM serta 
siapa saja yang tertarik untuk meningkatkan kesadaran 
mereka atau melakukan aksi untuk mengurangi 
kerentanan sistemik terhadap potensi ancaman 
perubahan iklim di Kota Makasar.

Kajian kerentanan ini bertujuan untuk digunakan sebagai 
alat bantu perencanaan dan juga sebagai dokumen 
advokasi untuk mengarahkan pengambilan keputusan 
tentang respons-respons efektif terhadap permasalahan 
besar yang terkait dengan dampak perubahan iklim. 
Kajian ini disusun atas kolaborasi dengan pemerintah 
kota Makasar, seluruh pemangku kepentingan dapat 
menggunakan kajian ini untuk memahami sifat dari 
permasalahan ini dan mempertimbangkan berbagai 
kemungkinan 

Rekomendasi dari Kajian Kerentanan ini dapat digunakan 
untuk:

• Mengidentifikasi sistem, wilayah dan penduduk  
perkotaan prioritas yang terkena dampak perubahan 
iklim dan memberikan informasi cara-cara agar kapa-

sitas beradaptasi mereka dapat didukung untuk keta-
hanan yang lebih besar terhadap iklim, seperti mem-
prioritaskan infrastruktur umum yang berkelanjutan 
dan inklusif serta membangun kapasitas masyarakat.

• Merancang kebijakan dan program-program yang 
tepat dengan sasaran permasalahan , sistem dan 
kelemahan spesifik dan membantu kota untuk mem-
bangun ketahanan terhadap dampak perubahan 
iklim. Kebijakan seperti ini dapat fokus pada per-
masalahan yang terkait dengan sosial, lingkungan 
dan pemerintahan

• Menginformasikan keputusan-keputusan perenca-
naan pada tingkat metropolitan, kota dan kelurahan, 
serta untuk para pembuat keputusan. seperti waliko-
ta, untuk membantu membuat keputusan-keputusan 
strategis mengenai arahan kota dengan melakukan 
kemitraan bersama masyarakat, masyarakat sipil dan 
pemerintah pusat dan propinsi.

1.2    PENcETUS K A JIAN KERENTANAN

Kajian kerentanan ini diprakarsai oleh Walikota Makasar 
dan didukung oleh tenaga ahli dari UNDP, UN Habitat dan 
UNEP. Kajian Kerentanan dapat terselenggara melalui 
kerjasama antara tim peneliti dari UN Habitat/UNDP dan 
UNEP bekerjasama dengan pemerintah Kota Makasar.

1.3     METHodoLoGy

Tim peneliti mengumpulkan informasi dari data-
data, peta  yang tersedia dan juga melalui perjalanan 
pengamatan lapangan, pertemuan dengan masyarakat, 
Diskusi Kelompok Terfokus/ Focus Group Discussion 
(FGD) dengan organisasi masyarakat sipil, angota 
masyarakat dan aparat pemerintah. Data-data yang 
telah dianalisa lalu disusun dan dikelompokkan oleh tim 
peneliti dalam komponen-komponen Kerentanan yang 
berbeda-neda, kriteria untuk menilai masing-masing 
komponen dikembangkan dan digunakan untuk membuat 
sebuah Peta Kerentanan pada tingkat kecamatan dan 
dikombinasikan degnan tren perkotaan dan tipologi 
perkottan dominan yang telah diidentifikasi serta tiga 
kelompok masyarakat dipilh untuk memperdalam analisa 
kerentanan. Hasil-hasil analisis kemudian didiskusikan 
secara internal antara anggota tim dan kemudian 
dipaparkan untuk dilakukan verifikasi kepada aparat 
pemerintah serta anggota masyarakat sipil. Dengan 
cara demikian laporan kajian menyajikan kompilasi dan 
syntesa informasi yang luas dari wilayah metropolitan, 
kota maupun skala kelurahan 
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1.4  STRUK TUR L APoRAN

Kajian Kerentanan disusun dalam lima bagian, pertama 
bagian Koteks Kota yang memberikan gambaran umum 
yang lengkap mengenai kota, menjabarkan karakteristik 
dan visi kota sebagaimana dijabarkan di dalam rencana dan 
visi kepemimpinan masa depan. Bagian ini diatur bertolak 
belakang dengan latar belakang tren urbanisasi yang terjadi 
saat ini yang dapat membantu menggambarkan konteks 
tambahan untuk memahami tantangan kota terhadap 
pertumbuhan dan pembangunan yang cepat. Pada Bab 
berikutnya mencakup elemen-elemen kajian kerentanan 
secara analitis yang berbeda-beda, yang menjelaskan 
keterpaparan kota terhadap ancaman iklim, sensitivitas 
dan kapasitas adaptasinya. Karakteristik ini memberikan 
kontribusi  untuk membantu dimana wilayah-wilayah di kota 
ini  yang paling rentan dan kelompok serta sistem yang paling 
terancam. Pada bab berikutnya memperhatikan bagaimana 
ekosistem alami melayani fungsi penting dalam melindungi 
kota dan dapat mempunyai peranan penting untuk 
mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan. 
Lalu diikuti oleh kajian kapasitas kelembagaan awal, yang 
menganalisa lembaga-lembaga utama yang relevan dalam 
mengamankan keberlanjutan kota dan oengidenfikasikan 
cara-cara dimana mereka dapat meningkatkan kapasitas 
dan efektivitas mereka untuk mencapai visi tersebut. Pada 
bagian akhir disampaikan seperangkat kesimpulan dan 
rekomendasi  untuk pemerintah  daerah beserta aksi-aksi 
yang mungkin dapat dilakukan

1.5     LINGKUP dAN BATASAN-BATASAN STUdI

Informasi resmi dari Instansi Pemerintah Kota menjadi 
sumber utama data-data sekunder di dalam kajian ini. 
Diantara banyaknya tantangan yang dihadapi selama fase 
analisa data yaitu adanya beberapa informasi yang tidak 
sesuai, kadaluwarsa atau tidak sesuai dengan tingkat 
analisa ruang yang dibutuhkan. Waktu untuk memperoleh 
data, pertemuan dengan pemangku kepentingan 
tambahan dan eksplorasi mendalam titik-titik penting yang 
teridentifikasi juga dianggap sebagai batasan dalam kajian 
ini. 

Sebagai tambahan, Kajian ini didasari oleh pemahaman 
terhadap dua fenomena politis, sosial ekonomi dan 
lingkungan berikut: pertumbuhan perkotaan dan 
perubahan iklim. Mempertimbangkan keduanya adalah hal 
yang sangat rumit dan dinamis, dimana interaksinya secara 
mutual menciptakan beragam skenario dan hasil-hasil yang 
mungkin (seperti: permukiman-permukiman baru di wilayah 

tangkapan air alami dapat memperburuk resiko banjir dan 
wilayah-wilayah rawan banjir dapat mempengaruhi pola 
pertumbuhan kota. Kota Kita meyakinkan bahwa situasi 
yang dianalisa di dalam Kajian ini adalah yang terbaik dapat 
kami lakukan, sebuah gambaran ringkas tentang situasi 
saat ini di Kota Makasar dan ingin agar dapat menjadi  
landasan analisa-analisa terkait iklim di masa mendatang.

Lebih lanjut lagi, dalam tahun-tahun mendatang, dimana 
Makasar semakin mengembangkan visi kotanya lebih 
lanjut dan meningkatkan model-model iklim, seperangkat 
rekomendasi dan kesimpulan dari Kajian Kerentanan ini 
mungkin akan menjadi kurang relevan bagi perencanaan 
kota di Makasar. Analisis perubahan iklim idealnya harus 
merupakan sebuah proses yang berulang-ulang yang 
dipimpin oleh pemerintah kota, dalam rangka menjamin 
aksi-aksi adaptasi yang berbasis informasi terkini

Sebagian besar lingkup geografis di dalam kajian ini adalah 
batasan administrative kota Makasar. Namun ada dua 
perkecualian penting yang mendapat perhatian utama 
didalam Kajian Kerentanan ini untuk perihal ekosistem 
dan juga dampak pertumbuhan perkotaan di wilayah-
wilayah pinggir kota yang memberi dampak terhadap kota. 
Dalam hal kajian ketersediaan air dalam kota, lingkup studi 
ini mencakup aliran air Jeneberang, yang melebar hingga 
melalui wilayah Gowa dan Makasar. Sebagai tambahan 
definisi kota yang lebih luas, seperti kawasan Metropolitan 
Mamminasata, digunakan ketika melakukan pertimbangan 
dampak tren perkotaan yang sedang berlangsung yang 
mempengaruhi kerentanan kota karena perubahan-
perubahan yang terjadi di wilayah tetangga memberikan 
dampak besar terhadap kota Makasar itu sendiri.
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Gambar 4. Garis pantai yang panjang di kota Mkasar merupakan elemen kuat yang membentuk kondisi ekonomi, lingkungan dan fisik kota. Tergambar di sini 
sampah-sampah yang hanyut ke darat dengan latar belakang hutan bakau. Di sepanjang garis pantai kota pemanfaatan lahan bervariasi , mulai dari fasilitas 
pelabuhan, masyarakat nelayan, industri dan pergudangan, fasilitas hiburan dan perdagangan hingga pembangunan perumahan baru.
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BAB 2
GAMBARAN UMUM WILAyAH

2.2    GEoGRAFIS

Makassar tidak hanya merupakan pelabuhan regional 
yang menjadi pintu gerbang Indonesia Timur, tetapi juga 
sebagai pusat perdagangan  lintas darat untuk bahan-
bahan kebutuhan konstruksi dan usaha real estate. 
Industri perikanan, termasuk penghidupan keluarga 
nelayan dan operasional lepas pantai skala besar 
merupakan identitas kota yang paling penting. 

Makasar adalah kota pantai, terletak di ujung barat 
daya pulau Sulawesi (5.1333’S - 119.4167’E). Kota ini 
mencakup wilayah seluas 175.77 km, dengani wilayah 
pantai sepanjang 24 kilometer. Di sebelah timur, 
Makasar berbatasan  dengan Selat Makasar, sebelah 
Barat berbatasan dengan kota-kota tetangga di wilayah 
Gowa, di sebelah Utara dengan pusat kota Maros dan di 
bagian Selatan dengan kota Takalar, dimana keempat 

kota tersebut merupakan Kawasan  Metropolitan 
Makasar atau disebut juga dengan Kawasan Metropolitan 
Mamminasata. Topografi kota Makasar relatif datar, 
dengan kelerengan landai di bagian Timur-Barat. Terdapat 
dua sungai utama melalui batasan-batasan kota Makasar 
yaitu Sungai Tallo di bagian Utara dan Sungai Jeneberang 
di bagian Selatan, keduanya mengalir dari Timur ke Barat 
menuju Selat Makasar. Terdapat 11 pulau-pulau kecil, 
sebagiannya memiliki penduduk, yang juga merupakan 
bagian dari kota Makasar.

Kawasan Metropolitan Mamminasata terdiri dari Kota 
Makasar dan kota-kota kecil disekitarnya, Kota Maros, 
Sungguminasa dan Takalar. Kawasan Metropolitan 
Mamminasata dibentuk melalui Keputusan Presiden 
no.55 tahun 2011 yang bertujuan untuk meningkatkan 
koordinasi antara Makasar dengan wilayah sekitarnya dan 
menjadikan Makasar sebagai pusat kawasan metropolitan 

2.1    PRoFIL

Gambar 5. Tabel kependudukan, informasi sosial ekonomi serta letak regional Kota Makasar
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dengan infrastruktur jalan yang menghubungkan antar-
wilayah tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan pembangunan. 

Pada saat ini hanya wilayah-wilayah yang berbatasan 
dengan kota Makasar yang dapat disebut sebagai 
kawasan perkotaan, dengan perkembangan kota ke arah 
luar, tetapi sebagian besar penduduk wilayah-wilayah ini 
tinggal di permukiman-permukiman pedesaan yang luas.

Studi saat ini secara geografis fokus pada kota Makasar 
beserta pulau-pulaunya, namun karena kealamian dari 
penelitian ini, maka juga akan dikaitkan dengan Kawasan 
Mamminasata dan trend perubahan iklim pada level 
regional dan nasional. 

Sebagai tambahan, Kajian ini didasarkan pada 
pemahaman terhadap dua hal, sosiol-ekonomi dan 
fenomena lingkungan: pertumbuhan kota dan perubahan 
iklim. Mempertimbangkan kedua hal tersebut sangatlah 
komplek dan dinamis, dimana keterkaitan tersebut dapat 
menghasilkan berbagai bentuk skenario dan outcome 
(seperti; permukiman baru di wilayah tangkapan air akan 
memperburuk resiko banjir atau daerah rawan banjir 
dapat mempengaruhi pola pertumbuhan kota). Kota Kita 
menegaskan bahwa situasi yang dianalisis dalam kajian 
kerentanan ini adalah yang terbaik dari kami, sebuah 
potret dan gambaran ringkas kondisi Kota Makasar saat 
sekarang dan semoga dapat dijadikan sebagai landasan 
kajian dan analisis yang berkaitan iklim di masa yang 
akan datang. 

Gambar 6. Letak Makasar dalam Pulaui Sulawesi dan hubungannya dengan wilayah sekitarnya yaitu Takalar, Gowa dan Maros
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2.3    EKoSISTEMS

Telepas dari alasan-alasan geopolitis strategis , Makasar 
merupakan tempat ideal untuk sebuah permukiman 
perkotaan penting dikarenakan sistem ekologis yang kaya 
dan berbeda-beda yang terkonsentrasi di wilayah yang 
relatif kecil. Makasar terletak di bawah kawasan mata 
air Jeneberang serta terdapat dua sungai utama yang 
mengalir melalui wilayah kota ini: Sungai Maros di bagian 
Utara, yang kemudian menjadi Sungai Tallo, dan Sungai 
Jeneberang di bagian Selatan.

Kawasan delta di kedua sungai di Makasar menciptakan 
kondisi ideal bagi sebuah ekosistem muara yang 
kompleks. Secara khusus, delta yang terbentuk oleh 
Sungai Tallo di sebelah Utara mencakup wilayah perairan 
musiman yang besar dan permanen, yang menghasilkan 
sebuah biodiversity unik disamping sebagai penyuling air 
yang penting, pengendali banjir dan sebagai stabilitas 
garis pantai.

Ekosistem di Selat Makasar sangat komplek dan 
berlimpah; pulau-pulau terdekat dan  wilayah pantai 
dengan hutan bakau, daerah rawa-rawa dan batu karang 
menjadikan kondisi yang optimal bagi biodiversity 
kelautan dan matapencaharian kawasan pesisir. Sebagai 
hasil dari pembangunan kota Makasar, beberapa 
kawasan pantai telah dimodifikasi dari morfologi aslinya, 
mempengaruhi bagaimana sistem ekologis yang kaya ini 
berlangsung.

Makasar memiliki topografi yang relatif datar dengan 
perbukitan di bagian Timur kota yang menciptakan wilayah 
tangkapan air alami dengan vegetasi yang cukup rapat. 

Mayoritas wilayah-wilayah ini secara perlahan berubah 
menjadi lahan-lahan pertanian untuk memperkuat 
ketahanan pangan bagi kota Makasar.

2.4 . PRoFIL SoSIAL dAN KEPENdUdUK AN

Penduduk kota Makasar berjumlah1,193,434 pada ta-
hun 2005 dan meningkat menjadi 1,350,192 pada tahun 
2012, dengan peningkatan kenaikan rata-rata pertahun 
1,87% (ukuran rumah tangga rata-rata adalah 5.3 orang 
per keluarga). Angka ini mengindikasikan bahwa jumlah 
penduduk akan berlipat ganda pada tahun 2058, namun 
mengingat data statistik resmi mengenai jumlah penda-
tang sering di bawah hitungan dan tingkat migrasi dapat 
meningkat, pertumbuhan penduduk bisa saja lebih ce-
pat dari itu (Gambar 7). Dari tahun 2009 ke 2010, ting-
kat pertumbuhan meningkat menjadi 5.27. Peningkatan 
ini dapat terkait dengan perbaikan cara pengumpulan 
data sensus penduduk, serta tidak dapat dipungkiri juga 
bahwa terjadi peningkatan pendatang ke kota ini. Para 
migran datang dari berbagai daerah di pulau Sulawesi, 
tertarik dengan berbagai peluang pekerjaan pada sektor 
ekonomi vital kota, dan juga berasal dari pulau-pulau lain 
di Indonesia bagian timur. Penduduk kota Makasar seba-
gian besar adalah generasi muda, 40% penduduk beru-
sia di bawah 20 tahun.  Penduduk muda usia ini berkisar 
antara usia 13-15 tahun, 87% adalah perempuan dan 
84% bersekolah, sementara mereka yang berusia antara 
16-18 tahun adalah laki-laki dan 59% dari anak perem-
puan menempuh pendidikan menengah atas. Tingkat 
ketidakhadiran di sekolah adalah penting karena anak-
anak yang tidak hadir di sekolah lebih kesulitan untuk 
mendapat pekerjaan di kemudian hari. Kepadatan peru-
mahan di kota ini adalah 76,8 orang per hektar.

Gambar 7. Perkiraan penduduk Makasar menunjukkan kenaikan yang tetap pada pertengahan abad ke 21; kepadatan penduduk saat ini 
terkonsentrasi di kawasan-kawasan tengah kota.
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Gambar 8. tren pertumbuhan kota saat ini menyebabkan perluasan wilayah pinggir kota secara cepat, para pendatang baru berasal dari 
kawasan-kawasan di sekitarnya, dari bagian lain di Sulawesi tetapi juga dari wilayah-wilayah tengah kota. Di wilayah tengah kota, terjadi 
pertumbuhan yang lebih lambat, bahkan jumlah penduduknya berkurang. Wilayah pinggiran seperti Tamalate, Biringkaraya dan Manggala 
tumbuH dengan lebih cepat dibandingkan wilayah-wilayah lainnya (2011-2012)

Gambar 9. Kemiskinan di beberapa wilayah mencapai hingga 31% dari jumlah penduduk; wilayah bervariasi, namun masyarakat miskin  lazim 
ditemukan di pusat kota dan sepanjang pantai.
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Terjadi ketidakpastian trend kemiskinan kota secara kes-
eluruhan dikarenakan perbedaan sumber informasi yang 
menggunakan kriteria berbeda dan interval pengumpu-
lan yang berbeda pula. Pada tahun 2012, Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menyaji-
kan data yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Kota 
Makassar adalah 19,4%;Hal ini berarti terdapat 262,529 
penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dan mereka 
yang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Antara 
tahun 2006 hingga 2009 data BPS menunjukkan tingkat 
kemiskinan yang fluktuatif namun secara bertahap men-
galami penurunan jumlah, namun angka tersebut menun-
jukkan penghitungan yang rendah dibandingkan dengan 
data dari TKPKD. Fluktuasi terkait dengan krisis keuan-
gan tahun 2009 yang berdampak buruk terhadap sektor 
ekspor impor, dimana banyak keluarga miskin tergantung 
mata pencahariannya pada sektor ini. selama periode 
2008-2009, peningkatan angka kemiskinan diikuti den-
gan melebarnya ketimpangan sosial dimana koefisien 
Gini meningkat dari 0.31 (2008) menjadi 0.42 (2009). 
Jumlah rumah tangga miskin yang hidup di permukiman 
kumuh sebanyak 58,268 RT (BLHD, 2012). Masyarakat 
miskin di kota sebagian besar di sektor ekonomi informal 
seperti nelayan, buruh, supir becak dan pedagang ma-
kanan kaki lima.

2.5 PEREKoNoMIAN KoTA

Sebagai kota yang merupakan pintu gerbang lalu lintas 
laut dan udara menuju dan dari wilayah Timur, pereko-
nomian kota Makasar telah mengalami peningkatan ke-
naikan permintaan komoditi untuk Indonesia Timur. Hal 
ini telah membantu mendukung pertumbuhan berbagai 

macam sektor, terutama sektor hotel dan restaurant, 
dan juga mendorong ketertarikan pada proyek peruma-
han dan komersial. Sebagai hasilnya, PDRB Makassar 
menjadi meningkat dari USD 1,104,905,647 (2006) 
atau Rp 11,341,848 (in millions) in 2006 menjadi USD 
1,583,289,151 (2010) BPS,2011) (Gambar 10). Selama 
periode ini tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat dari 
8,09 persen pada tahun 2006 menjadi 9.83 persen. 
Perkembangan kota yang terus menerus memungkinkan 
perekonomian juga akan terus berkembang, meningkat-
kan lebih banyak aktivitas industri dan komersial. Bagi 
permukiman dan masyarakat pesisir pantai yang terse-
bar di salah satu pulau, menangkap ikan adalah kegiatan 
ekonomi utama mereka. Beberapa diantara mereka ada 
yang melaut untuk mencari timun laut yang mendapat 
keuntungan dari pasar Hongkong dan Singapura, dimana 
timun ini digunakan untuk kosmetik dan obat-obatan khu-
sus. Namun, lebih dari 3,000 nelayan yang datang dari 
Makassar, menangkap ikan menjadi sebuah matapencar-
ian yang makin sulit untuk dilakukan, dikarenakan penu-
runan pasokan dan harus berlayar makin jauh dari tepi 
pantai untuk mendapatkan ikan.

Namun meskipun produksi ikan menurun, nilai produk 
ikan mengalami peningkatan. Salah satu alasannya ada-
lah karena proses perikanan memberi nilai tambah, yang 
memberikan kompensasi bagi penurunan produksi. Se-
bagai tambahan, Makasar saat ini adalah tempat pasar 
ikan yang utama di wilayah ini, nelayan dari Kalimantan, 
Bali dan Sulawesi Timur bertemu di pasar kota ini. Oleh 
karena itu disarankan Makasar untuk melanjutkan per-
annya sebagai pasar perikanan yang berkembang pesat, 
namun jumlah nelayan yang mendapat keuntungan dari 

Gambar 10. Sektor-sektor perekonomian utama saat ini terdiri dari: perdagangan, hotel, transportasi dan jasa perusahaan, yang memberi 
kontribusi terhadap PDB kota sebesar 54%. Sektor lain seperti perikanan dan sektor informal juga merupakan sektor penting namun tidak 
tercantum dalam informasi statistik resmi pemerintah
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perekonomian ini akan menurun. Tampaknya ada banyak 
pekerja dari masyarakat pesisir akan mencari pekerjaan 
lain di sektor perkotaan.

2.6 SISTEM PEMERINTAHAN

Dalam lingkup kota Makasar pemerintah daerah bertang-
gung jawab untuk menyediakan pelayanan umum dan 
mengorientasikan pada pembangunan kota, namun agar 
berhasil kota bergantung pada lebih dari sekedar sum-
ber daya yang dimiliki secara lokal. Kota-kota di Indone-
sia seperti Makasar dikelola melalui seperangkat instansi 
dan lembaga pemerintah daerah yang berbeda-beda, dan 
semua ini didukung oleh rencana lima tahunan yang dis-
ebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). 
Rencana ini mencanangkan sebuah visi untuk kota mela-
lui alokasi dana untuk masing-masing instansi, semua ini 
harus disetujui setiap tahun, dan menghasilkan sebuah do-
kumen yang disebut dengan RKA. Sebagai contoh, instansi-
instansi kunci seperti Dinas Pekerjaan Umum, bertanggung 
jawab pada proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jem-
batan, dan pemasangan sistem air bersih, dan Bappeda 
bertanggungjaawab 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bertanggung jawab 
untuk mengelola pasokan air bersih dan sistem operasi, 
serta Bappeda, bertanggung jawab untuk mengkoordi-
nasikan berbagai macam instansi yang ada di dalam kota. 
Dibawah masing-masing instansi terdapat pemerintahan 
kecamatan dan kelurahan, yang menyediakan pelayanan 
untuk mansyarakat dan bertindak sebagai pihak pertama 
yang dihubungi oleh masyarakat dalam kaitannya dengan 
urusan pemerintahan.  Terlepas dari ketergantungan terha-
dap anggaran lokal untuk proyek dan perbaikan infrastruk-
tur, proyek-proyek pekerjaan sipil yang dapat menciptakan 
dampak pada skala kota membutuhkan dana dari pemer-
intah pusat, yang disebut dengan proyek kementrian. Oleh 
sebab itu seringkali terdapat ketidaksesuaian antara apa 
yang dapat dicapai dari visi kota dari anggaran kota, dan 
aspirasi apa yang dapat dicapai melalui akses tambahan 
pendanaan dari pemerintahan nasional dan investor swas-
ta.

2.7 TREN PERKoTA AN dI MAK ASAR

Sebagai langkah pertama dalam melakukan analisis kami 
melihat pada beberapa trend yang menjadi karakteristik 
pertumbuhan kota Makassar. Beberapa trend berikut ini 
merupakan hasil dari urbanisasi yang cepat yang terjadi di 
Makassar. Meski tanpa mempertimbangkan faktor peruba-
han iklim, kecenderungan tersebut memberikan pengaruh 
yang penting terhadap kota dan penduduknya serta men-

unjukkan perhatian yang makin berkembang mengenai ke-
berlanjutan kota.

Tren 1: Perluasan Wilayah Perkotaan

Pada tahun 2010 di Indonesia, 44 % penduduk (103 juta 
orang) tinggal di hampir 100 kota (UN Habitat, 2012). Sepu-
luh kota terbesar mengklaim hampir 25% dari penduduk 
adalah penduduk perkotaan, dan diperkirakan urbanisasi 
di Indonesia akan mencapai 50% sebelum tahun 2025. 
Sebagian besar kota-kota di Indonesia berlokasi di wilayah 
pesisir dataran rendah dan bergantung pada laut untuk 
perdagangan.

Lebih dari sepuluh tahun terakhir, wilayah perbatasan kota 
Makasar, termasuk wilayah perbatasan dengan kota Maros, 
Gowa dan Takalar, berkembang lebih cepat dari penduduk 
di pusat kota. Selama periode ini, lima kecamatan terluar 
tumbuh sebesar 3.01% sementara sembilan kecamatan di 
tengah kota mempunyai pertumbuhan negatif yaitu -0.2%. 
Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya wilayah-wilayah di 
pinggiran kota makin berkembang dibanding wilayah ten-
gah, namun  juga wilayah-wilayah tengah mengalami pengu-
rangan dalam jumlah populasi. Pendatang-pendatang baru 
datang ke kota untuk mencari pekerjaan dan menghara-
pkan keuntungan dari kehidupan perkotaan; karena tidak 
mampu tingal di wilayah tengah yang lebih mahal, mereka 
akhirnya tinggal di wilayah-wilayah perbatasan. Harga la-
han lebih murah, dan yang lebih penting, lahan tersedia. 
Seringkali para pendatang baru di wilayah-wilayah ini ting-
gal tanpa memperoleh banyak layanan, karena penyedia 
layanan masyarakat dan pemerintah kota kesulitan untuk 
memenuhi kebutuhan air bersih, sanitasi dan bahkan lis-
trik. Para pengembang diminta untuk menyediakan akses 
terhadap layanan-layanan ini namun layanan masing-mas-
ing rumah seringkali juga mengalami kekurangan. Layanan 
sosial (fasilitas pendidikan dan kesehatan) seringkali tidak 
mencukupi. Perubahan penggunaan lahan di pinggir kota 
juga membatasi kapasitas masyarakat untuk memproduksi 
makanan karena bekas lahan pertanian digunakan untuk 
ruang perkotaan baru.
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Tren 2: Reklamasi Lahan dan Perubahan Garis 
Pantai

Saat ini Makassar sedang melaksanakan sebuah renca-
na ambisius untuk memperluas dan menciptakan lahan 
melalui reklamasi. Tanah dan batuan diambil dari daer-
ah-daerah tetangga yang diurug ke laut di wilayah perai-
ran pantai Makasar untuk menjadi tempat industri dan 
perumahan-perumahan baru, termasuk pengembangan 
pelabuhan, pabrik-pabrik, unit perumahan mewah dan 
zona hiburan (gambar 11)

Wilayah pantai yang baru akan memberikan peluang 
pengembangan ekonomi dan bagi investor, mendapat-
kan tambahan insentif lahan datar dan kosong. Na-
mun lahan baru ini menutup wilayah garis pantai lama, 
mempengaruhi ekosistem alami dan kebudayaan serta 

ekonomi lokal masyarakat. Sepanjang wilayah pesisir 
pantai lama, selama berabad-abad masyarakat nelayan 
telah mengambangkan sebagai jalur cepat menuju laut 
memberi mereka akses ke pasar. Pembangunan wilayah 
pantai baru, mengancam sebagian besar masyarakat 
nelayan miskin, dengan menutup akses mereka ke laut, 
mengancam mata pencaharian mereka dan berpotensi 
merubah cara hidup mereka. (Gambar 12)

Dampak tidak langsung dari pengembangan reklamasi la-
han juga termasuk pengalihan pendanaan dan investasi 
dari wilayah pinggiran kota agar dapat terkonsentrasi di 
wilayah pusat kota. Dampak tidak langsung lainnya ada-
lah gentrifikasi, karena investasi baru di wilayah ini men-
ingkatkan harga-harga retail, menjadi terlalu mahal untuk 
penduduk setempat untuk terus tinggal disana.

Gambar 11. Pengembangan kawasan pantai yang telah 
direncanakan melalui reklamasi lahan membuat perubahan 
secara radikal terhadap geografi kota, menambah ribuan 
hektar lahan baru yang siap bangun. Fasilitas pelabuhan dapat 
diperluas, demikian pula dengan bertambahnya fungsi-fungsi 
pergudangan dan industri. Kota berusaha memperoleh manfaat 
dari meningkatnya produktivitas dan kapasitas perdagangan

Gambar 12. Kawasan kota yang dulunya merupakan kawasan 
pantai juga mengalami perubahan karena akses mereka ke laut 
menjadi terhalang. Garis pantai baru dan topografi akan merubah 
sistem perkotaan, seperti aliran drainase ke laut serta mata 
pencaharian masyarakat di kawasan ini



K A JI A N K EREN TA N A N PERUBA H A N IK LIM Ko TA M A K ASSA R    29

Gambar 13. Jaringan distribusi air bersih eksisting oleh PDAM hanya mencakup beberapa wilayah perkotaan. Pada waktu bersamaan, 
kota terus berkembang dan menambah permukiman baru, memberikan tekanan lebih lanjut pada mekanisme pasokan air eksisting

Tren 3: Pengolahan dan Distribusi Air Bersih

Meskipun Makasar dikelilingi oleh air, beberapa kali dalam 
setahun terkadang sulit untuk mengatur kecukupan sum-
ber daya vital ini untuk dapat tercukupi seiring dengan 
peningkatan permintaan terutama dengan meningkatnya 
jumlah penduduk dan pertumbuhan wilayah. Namun, se-
lama musim hujan hal sebaliknya terjadi, terlalu banyak 
air. Dalam dua kasus tersebut mengelola sumber daya air 
merupakan sebuah tantangan bagi Kota Makassar.

Sumber air utama bagi perusahaan air kota, PDAM, berupa 
dua sungai yang mengalir ke kota: Sungai Jeneberang dan 
Sungai Maros (yang kemudian berubah menjadi sungai 
Tallo). Setelah terjadi longsor yang besar pada tahun 2007, 

air dari sungai Jeneberang menjadi sangat berlumpur un-
tuk digunakan tanpa penyulingan dan pengolahan khusus. 
Oleh karena itu, PDAM telah melakukan supply setengah 
dari air bersih kota dengan air yang keruh atau berlumpur.

Sungai Maros kondisinya lebih bersih, namun mataairnya 
hanya bisa menyediakan jumlah air yang terbatas dan ke-
mungkinan tidak mencukupi untuk melayani perkemban-
gan yang cepat di wilayah timur dan utara kota. Sebagai 
tambahan, Maros sendiri sedang berkembang dan pemer-
intahanya memutuskan untuk menggunakan air sungai 
tersebut, yang berada dalam wilayah kewenangan mereka 
untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka sendiri dari-
pada untuk melayani kebutuhan air bersih Makasar.

PDAM Network

River

(Source : RTRW  Kota M akassar 2010)

p E r T u M b u H A N  K O TA  D A N  J A r I N G A N 
D I S T r I b u S I  A I r  b E r S I H
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Menelusuri Evolusi Mata Air Sungai Jen-
eberang dengan menggunakan Citra Satelit

Dengan menganalisis citra satelit dapat memberikan ke-
jelasan evolusi Kota Makasar dan ekosistem pentingnya 
dari waktu ke waktu.  Kajian Kerentanan ini mengguna-
kan citra satelit tahun 1991, 1999 dan 2010 (Citra Satelit 
Landsat 5 dan 7) dan dianalisis menggunakan berbagai 
spectral filter yang dapat membedakan vegetasi dan per-
mukaan terbangun/perkotaan pada setiap periodenya. 
Dengan hal ini memungkinkan untuk mengukur tingkat 
perubahan pertumbuhan kota dan kerusakan vegetasi 
dengan beberapa presisi.

Sumber air terpenting bagi kota Makasar adalah Sungai 
Jeneberang, yang mensuplai 80% air baku ke kota. Kajian 
kerentanan ini berusaha untuk melacak evolusi mata air 
sungai ini selama dua puluh tahun terakhir dalam rangka 
membantu menunjukkan apakah kerusakan vegetasi da-
pat memberikan pengaruh pasokan air bersih bagi kota. 
Secara khusus akan difokuskan pada mata air Sungai 
Jeneberang, hasil analisis menunjukkan bahwa:

• Antara tahun 1991 dan 2010 terjadi kenaikan 279% 
area perkotaan Makasar. Pertumbuhan wilayah 
perkotaan telah bergerak ke arah timur sepanjang 
Sungai Maros dan Jeneberang, demikian pula sepan-
jang pesisir pantai (Gambar 15)

• Antara tahun 1991 dan 2010 terjadi penurunan veg-
etasi sebesar 73% pada mata air Sungai Jeneberang, 
namun kebanyakan terjadi di bagian barat waduk Bili 
Bili, di bawah mata air yang disebabkan oleh kegia-
tan pertanian dan urbanisasi.

• Pada bagian atas mata air, di atas waduk, terjadi 
kerusakan vegetasi di sepanjang sempadan sungai, 
tapi kondisinya stabil atau tidak meningkat. Hal ini 
mengindikasikan pengelolan wilayah mata air yang 
baik di atas waduk Bili Bili

• Analisa ini menunjukkan bahwa urbanisasi dan keru-
sakan vegetasi kawasan mata air makin mengurangi 
wilayah tangkapan air sungai tersebut yang berarti 
mengurangi kapasitas air bersih. Perbaikan  penge-
loaan wilayah mata air harus fokus pada wilayah di 
bawah waduk Bili Bili.

M E N G A N A L I S A  T r E N  u r b A N I S A S I  D E N G A N  M E N G G u N A K A N  C I T r A  S AT E L I T

Gambar 14. Analisa citra satelit yang dilakukan sebelumnya memilih tampakan pemanfaatan lahan perkotaan dan tutupan vegetasi dan 
menunjukkan bagaimana evolusi selama sembilan belas tahun (1991-2010) di kawasan sumber mata air sungai Jeneberang. 
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D A M pA K  u r b A N I S A S I  pA D A  D A E r A H  A L I r A N  S u N G A I  J E N E b E r A N G

Gambar 15. Tata guna lahan perkotaan (merah) meningkat sebesar 279% selama tahun 1991-2010 dan meningkatkan aliran air 
dan mengurangi penyerapan air ke dalam tanah. Aliran air yang lebih cepat dapat meningkatkan kemungkinan timbulnya banjir. 
Daerah vegetasi (hijau) mengami pengurangan sebesar 73% di aliran sungai Jeneberang selama periode tersebut, namun hampir 
seluruhnya terjadi di kawasan waduk Bili Bili. Kurangnya vegetasi menyebabkan limpasan air hujan ke sungai lebih cepat dan 
berkontribusi terhadap meningkatnya banjir dan meningkatkan kerentanan kota. 
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urban
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2.8 VISI KoTA MAK ASAR

Dua visi kota yang dinyatakan oleh pemerintah kota 
Makasar menangkap intisari gambaran masa depan kota 
dan mengedepankan strategi tersebut untuk pemban-
gunannya. Baik visi kota Makasar maupun kondisi saat 
sekarang kaitannya dengan kerentanan perubahan iklim 
dipengaruhi oleh perubahan. Dinamika ini memberi tan-
tangan sekaligus  peluang untuk mengatasi kerentanan.

Visi kota Makasar yang pertama sebagai sebuah “kota 
dunia” atau “Pintu Gerbang menuju Indonesia bagian 
Timur” adalah ambisius, dirancang untuk menggerakkan 
aspirasi masyarakat dan meningkatkan minat investor 
potensial. Visi yang kedua merupakan pendekatan yang 
lebih pragmatik bagi pembangunan kota, terkait dengan 
kegiatan jangka pendek dan implementatif proyek, dan 
memberikan arahan kepada pemerintah lokal bagaimana 
untuk terus meningkatkan pelayanan dan mengimbangi 
pertumbuhan. Diantara dua visi ini terdapat kepentingan 
yang tumpang tindih tetapi juga terdapat beberapa celah - 

mengidentifikasi celah-celah ini dapat membantu pemer-
intah dan pembuat keputusan untk mengidentifikasi 
cara-cara yang lebih efektif dalam mengimplementasikan 
kebijakan ketahanan iklim.

Makasar “Kota Dunia”; Aspirasi untuk menjadi kota 
berskala global terfokus pada rencana pengembangan 
pelabuhan dan kawasan industri, serta penyediaan lahan 
reklamasi dan lahan kosong di sepanjang garis pantai. 
Visi ini mendorong pembangunan kota menuju pemban-
gunan kawasan pantai baru serta hubungan yang lebih 
besar ke daerah-daerah penyangga, menjadi pusat kegia-
tan kawasan metropolitan  baru di wilayah Maminasata. 
Banyak diantara proyek-proyek yang digambarkan secara 
garis besar di dalam visi ‘kota dunia’ bergantung pada 
para investor dan realisasinya tidak dapat diperkirakan 
dengan mudah. Harapan-harapan yang belum terpenuhi 
dari proyek-proyek yang sepenuhnya dibiayai oleh sektor 
swasta dan mundurnya persetujuan perbaikan Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dua masalah 
yang menghalangi pelaksanaan visi perencanaan pem-
impin daerah kota ini.

Gambar 16. Kota Makassar mempunyai beberapa proyek infrastruktur sebagai bagian dari visi kota, terdiri dari; jalan lingkar, perluasan 
fasilitas bandara, sistem monorail baru, instalasi pengolahan air bersih dan pembangunan baru di sepanjang pantai. Dengan adanya 
pertumbuhan kota, pengembangan infrastruktur baru sangat dibutuhkan, namun pembangunan baru juga dapat berdampak pada 
kerentanan manusia terhadap perubahan iklim, sebagai contoh, adanya pemindahan masyarakat nelayan dan perubahan ekonomi lokal 
yang mereka andalkan sebagai mata pencaharian
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1. Pembangunan Losari (termasuk IPAL Losa-
ri): Pantai Losari telah menambah ruang publik 
menghadap ke laut dalam dua tahun terakhir 
ini. Proyek memperindah lokasi ini termasuk ta-
man -taman dan ruang terbuka untuk rekreasi. 
Pemerintah mengharapkan perluasan  pem-
bangunan Losari akan mendorong aktivistas 
ekonomi di kawasan ini.

2. Pembangunan Sungai Tallo: Dikenal dengan 
potensinya untuk transportasi dan pariwisata, 
dimana sungai-sungainya menghubungkan ten-
gah kota Makasar dengan hutan bakau di pe-
sisir pantai, Sungai Tallo memili potensi untuk 
menjadi daya tarik eko wisata kota Makasar. 
Proyek ini juga akan mencakup pembangunan 
industri dan akan menjadi tuan rumah Pusat 
Energi Makasar / The Makasar Energy Center, 
sebuah tempat penyulingan gas skala besar 
dan pusat konferensi.

3. Titik pusat Indonesia (Center point of In-
donesia / CPI): Mega proyek yang mencakup 
area seluas 150 Ha, dimana 25% diantaranya 
berasal dari lahan reklamasi. CPI terdiri dari 
sebuah kawasan bisnis, hiburan, infrastruktur 
pemerintah, hotel-hotel mewah, taman rekrea-
si, masjid dan istana. CPI akan dihubungkan 
dengan bandar udara melalui fasilitas monorail.

4. Perluasan Zona Pelabuhan dan Industri: 
perluasan pelabuhan Soekarno-Hatta dirasa-
kan strategis untuk pembangunan perekono-
mian regional dan memposisikan Makasar 
sebagai “kota kelas dunia”. Wilayah perluasan 
tersebut akan banyak mengandalkan lahan re-
klamasi.

5. Sistem monorail: Bertujuan untuk mening-
katkan transportasi publik di dalamkota, mono-
rail diharapkan dapat menghubungkan bandar 
udara dan kawasan Pantai Losari. Rencana 
Pembangunan Jangka Pendek kota Makasar, 

RPJMD. RPJM adalah anggaran pembangunan 
lima tahunan yang menagalokasikan sumber-
sumber pemasukan ke dalam instansi-instansi 
pemerintah dari pemerintah nasional secara ta-
hunan. RPJMD merupakan program pragmatis 
dari kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah 
dan disahkan oleh dewan.  RPJMD relevan den-
gan kajian kerentanan perubahan iklim karena 
kebijakan ini merupakan sarana pengukur yang 
paling diandalkan dimana investasi publik akan 
difokuskan. Dengan pertimbangan program ini 
dibicarakan dan disetujui setiap lima tahunan, 
mempengaruhi arah investasinya dapat mem-
bantu menghasilkan pengurangan kerentanan 
berdampak dalam jangka pendek. Siklus ang-
garan RPJMD berikutnya (2009-2014) terdiri 
dari lima bagian yang menunjukkan tujuan-
tujuan kota jangka pendek, dan tujuan untuk 
setiap bagian seksi:

•	 Pembangunan sumber daya manusia: 
“Penduduk kota Makasar harus sehat, pan-
dai, produktif, kompetitif dan bermartabat”

•	 Ramah Lingkungan (kota hijau): “Peren-
canaan ruang dan pembangunan infrastruk-
tur yang lebih baik harus didukung.

•	 Pembangunan Ekonomi: “ Makasar harus 
memiliki peran yang strategis dalam pereko-
nomian regional dan nasional”

•	 Tata pemerintahan dan pelayanan 
umum yang baik: “ Harus diberikan pene-
kanan pada pelaksanaan otonomi daerah 
melalui penguatan kemitraan antara pemer-
intah dan masyarakat sipil”

•	 Perlindungan hak-hak azasi manusia 
dan penegakan hukum: “Menuju kota 
Makasar yang lebih demokratis, taat hukum 
dan bebas dari korupsi dan nepotisme”.
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RPJMD merupakan sarana yang dapat diandalkan 
untuk memahami arah pembangunan kota karena 
ini merupakan sebuah dokumen resmi yang dis-
ahkan oleh pemerintah.; namun ini bukan sebuah 
pernyataan visioner yang menggerakkan dan men-
gumpulkan warga penduduk ke arah tujuan-tujuan 
ambisius. RPJMD  mengalokasikan sumber-sumber 
daya keuangan pada instansi-instansi pemerintah, 
dan bukian pada jenis proyek=proyek pembangu-
nan skala besar yang ada di dalam visi ‘kota dunia’, 
yang mengumpulkan pendanaan dari lembaga-
lembaga pemerintah tingkat nasional dan investor 
swasta. Dengan pertimbangan bahwa RPJMD disu-
sun oleh walikota sejak awal masa pemerintahan-
nya, dapat dipelajari untuk mengikuti bagaimana 
alokasi-alokasi prioritas bevariasi antara  satu RP-
JMD dengan lainnya.Sebagai contoh, antara RPJMD 
tahun 2004-2009 dan 2009-2014 , alokasi angga-
ran untuk perencanaan ruang dan pembangunan 
lingkungan meningkat dari 21% anggaran menjadi 
37%. Pengembangan sumberdaya manusia men-
ingkat dari 25% menjadi 38% selama periode yang 
sama.

Bab berikut ini akan memperkenalkan komponen-
komponen yang berbeda yang menentukan keselu-
ruhan kerentanan kota terhadap perubahan iklim: 
keterpaparannya, sensitivitasnya, kapasitas adap-
tasinya dan kerentanannya. Karakteristik tertentu 
dalam konteks kota Makasar, perekonomiannya, 
ekosistem dan penyebaran ruang dari penduduk 
dan sumber-sumber dayanya semua menentukan 
cara dimana kerentanan tersebar tidak merata di 
seluruh kota. Hal ini menghasilkan adanya beberapa 
wilayah yang dikenal dengan istilah “hotspot” yang 
paling terancam oleh bahaya iklim, analisa berikut 
ini menunjukkan kepada pemerintah daerah men-
gapa itu terjadi dan apa yang dapat dilakukan untuk 
mengurangi kerentanan di wilayah-wilayah, sistem 
dan masyarakat  tertentu “reproduktif, kompetitif 
dan bermartabat”.

p r O f I L  p E N D A N A A N  A N G G A r A N  J A N G K A  M E N E N G A H

Gambar 17. Rencana Pembangunan  Jangka menengah daerah (RPJMD) periode 2009-2014 mengalokasikan kenaikan anggaran untuk 
lingkungan dan  infrastruktur sebesar 16% dibandingkan  pada periode 2004-2009. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah terhadap 
perbaikan sistem kota dan kondisi lingkungan
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RINGK ASAN: APA yANG KITA PEL A JARI TENTANG KoNTEKS dAN VISI KoTA MAK ASAR?
• Kota Makasar tumbuh dengan cepat dan kecenderungan pembangunannya sangat mempengaruhi kota: 

masyarakat nelayan tradisional terancam oleh pembangunan baru di sepanjang pesisir pantai, lahan pertanian di 
luar kota dibangun untuk permukiman-permukiman baru dan sistem pasokan air bersih saat sekarang mencapai 
tingkat kritis karena permintaan akan air bersih terus meningkat namun pasokannya sulit untuk menyesuaikan laju 
permintaan 

• Visi kota Makasar saat ini mengusulkan rencana-rencana yang ambisius namun pemerintah kota tidak memiliki 
sumber daya untuk mengimplementasikan pembangunan infrastruktur skala besar yang tercakup di dalamnya. 

• Anggaran pemerintah kota telah dialokasikan pada peningkatan sumber daya untuk pengelolaan lingkungan dan 
peningkatan pasokan air bersih, namun tujuan jangka pendek tidak sejalan dengan rencana jangka panjang.

Gambar 18,19,20 (dari atas, searah jarum jam). Gambar 18 (atas). Pembangunan rumah susun di Tanjung Bunga memiliki hasil yang beragam, 
seperti rumah susun ini, tetap kosong selama bertahun-tahun setelah dibangun. Penyediaan rumah bagi keluarga miskin menghadapi tantangan 
karena pembangunan memindahkan masyarakat miskin perkotaan dari tempat tinggal mereka dan membutuhkan permukiman baru. Gambar 19. 
(kanan bawah). Hotel, convention centers dan pusat-pusat perbelanjaan bermunculan di area reklamasi baru, sebagai tanda pembangunan baru di 
sepanjang pantai Makasar. Gambar 20 (kiri bawah). Peralatan berat untuk reklamasi pantai membangun Centerpoint of Indonesia di Selat Makasar



36     K A JI A N K EREN TA N A N PERUBA H A N IK LIM Ko TA M A K ASSA R

Gambar 21. Pelabuhan memiliki arti penting bagi ekonomi lokal dan regional, namun sangat sensitif terhadap kenaikan muka air laut dan ancaman iklim 
lainnya
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cHAPTER 3 
cLIMATE cHANGE VULNERABILITy 
ASSESSMENT
3.1 GAMBARAN UMUM - ISU PERUBAHAN IKLIM

Secara geografis, kota pesisir Makasar di Sulawesi Se-
latan sensitif terhadap sejumlah ancaman perubahan 
iklim; mungkin salah satu yang mewakili keprihatinan 
pemerintah kota adalah pengelolaan air.

Berdasarkan model perubahan iklim yang disiapkan 
oleh Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organization (CSIRO) pada tahun 2012 yang berbasis 
di Australia, tingkat curah hujan di Makasar akan tetap 
konstan namun hujan akan terkonsentrasi dalam peri-
ode waktu yang lebih pendek. Dengan kata lain, musim 
kemarau akan lebih panjang, namun rata-rata pola cu-
rah hujan diprediksikan akan tetap atau tidak berubah. 
Peningkatan dan kenaikan konstan temperatur akan se-
cara simultan memberi dampak terhadap tingkat peng-
uapan dan kenaikan permukaan air laut. Banjir pasang 
surut dan gelombang badai memberikan ancaman bagi 
masyarakat pesisir serta intrusi air laut di akuifer pesisir

Banjir merupakan keprihatinan lainnya bagi pemerintah 
kota terkait dengan dampak perubahan iklim. Setiap 
tahun, selama Januari dan Februari, terjadi kenaikan 
daratan dan pesisir pantai yang dilaporkan terkena ban-
jir, menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD). Banjir jarang menetap hingga 48 jam. namun  
kenaikan jumlah penduduk yang terkena dampak banjir 
secara tetap telah melebihi kapasitas BPBD untuk mel-
akukan  respon.  

Pemerintah kota menjadi semakin sadar terhadap 
serangkaian dampak perubahan iklim saat ini maupun 
perkiraan dampaknya serta berharap kajian ini dapat 
meningkatkan kesadaran dan dukungan persiapan lem-
baga-lembaga terkait, peta evakuasi dan rencana-renca-
na pembangunan kota. (Informasi tambahan mengenai 
isyu-isyu perubahan iklim dapat dilihat pada bagian Ex-
posure/Keterpaparan).

3.2 METodoLoGI dAN dEFINISI

Kerentanan telah didefinisikan dalam berbagai cara: be-
berapa definisi berfokus pada lokasi-lokasi dan sistem, 
beberapa definisi lainnya pada manusia, mata penca-
harian, sektor-sektor atau ekosistem tertentu. Menurut 
IPCC, dari sudut pandang perubahan iklim, kerentanan 
adalah “ tingkat dimana suatu sistem mudah terpen-
garuh terhadap, atau tidak dapat menghadapi, dampak 
merugikan dari perubahan iklim, termasuk variabilitas 
iklim dan iklim ekstrim”. Agar dapat memahami kerentan-
an, penting untuk mengenal ketiga komponen utamanya: 
Keterpaparan, Sensitivitas dan Kapasitas Adaptasi.

1.Keterpaparan: Tingkat tekanan iklim terha-
dap unit analisis tertentu (seperti: rumah tang-
ga, sektor), dan mungkin dikarakterisasikan 
oleh perubahan jangka panjang dari kondisi 
iklim, atau perubahan dalam variabilitas iklim 
termasuk besaran dan frekuensi kejadian  ek-
strim dalam konteks perkotaan”

2.Sensitivitas: Tingkat dimana sistem dan sek-
tor populasi yang berbeda  terpengaruh oleh 
ancaman terkait iklim

3.Kapasitas Adaptasi: Kemampuan suatu sis-
tem untuk menyesuaikan terhadap perubahan 
iklim (termasuk variabilitas iklim dan iklim ek-
strim) untuk meringankan potensi kerusakan 
atau untuk menghadapi konsekuensi-konsek-
uensinya.  
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Melakukan penilaian kerentanan dicapai dengan meng-
gunakan rumus berikut ini, yang dijelaskan melalui tiga 
komponen. Menurut PBB: 

Kerentanan = [Keterpaparan x Sensitivitas] -   
            Kapasitas Adaptasi

Keterpaparan menunjukkan kecenderungan perubahan 
iklim masa depan dan potensi ancaman terkait berdasar-
kan model-model perubahan iklim dan dalam beberapa 
kasus, pola-pola meteorologi yang terekam, dimana sen-
sitivitas menunjukkan sistem perkotaan apa, masyarakat 
yang mana dan wilayah-wilayah mana yang akan lebih 
terkena dampak merugikan oleh bahaya iklim tertentu. 

Berdasarkan perkiraan dan dampak iklim  saat ini, dua 
buah skenario dampak yang paling relevan  untuk kota 
Makasar adalah: kenaikan muka air laut (termasuk hujan 
badai, banjir rob dan kenaikan kadar garam pada aqui-
fer pantai ) serta banjir (termasuk banjir besar dan banjir 
bandang). Kapasitas adaptasi merujuk pada aksi-aksi 
individu maupun bersama-sama yang dilakukan oleh ru-
mah tangga, masyarakat, organisasi atau lembaga untuk 
meminimalisasikan potensi dampak dari ancaman peru-
bahan iklim . Beberapa contoh indikator yang dapat di-
gunakan untuk menghitung kerentanan wilayah-wilayah 
tertentu dapat menggunakan indikator masing-masing 
komponen, seperti:

Gambar 22. Indikator-indikator berbeda dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keterpaparan, sensitivitas dan kapasitas adaptasi.

Gambar 23. Alur Kritis pelaksanaan Kajian Kerentanan terhadap Perubahan Iklim untuk Makasar
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3.3 KETERPAPARAN TERHAdAP PERUBAHAN IKLIM

3.3.1.  KEcENdERUNGAN IKLIM  ASIA TENGGARA    
dAN INdoNESIA

Berdasarkan LaporanKajian  IPCC IV tahun 2007, ka-
wasan Asia Tenggara akan terpapar terhadap:

• Peningkatan keakuratan terjadinya iklim ekstrim, 
seperti badai panas dan hujan lebat

• Augmented  merupakan suhu rata-rata, yang 
dibuktikan oleh catatan meningkatnya suhu 
siang yang panas dan malam yang hangat serta 
berkurangnya suhu siang dan malam yang dingin 
antara tahun 1961 dan 1998. 

• Biodiversity terpapar oleh kenaikan suhu

• Paparan terhadap El Nino Southern Oscillation 
(ENSO), atau yang biasa dikenal dengan “El Nino” 
dan “La Nina”

• Di Indonesia, perubahan iklim diperkirakan akan 
menyebabkan:

• Suhu menjadi lebih hangat 0.2 hingga 0.3 derajat 
celsiun tiap dekade; 

• Sedikit peningkatan curah hujan tahunan di 
sebagian besar pulau-pulau Indonesia, terutama di 
wilayah bagian utara (Cruz, et al.2007);

• Keterlambatan musim hujan tahunan hingga 30 hari.

3.3.2. KEcENdERUNGAN IKLIM  KoTA MAK ASAR

Makassar memiliki iklim hangat dan tropis dengan per-
bedaan musim hujan (November-Mei) dan musim ke-
marau (Juni-Oktober) dan ditandai dengan kelembaban 
tinggi dan suhu rata-rata sekitar 27,8°C. Sangat sedikit 
adanya perubahan suhu sepanjang tahun, mulai dari 
24°C untuk suhu minimum dan 32°C untuk suhu maksi-
mum. Curah hujan rata-rata tahunan adalah 2.600 mm, 
angka ini mengalami fluktuasi selama dua puluh tahun 
terakhir, menunjukkan sedikit peningkatan dalam curah 
hujan tahunan selama periode ini. Menurut Badan Me-
tereologi dan Klimatologi (BMKG), selama tahun El Nino 
musim hujan di Makassar umumnya terlambat sekitar 10 
hingga 30 hari. Sementara itu, curah hujan musim ke-
marau berkurang antara 51-80%. Catatan sejarah men-
unjukkan bahwa El Nino terjadi setiap 3 sampai 7 tahun 
dan sering bergantian dengan Peristiwa La Niña (CSIRO, 
2012). Perkiraan dari IPCC  menunjukkan bahwa naiknya 
permukaan air laut di abad ke-20 sekitar 0.17mts.

Badan Sains Nasional Australia (SIRO) mengembangkan 
model iklim pada tahun 2012, terfokus pada sektor air, 
dan Stasiun Meteorologi Maritim Paotore juga memperk-
enalkan data iklim longitudinal pada tahun 2013. Berikut 
ini beberapa proyeksi mereka untuk kota Makasar:

Gambar 24.
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• Curah hujan tahunan di Makasar diperkirakan hanya 
sedikit meningkat, namun intensitas hujan akan lebih 
lebat selama musim hujan yang lebih pendek. Seba-
gian besar model memproyeksikan permulaan musim 
hujan akan tetap tidak berubah namun akan mundur 
lebih awal 12 hari, menunjukkan konsentrasi dari 
intensitas curah hujan selama musim hujan. 

• Pada musim kemarau terjadi penurunan curah hujan 
rata-rata sekitar 36% 

• Selama tahun 1993 hingga 2012 suhu rata-rata 
kota Makasar telah meningkat hingga 0.5°C dan 

kecenderungan ini diproyeksikan akan terus berlanjut 
(Stasiun Metereologi Maritim, Paotore, 2013)

• Selama tahun 1993 hingga 2002, kenaikan muka air 
laut di Selat Makasar meningkat 7.5 cm

• Berdasarkan simulasi diperkirakan kenaikan muka air 
laut di Makasar akan mencapai 88.16m pada tahun 
2025, 1.14m pada tahun 2050 dan 1.44m pada 
2100 (BPPT,2008)

• Angin kencang di sepanjang pantai dapat mencapai 
50-60 km/jam

Gambar 25. Selama bertahun-tahun curah hujan di Makasar mengalami fluktuasi secara signifikan sementara curah hujan rata-rata tetap 
konstan

Gambar 26. Selama lebih dari duapuluh tahun suhu di Makasar mengalami kecenderungan naik
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3.3.3. RIWAyAT ANcAMAN dAN BENcANA IKLIM

Catatan historis selama empat belas tahun terakhir men-
unjukkan bahwa banjir dan angin kencang merupakan 
fenomena iklim yang selalu terjadi dan menyebabkan 
kerusakan dan kerugian kota. Antara tahun 1999-2013 
tercatat telah terjadi 26 kasus banjir dimana total 324 
rumah rusak dan 6,476 orang terkena dampak. Kejadian 
banjir paling terkini pada bulan Januari 2013 mengaki-
batkan  5,763 orang korban, dan merupakan kejadian 
banjir paling parah sepanjang sejarah. Banjir sebagian 
besar menimbulkan dampak bagi masyarakat yang ting-
gal di sepanjang sungai dan kanal-kanal, juga wilayah-
wilayah dataran rendah yang memiliki saluran yang bu-
ruk. Perumahan baru baik formal dan informal, terletak 
pada lahan konversi pertanian di daerah pinggiran kota 
yang menjadi lokasi banjir utama di Januari 2013. 

Ancaman iklim berikutnya yang paling serius adalah an-
gin kencang. Antara tahun 2003-2012 tercatat telah 
terjadi 21 laporan kasus angin kencang yang mengor-
bankan 180 orang, merusak 384 rumah. Angin kencang 
telah menimbulkan dampak bagi masyarakat di sepan-
jang pesisir pantai, terutama mereka yang tinggal di ru-
mah berbahan material kualitas rendah yang sebagian 
besarnya dianggap rentan. Ancaman lain yang tercatat 
adalah kekeringan, kebakaran, wabah penyakit dan ke-
celakaan yang berhubungan dengan kegiatan industri. 
Sementara ancaman iklim bukan hal yang baru bagi kota 
Makasar namun meningkatnya intensitas dan kejadian 
yang tidak terprediksi, seperti banjir besar yang tidak di-
duga terjadi di awal tahun ini, menjadi peringatan bagi 
kota Makasar agar kerentanan dapat lebih dipahami dan 
diatasi dengan baik.  

3.3.4 . KETERPAPARAN  TERHAdAP ANcAMAN IKLIM dI 
KoTA MAK ASAR SA AT INI

Prediksi dan informasi historis di atas menunjukkan anca-
man perubahan iklim yang paling mungkin akan dihadapi 
oleh Kota Makasar di masa depan adalah: curah hujan 
tinggi selama musim hujan yang lebih pendek, kenaikan 
suhu selama musim kemarau yang lebih panjang beserta 
kemungkinan kekeringan, kenaikan muka air laut, angin 
kencang dan gelombang besar. Ancaman iklim ini akan 
mempengaruhi beberapa wilayah kota secara berbeda, 
secara geografis beberapa kawasan perkotaan lebih ter-
papar dibanding kawasan lainnya.

Musim hujan yang lebih pendek namun intens: curah 
hujan yang lebih tinggi akan menyebabkan banjir. Wilayah-
wilayah di kota yang paling terpapar adalah wilayah yang 
berada di sepanjang tiga sungai yang mengalir di dalam 
kota yaitu Sungai Jeneberang, Sungai Tallo dan Sungai 
Maros. Masyarakat yang saat ini merupakan masyarakat 
urban pinggiran kota dan memiliki sistem drainase 
yang buruk atau tidak tersambuang dengan jaringan 
drainase yang sudah ada, secara khusus merupakan 

wilayah terpapar. Kecamatan-kecamatan yang paling 
terpengaruh adalah: Tamalanrea, Panakkukang, 
Rappocini dan Manggala.

Meningkatnya suhu dan kekeringan - Kenaikan suhu 
akan berpengaruh terhadap wilayah-wilayah yang memi-
liki sirkulasi angin yang buruk, seperti wilayah padat di 
tengah kota

Kenaikan muka air laut: Wilayah yang paling terpapar 
oleh kenaikan muka air laut adalah wilayah dataran 
rendah di sepanjang pesisir pantai, serta masyarakat 
kepulauan lepas pantai. Wilayah ini termasuk kecamatan 
Tallo, Biringkanaya, Mariso, Tamalanrea dan Wajo.

Angin kencang dan erosi pantai:  Wilayah-wilayah di 
bagian selatan dan barat kota secara khusus terpapar 
oleh angin kencang dan menimbulkan gelombang tinggi, 
kecamatan-kecamatan tersebut adalah: Barombong, Ta-
malate, Mangala, Panakkukang, Tallo dan Biringkanaya. 
Angin kencang dan erosi pantai menimbulkan kerusakan 
pada rumah-rumah, infrastruktur dan properti. 

Meski ancaman iklim di atas berpotensi menimbul-
kan dampak lebih besar pada wilayah-wilayah tersebut 
dibanding wilayah lainnya di dalam kota, ada masyarakat 
dan sistem perkotaan tertentu yang juga lebih terpapar 
oleh ancaman ini dibanding lainnya. Lokasi masyarakat 
miskin perkotaan di daerah pesisir pantai sebagai con-
toh, mereka lebih terpapar pada dampak angin kencang, 
kenaikan muka air laut dan erosi pantai. Tingkat sebera-
pa besar mereka terkena dampak akan lebih diperdalam 
pada sub bab berikutnya, namun dibawah ini terdapat 
daftar sistem perkotaan dan masyarakat yang terpapar 
oleh ancaman iklim di dalam kota.: 

Sistem perkotaan yang terpapar : sistem drainase, distri-
busi air bersih, penahan pantai, jalan raya, infrastruktur 
utama (seperti jalan tol dan pelabuhan udara  tidak da-
pat berfungsi saat terjadi banjir)

Penduduk Perkotaan yang terpapar: masyarakat mis-
kin perkotaan yang tinggal di sepanjang pesisir pantai, 
masyarakat yang tinggal di wilayah permukiman baru, 
kegiatan bisnis dan industri yang memanfaatkan ka-
wasan pantai, kegiatan bisnis yang bergantung pada in-
frastruktur yang terpapar.

Kota Makasar mengkonsentrasikan barang-barang, jasa 
dan pelayanan, orang, infrastruktur dan aktivitas ekono-
mi di dalam sebuah kawasan perkotaan yang relatif pa-
dat (76.8 orang/hektar) dan dengan cara ini menjadi 
semakin sensitif terhadap gangguan yang disebabkan 
oleh ancaman iklim. Bab berikut mengenai sensitivitas 
perubahan iklim selanjutnya mulai memahami cara sis-
tem tersebut akan terpengaruh oleh ancaman-ancaman 
iklim dan memeriksa faktor-faktor apa yang membuatnya 
rentan.



4 2     K A JI A N K EREN TA N A N PERUBA H A N IK LIM Ko TA M A K ASSA R

3.3.5. MENGEVALUASI dAN MEMETAK AN KETERPA-
PARAN dI KoTA MAK ASAR

Keterpaparan terhadap perubahan iklim berbeda-be-
da di setiap kecamatan. Kecamatan di pesisir pantai 
akan terpapar oleh kenaikan muka air laut, sedangkan 
kecamatan di wilayah tengah tidak mengalami hal ini. 
Wilayah kecamatan yang dialiri sungai terpapar oleh 
banjir, sedangkan wilayah yang tidak dialiri sungai tidak 
mengalami. Skoring terhadap indikator-indikator keterpa-
paran merefleksikan aspek-aspek fisik ini di kecamatan-
kecamatan yang berbeda. Berdasarkan lokasi, suatu 
kecamatan akan menambah 1 poin untuk tiap ancaman 
iklim terhadap aspek yang terpapar (maka wilayah ke-
camatan yang terpapar oleh keempat ancaman iklim 
yaitu: kenaikan muka air laut, kenaikan suhu, kekeringan 
dan banjir akan memperoleh skor 4 poin).

Pada bab berikut mengenai sensitivitas perubahan iklim 
akan membahas masyarakat mana dan sistem apa yang 
paling awal  mungkin terkena dampak dan bagaimana 
keterpaparan iklim akan menimbulkan dampak terhadap 
sistem, tempat dan masyarakat di kota Makasar.

Gambar 27. Tingkat keterpaparan per kecamatan di Makasar. Tingkat keterpaparan sangat tinggi menunjukkan kecamatan tersebut 
terpapar oleh keempat ancaman iklim tersebut; kenaikan suhu, curah hujan, kekeringan dan kenaikan muka air laut. Beberapa 
kecamatan di sepanjang pantai dan wilayah pinggir kota terpapar oleh keempat ancaman tersebut
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Ringkasan: Apa yang telah dipelajari tentang Ket-
erpaparan di Makasar? 

• Fenomena meteorologis global, seperti “El Nino” 
dan “La Nina” sangat mempengaruhi pola iklim dan 
berdampak terhadap biodiversity kelautan

• Kenaikan muka air laut, banjir, kekeringan, angin ken-
cang, abrasi dan kenaikan suhu merupakan ancaman 
iklim yang paling besar untuk Kota Makasar

• Hujan akan terkonsentrasi pada musim hujan yang 
lebih pendek, meningkatnya resiko banjir di kawasan 
yang memiliki drainase buruk, terutama di wilayah 
pinggiran kota bagian timur dan selatan.

• Kenaikan muka air laut akan terus terjadi dan 
merupakan ancaman utama bagi masyarakat pantai 
Makasar

• Angin kencang dan abrasi oleh ombak merupakan 
ancaman utama bagi masyarakat di wilayah pesisir 
pantai berdataran rendah

3.4 SENSITIVITAS PERUBAHAN IKLIM

Makasar tidak hanya didefinisikan berdasarkan lokasi ge-
ografisnya namun juga dengan berbagai sistem, ekonomi 
dan masyarakat yang membuat fungsinya tersebut seba-
gai kota. Pada sub-bab ini ditinjau berbagai dampak dari 
ancaman perubahan iklim dalam sistim kota, beserta 
berbagai faktor yang berkontribusi terhadap beberapa 
sistem menjadi lebih sensitif dan rentan dengan anca-
man perubahan iklim dibandingkan yang lainnya. 

Sensitifitas diartikan sebagai tingkat dimana sebuah sis-
tem terpengaruh oleh dampak biofisik dari perubahan 
iklim. Hal ini mempertimbangkan konteks sosio-ekonomi 
sistem yang dinilai serta faktor tekanan non iklim lain 
yang mungkin berpengaruh terhadap kerentanan kota, 
seperti perekonomian, rencana pembangunan, pengelo-
laan administratif dan ekosistem.

3.4 .1.   dAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Analisis paparan teridentifikasi bahwa ancaman iklim 
yang paling besar bagi Kota Makasar adalah kenaikan 
muka air laut, peningkatan curah hujan/banjir, angin 
kencang dan gelombang serta panas dan kekeringan. 
Bahaya ini akan berdampak pada berbagai bagian yang 
berbeda dari kota dan dengan cara yang berbeda, se-
hingga pemahaman tentang berbagai konsekuensi, baik 
dampak primer dan sekunder, adalah penting untuk men-
emukan cara-cara untuk mengurangi kerentanan kepada 
mereka. Tabel berikut menawarkan penjelasan rinci ten-
tang dampak yang berbeda dari setiap bahaya iklim.
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Kerusakan ekosistem pesisir 
pantai menyebabkan migrasi 
dan masalah ekonomi bagi 
masyarakat nelayan

Intrusi air laut di sumber air 
kawasan pantai mengurangi 
ketersediaan air bersih bagi 
masyarakat miskin di 
kawasan pantai

Hilangnya lahan pantai secara 
perlahan akibat abrasi di 
pulau-pulau dan dataran 
rendah kawasan pantai.

Kerusakan pada infrastruktur 
fisik  yang dibangun oleh 
masyarakat pantai

Pemiskinan dan pemindahan 
paksa pada masyarakat di 
kawasan pantai yang terkena 
dampak

Penyakit yang disebabkan 
oleh air dan dibawa oleh 
nyamuk

Kerusakan di permukiman 
dan infrastruktur khususnya 
di daerah dataran rendah

Terkontaminasinya 
sumur-sumur dengan bakteri 
e-coli yang berasal dari 
sekitarnya

Kerusakan hasil pertanian di 
wilayah pedesaan dan 
pinggir kota

Kerusakan pada kegiatan 
usaha dan rumah tangga 
menyebabkan biaya tinggi 
dan kerugian ekonomi .

Pemiskinan masyarakat di 
kawasan pesisir pantai yang 
mengalami kerugian aset dan 
rumah.

Pemindahan masyarakat 
kawasan pantai mengakibat-
kan terjadinya migrasi

Menurunnya tangkapan bagi 
kapal-kapal kecil

Berlanjutnya migrasi  pekerja 
dari pedesaan ke kota.

Serangan udara panas 
berdampak pada anak-anak 
dan kelompok usia lanjut, 
meningkatkan resiko 
kematian

suplai makanan lokal 
menurun, kenaikan harga 
berdampak pada rumah 
tangga miskin

Ketersediaan air bersih 
menurun, harga-harga naik, 
berdampak pada rumah 
tangga miskin

Kenaikan konsumsi 
energi untuk 
pendingin ruangan 
atau air pompa 
berdampak pada 
penghasilan 
masyarakat miskin

Penduduk migran 
baru dari desa ke kota 
bermukim di 
lokasi-lokasi yang 
beresiko, memperbu-
ruk kerentanan kota

Terganggunya kegiatan 
ekonomi, permukiman, 
pelabuhan dan aktivitas 
pariwisata - kerugian 
ekonomi

Kekacauan sistem jalan 
raya dan transportasi 
yang mengakibatkan 
kerugian ekonomi 

Genangan di kawasan 
pantai
 

Menurunnya keuntungan 
hasil produksi pertanian

Menurunnya suplai 
makanan lokal, harga 
meningkat yang 
berdampak pada rumah 
tangga miskin

Menurunnya ketersediaan 
air bersih, harga-harga 
meningkat, berdampak 
pada rumah tangga 
miskin

Gangguan ekonomi 
disebabkan oleh 
gangguan parsial dalam 
pergerakan kota
 
Industri perikanan 
terkena dampak oleh 
terbatasnya jumlah 
tangkapan hasil laut. 
Ekspor seafood 
menurun menyebab-
kan berkurangnya 
penghasilan 
masyarakat
 

Ancaman 
Perubahan 

iklim

Dampak 
biofisik

Dampak primer Dampak 
sekunder

septic tank dan sumur 
meluap.

Genangan air di 
wilayah-wilayah yang 
tidak memiliki drainase

Terkontaminasinya air 
bersih

Kenaikan muka air 
laut

Meningkatnya 
curah hujan / 

banjir

Angin Ribut dan 
gelombang 

Suhu panas dan 
kekeringan

Kerusakan pada 
bangunan dan 
infrastruktur lokal

Kerusakan pada hasil 
pertanian

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Gambar 28. Tabel di atas menunjukkan dampak primer dan sekunder dari empat ancaman 
perubahan iklim yang dihadapi di kota Makasar
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3.4 .2.  SENSITIVITAS dAN TREN URBANISASI 

Tiga tren perkotaan yang saat ini membentuk pemban-
gunan kota juga menimbulkan ancaman bagi keren-
tanan kota terhadap bahaya iklim. Salah satu alasan 
bahwa pola pembangunan berkontribusi terhadap men-
ingkatnya resiko adalah karena pembangunan tersebut 
terjadi begitu cepat, dan alasan lain adalah karena ter-
jadinya pada skala besar. Pengurukan pantai contohnya, 
membutuhkan ribuan ton batu dan lahan dari wilayah 
sekitar dan hal tersebut tidak hanya merubah ekosistem 
pesisir pantai tetapi juga daerah resapan aliran sungai 
dan lahan produksi pertanian masyarakat di luar kota. 
Dengan demikian maka kecenderungan ini akan mem-
berikan dampak pada ekosistem kota, tempat dimana 
masyarakat tinggal dan mengakses sumber daya di 
masa yang akan datang, serta kuantitas pelayanan sep-
erti air yang akan mereka butuhkan. Apa yang menjadi 
penting untuk dicatat adalah bahwa arus besar urban-
isasi perkotaan tersebut tidak dikontrol oleh pemerin-
tah Kota Makasar, sering hal tersebut dilakukan oleh 
pengembang swasta dan pemukim informal, serta  da-
pat juga terjadi pada pembangunan di luar batas wilayah 
kota. Hal ini merupakan sebuah tantangan bagi aparat 
pemerintah untuk mengatur dan bagi pembuat kebijakan 
agar merespon hal tersebut.

Berikut ini adalah contoh bagaimana tiga kecender-
ungan perkembangan kota meningkatkan kerentanan 
masyarakat dan bagaimana hal tersebut secara khusus 
sensitif terhadap bahaya iklim

Trend 1: Perluasan kota

• Pertumbuhan yang cepat di wilayah pinggiran kota 
Makasar membuat wilayah perkotaan semakin me-
luas, dan menambah ketertarikan orang ke kota dan 
mencari pekerjaan di sana. Ketersediaan jalan dan  
transportasi umum yang tidak memadai menghalangi 
akses menuju peluang-peluang pekerjaan.

• Pertumbuhan penduduk di wilayah pinggiran kota 
meningkatkan permintaan akan pelayanan, dan ini 
berarti membutuhkan investasi dan infrastruktur pub-
lik. Prioritas pelayanan yang dibutuhkan mencakup 
penambahan jaringan distribusi air bersih dan jaringan 
sanitasi untuk melayani rumah-rumah baru, dan pem-
bangunan sekolah-sekolah serta pusat-pusat pelay-
anan kesehatan baru untuk melayani para pemukim 
baru.

• Pemerintah kecamatan harus memperhatikan kebu-
tuhan lebih banyak lagi akan tenaga-tenaga pemer-
intahan yang terlatih untuk mengelola pelayanan dan 
fasilitas untuk melayani permintaan meningkatnya 
jumlah penduduk.

• Pembangunan kota yang cepat di wilayah yang dulu-
nya adalah lahan pertanian berdampak terhadap ke-
mampuan ekosistem dalam menyediakan kebutuhan 
penting bagi masyarakat, contohnya seperti air bersih 
atau daerah penyangga untuk mitigasi banjir.

Tren 2 : Reklamasi Lahan dan Perubahan Garis Pantai

• Pembangunan kawasan pantai baru mengakibatkan 
masyarakat nelayan memiliki akses yang terbatas 
untuk melaut dan kemungkinan terjadi relokasi pen-
duduk. Aliran air drainase dari wilayah-wilayah hulu 
kemungkinan akan terkumpul di wilayah yang lebih 
rendah, namun sulit untuk mengalir langsung ke laut. 
Apabila tidak ada mekanisme untuk memompa air 
keluar, maka air akan tergenang diantara lahan pem-
bangunan pantai baru dan penduduk di kawasan pan-
tai lama, menyebabkan genangan air yang lama dan 
memperburuk resiko kesehatan bagi masyarakat ne-
layan yang rentan di kawasan pantai. 

• Kawasan pembangunan pantai baru akan membutuh-
kan akses terhadap layanan umum seperti air bersih, 
sanitasi, dan listrik. Hal ini berarti membutuhkan pen-
ingkatan kapasitas dari pemerintah daerah

• Erosi tanah di daerah aliran sungai dari kedua sungai 
utama di kota Makasar makin menyebabkan insiden 
dan ancaman banjir. 

• Wilayah bagian hulu kota, yang merupakan tempat 
pengambilan batu-batu dan tanah, akan terpapar oleh 
resiko terjadinya erosi, dan selanjutnya meningkatkan 
resiko banjir di wilayah hilir. Pengambilan bunga tanah 
atau topsoil juga akan menyebabkan petani mengala-
mi kekurangan panen

• Pengurukan tanah dan batuan ke laut dapat merubah 
ekosistem pesisir pantai, menimbulkan dampak bagi 
karang-karang laut yang rentan dan menyebabkan ne-
layan sulit menangkap ikan di laut dangkal

• Kenaikan suhu air laut diperkirakan akan menimbul-
kan dampak terhadap kawasan pantai dan masyarakat 
nelayan. Kenaikan suhu air laut ini menyebabkan pe-
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mutihan karang laut secara serius dan mengganggu 
stabilitas ekosistem laut. (UNFPA,2011). Fenomena 
ini membawa dampak terhadap persediaan  ikan, dan 
selanjutnya berpengaruh terhadap mata pencaharian 
nelayan dan keluarganya.

• Kenaikan muka air laut menjadi masalah yang mem-
prihatinkan bagi masyarakat di kawasan pantai baru 
yang juga menghadapi tekanan abrasi dan ombak 
besar. Kawasan-kawasan baru ini harus mencari ja-
lan untuk berlindung dari kerusakan yang disebabkan 
oleh fenomena ini. 

Trend 3: Pengelolaan dan Distribusi Air Bersih

• Meningkatnya pertumbuhan penduduk di kota dan 
adanya perubahan gaya hidup mengakibatkan kebu-
tuhan air bersih juga akan meningkat. Tanpa adanya 
peningkatan pasokan, maka akan terjadi kekurangan 
air bersih bagi penduduk kota.

• Sebagian besar pasokan air besih untuk kota Makasar 
berasal dari luar kota. Pemerintah kota harus bekerja 
sama dengan daerah-daerah tetangganya agar menja-
min pengamanan yang lebih baik terhadap  sumber air 
bersih ini. 

• Erosi tanah di daerah aliran sungai dari kedua sungai 

utama di kota Makasar makin menyebabkan insiden 
dan ancaman banjir. 

• Perluasan kota menyebabkan berkurangnya kapasitas 
daeral aliran air untuk menyerap air dan  perubahan 
dari lahan pertanian menjadi perumahan seringkali 
membuat kapasitas untuk mengalirkan air makin ter-
batas. Kondisi ini ditambah dengan musim hujan yang 
siingkat namun lebih intens akan mengakibatkan ban-
jir 

• Perkiraan musim kemarau yang lebih panjang dan 
terlambatnya musim hujan akan memperburukkelang-
kaan air bersih yang saat ini terjadi di kota. Hal ini me-
nambah beban kepada PDAM, yang sumber dan kapa-
sitasnya sudah terbatas untuk melayani kebutuhan air 
bersih penduduk. Akses air bersih yang terbatas dapat 
memicu timbulnya wabah penyakit dan secara khusus 
berpengaruh pada penduduk miskin yang tidak mem-
punyai banyak pilihan.

• Banjir dan genangan air dalam periode waktu yang pan-
jang dapat menyebabkan masalah kesehatan umum 
secara serius apabila air kotor atau air yang tercemar 
meresap ke dalam persediaan air tanah. Masalah ini 
masih ditambah dengan potensi penyakit yang dibawa 
oleh serangga/hewan seperti demam berdarah 

Gambar 29. Tingginya pertumbuhan penduduk terjadi di wilayah pinggiran kota dimana 
jaringan air bersih masih terbatas. Peta tersebut menunjukkan kebutuhan penambahan 
jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan peningkatan permintaan
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AdI HASAN  (47 yEARS oLd)        
PENGEPUL IKAN

S e l a m a l e b i h d a r i  2 5 t a h u n , A d i H a s a n m e m b e l i  i k a n d a r i  n e l a y a n M a k a s a r d a n m e n j u a l n y a k e r e s t o r a n - r e s t o r a n 
s e t e m p a t m a u p u n k e l u a r n e g e r i .  D a l a m t a h u n - t a h u n b e l a k a n g a n i n i ,  k e a d a a n m e n j a d i l e b i h s u l i t  u n t u k m e m p r e -
d i k s i t a n g k a p a n i k a n k a r e n a p e r u b a h a n p o l a h u j a n d a n a n g i n s e r t a s u h u y a n g m a k i n m e n i n g k a t,  y a n g m e r u p a k a n 
d a m p a k p e r u b a h a n i k l i m .

D a h u l u ,  n e l a y a n h a n y a p e r l u b e r l a y a r k e p u l a u S a m a l o n a u n t u k m e n a n g k a p b e r b a g a i j e n i s t a n g k a p a n y a n g 
m e r e k a b u t u h k a n , n a m u n s e k a r a n g m e r e k a h a r u s m e l a u t s e j a u h l e b i h d a r i  1 0 0 m i l l  u n t u k m e m p e r o l e h c u k u p 
t a n g k a p a n i k a n . H a l i n i  m e m p e n g a r u h i k e h i d u p a n p a r a n e l a y a n t e r s e b u t.

3.4 .3.  SENSITIVITAS dAN SISTEM FISIK PERKoTA AN

Makasar berkembang sebagai kota saat ini dengan adan-
ya sistem fisik perkotaan, seperti jalan, jaringan air ber-
sih dan sistem drainase yang menjadi fungsi infrastruk-
tur kota yang mendukung kegiatan perekonomian, jasa 
dan penduduknya. Namun ancaman iklim menimbulkan 
resiko bagi sistem perkotaan karena infrastruktur belum 
diperbarui, tidak terpelihara baik dan juga membutuhkan 
investasi untuk menambah layanan dan kapasitasnya. 
Contohnya, ketika sudah melebihi kapasitas akibat hujan 
lebat dan banjir, sistem drainase dapat meluap. Bebera-
pa bagian kota masih belum terhubung dengan jaringan 
drainase dan wilayah ini tetap tergenang banjir berhari-
hari setelah hujan berhenti. Permasalahan ini bersifat 
sistemik karena semakin meluas dan saling berkaitan. 
Pada sub-bab ini, akan dikaji tentang jaringan air di kota, 
sistem drainase , tanggul pelindung pantai dan jaringan 
jalan untuk memahami sensitivitas kota terhadap anca-
man iklim.

Jaringan air bersih di kota Makasar dikelola oleh peru-
sahaan air minum PDAM yang melayani 54% kebutuhan 
air bersih penduduk kota. Sistem ini sangat penting bagi 
masyarakat perkotaan, namun masih ada 46% persen 
penduduk belum mempunyai akses air bersih perpipaan. 
Salah satu permasalahannya adalah karena pertumbu-
han di wilayah pinggiran kota berlangsung secara cepat 
dimana pemerintah kota tidak mempunyai cukup dana 
untuk meningkatkan pelayanan bagi mereka dengan 
cepat. Selain itu juga terdapat masalah penyambungan 
pipa untuk kawasan permukiman miskin dimana terda-
pat konflik kepemilikan lahan dan kondisi wilayah yang 
terlalu padat untuk  pemasangan instalasi pipa.  Selaku 
perusahaan daerah, PDAM tidak dapat meminjam dana 
dari bank sehingga bergantung pada alokasi investasi 
dari pemerintah nasional, namun tidak dapat memenuhi 
kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan. Terlebih lagi 
pasokan air bersih di kota terancam oleh berkurangnya 

kapasitas wilayah sumber air untuk mensuplai air bersih 
secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan pen-
duduk yang terus meningkat.

Sistem drainase kota yang ada saat ini kondisinya sudah 
usang dan kapasitas daya tampungnya makin membu-
ruk karena kerusakan setiap tahunnya dan pertumbu-
han penduduk yang cepat. Pemerintah kolonial Belanda 
membangun sistem bendungan di sekitar pusat kota 
untuk mengalirkan arus  air dan mengurangi banjir yang 
berasal dari hujan di wilayah dataran tinggi. Sistem ini 
masih memainkan peranan penting untuk menguran-
gi banjir di kawasan perkotaan, namun dengan terus 
tumbuhnya kawasan perkotaan  dan perkiraan menin-
gkatnya intensitas curah hujan di musim penghujan, 
makin meningkatkan tekanan terhadap kapasitas sistem 
kanal yang ada saat ini (kanal-kanal itu dahulu dirancang 
untuk menghadapi curah hujan yang kurang dari yang ter-
jadi saat ini). Ditambah dengan keausan karena penggu-
naan beberapa dekade mengakibatkan kapasitas sistem 
berkurang dan meningkatkan kemungkinan banjir.

Meningkatnya permukaan air laut akan meningkat-
kan kerentanan bagi masyarakat pesisir pantai dan 
masyarakat di pulau yang menghadapi keterpaparan 
terhadap ombak besar, abrasi dan peningkatan muka air 
laut yang tinggi. Masyarakat ini berusaha melindungi diri 
dari terjangan ombak dengan membuat tanggul-tanggul 
penahan, namun tanggul ini tidak sesuai dengan terjan-
gan ombak dan abrasi yang kuat dan terus menerus. Ang-
gota masyarakat pesisir pantai dari Tanjung Bunga, Lan-
tebung atau Sungai Tallo mengatakan bahwa kejadian 
badai, angin kencang dan ombak besar mengalami pen-
ingkatan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu telah 
dilakukan improvisasi bangunan tanggul dengan meng-
gunakan struktur beton, batu-batuan dan kayu, namun 
ini seringkali dilakukan secara sepotong-sepotong, atas 
upaya masyarakat sendiri dan hanya berdampak pada 
masing-masing ancaman iklim.  
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Perlindungan sementara. Contohnya, masyarakat di pu-
lau Lae Lae melindungi diri mereka dengan membangun 
tanggul pemecah ombak beberapa meter dari garis pan-
tai, tetapi upaya ini hanya bertahan selama setahun se-
belum kemudian perlu dilakukan pembangunan kembali, 
dengan menguras  dana lokal yang berharga. Masyarakat 
pulau tidak memiliki hutan bakau atau penahan ombak 
alami yang memadai, yang mampu melindungi dari ter-
jangan ombak besar; ironisnya mereka  mengambil lang-
kah perlindungan dengan mengambil koral-koral dari 
karang-karang di sekitarnya untuk membuat tanggul 
perlindungan sementara. Ada banyak masyarakat pantai 
yang juga tidak memiliki hutan bakau akibat deforestasi 
dan karena sangat sensitif terhadap angin kencang dan 
abrasi.

Sistem perkotaan yang  bersifat paling luas jangkauann-
ya di seluruh kota mungkin adalah jaringan jalan. Sistem 
ini sensitif terhadap banjir dan ketika terganggu maka 
dapat menimbulkan gannguan  perekonimian dan sosial. 
Jaringan jalan merupakan sistem yang penting karena 
melayani sebagian besar kegiatan usaha dan ketika ter-
jadi bahaya jaringan jalan digunakan untuk mengevakua-
si orang dan memberikan akses terhadap penyelama-
tan. Kombinasi banjir dengan ketidakmampuan saluran 
drainase menampung aliran air secara cepat yang ser-
ingkali disebabkan kurangnya perawatan dan perbaikan, 
menyebabkan jalan tergenang banjir dan menimbulkan 
kemacetan lalu lintas.  

3.4 .4 . SENSITIVITAS dAN SISTEM PEREKoNoMIAN

Pembangunan perekonomian Makasar sebagian besar 
berdasarkan pada sektor industri, hotel, restoran dan 
pariwisata, sekitar 49% dari total PDRB kota. Kegiatan 
industri ini sebagian besar terletak di sepanjang pesisir 
pantai dan menghadapi resiko banjir serta peningkatan 
muka air laut. Fakta saat ini di dalam rencana pembangu-
nan dan visi kota Makasar terdapat banyak proyek yang 
direncanakan di sepanjang pantai, dengan memperluas 
kawasan industri, fasilitas pelabuhan baru, lahan re-
klamasi  sebagai kawasan “Centerpoint of Indonesia “ 
akan mengakomodasikan perumahan-perumahan baru, 
kegiatan hiburan dan komersial. Selain itu industri peri-
kanan yang penting sekaligus sebagai identitas bagi 
masyarakat kota Makasar juga terletak di sepanjang 
pantai, dimana mereka rentan terhadap kenaikan muka 
air laut yang dapat memberi dampak negatif terhadap ke-
beradaan mereka. 

Beberapa kegiatan perekonomian sensitif terhadap an-
caman perubahan iklim, seperti:

Kegiatan Ekonomi Perikanan: Berdasarkan hasil wawan-

cara dengan sejumlah nelayan dan penjual makanan 
hasil laut di sekitar Tanjung Bunga, kondisi laut menjadi 
lebih sulit diprediksi; angin kencang, badai dan ombak 
besar yang terjadi tiba-tiba merupakan kejadian baru 
yang makin sering terjadi pada musim hujan. Semen-
tara kapal-kapal besar dapat menghadapi perubahan 
cuaca tersebut, namun kebanyakan nelayan kapal kecil 
tidak bisa, membuat mereka harus terdampar di darat, 
menunggu sampai beberapa minggu sampai laut men-
jadi tenang. Hilangnya pendapatan dari menangkap 
ikan mengurangi mata pencarian nelayan dan keluarga 
mereka. Hal ini secara khusus berdampak pada keluarga 
miskin.

Pertanian: Perkiraan terlambatnya musim hujan dan ke-
naikan suhu kemungkinan akan menimbulkan dampak 
negatif terhadap panen hasil pertanian pada lahan-la-
han pertanian di sekitar kota Makasar. Hal ini terutama 
akan membawa dampak terhadap mata pencaharian 
petani miskin, dan kedua akan memberi dampak ter-
hadap harga hasil pertanian; hal ini menambah beban 
bagi keluarga miskin yang telah sulit membeli makanan 
pokok. Adanya kenaikan harga akan sangat menyulitkan 
mereka. Sedikit kenaikan harga terhadap hasil pertanian 
pokok seperti beras akan memberi dampak signifikan 
terhadap ketahanan pangan bagi sektor yang paling rent-
an bagi penduduk Makasar.

Pasokan Air Bersih: Berdasarkan prediksi model iklim di 
Makasar yang memperkirakan bahwa musim kemarau 
akan lebih panjang serta terjadi kenaikan penguapan 
akibat suhu yang lebih hangat (CSIRO 2012), dapat dia-
sumsikan bahwa tidak lama lagi warga Makasar akan 
mengalami tantangan kekurangan air bersih. Masalah 
ini akan menunjukkan beban ekonomi  yang tinggi bagi 
masyarakat yang telah mengalami kesulitan mendapat 
akses air bersih yang terjangkau. Hsl ini akan mempen-
garuhi seluruh jenis kegiatan usaha serta berdampak 
pula pada tenaga kerjanya.

Pengangkutan dan Transportasi: Sektor transportasi 
berkontribusi sebesar 14,36% terhadap PDRB kota 
Makasar. Namun di luar hal itu seluruh kegiatan usaha 
bergantung pada berfungsinya mobilitas orang dan ba-
rang. Peningkatan muka air laut dapat menghambat 
transportasi barang dari pabrik di kawasan industri yang 
terletak di dekat pelabuhan, dan banjir yang menggenan-
gi jalan tol dan infrastruktur pelabuhan udara dapat 
menghambat kedatangan turis dan peserta konfer-
ensi. Kedua hal tersebut memberi dampak yang besar 
terhadap ekonomi lokal. Kegiatan usaha-usaha lokal 
juga sensitif terhadap dampak ancaman iklim yang dis-
ebabkan oleh kemungkinan hilangnya penghasilan, dan 
masyarakat miskin kemungkinan juga terkena dampak 
negatifnya 
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3.4 .5. SENSITIVIT y ANd AdMINISTRATIVE   
           SySTEMS 

Dampak ancaman iklim dirasakan dalam skala yang 
bervariasi, mulai dari skala rumah tangga, kecamatan 
atau skala kota, hingga skala popinsi dan nasional, ber-
dasarkan intensitas dan jenis ancamannya. Pemerintah 
daerah melakukan kegiatan di dalam ruang lingkup yang 
telah ditentukan berdasarkan unit-unit administratif, dan 
lingkup ini menentukan kegiatan dan kebijakan apa yang 
dapat dilaksanakan pada batas wilayah tertentu. Mengu-
rangi kerentanan terhadap perubahan iklim bagaimana-
pun membutuhkan koordinasi antar unit administratif 
yang berbeda, sebagai contoh , antara dua kecamatan 
yang berbeda, dan antara tingkat pemerintahan yang 
berbeda, seperti pada tingkat kelurahan dan tingkat 
kota. Koordinasi semacam ini merupakan tantangan 
mengingat pemerintah tidak terbiasa dengan cara bek-
erja seperti ini. Kegagalan dalam melakukan koordinasi 
antar unit pemerintahan seperti ini dapat mengancam 
pengelolaan wilayah sumber-sumber air, sistem transpo-
tasi kota dan pelayanan umum secara benar. Dalam sub 
bab ini akan diuraikan bagaimana sistem administratif 
dapat berperan terhadap meningkatnya kerentanan yang 
terkait dengan pasokan air bersih dan banjir yang terjadi 
di kota.

 Daerah aliran sungai merupakan ekosistem yang luas 
yang biasanya menjangkau hingga di luar batas admin-
istratif, sehingga untuk mengelola kawasan ini dibutuh-
kan koordinasi antar kecamatan. Sumber air baku kota 
Makasar sebagian besar berasal dari Sungai Jeneberang 
dan Maros, dimana wilayah sumber air ini melintasi di 
empat kecamatan yang berbeda, dan terletak di dalam 
Kawasan Metropolitan Makasar (juga dikenal dengan 
sebutan Mamminasata). Namun badan pengelola yang 
seharusnya menangani Mamminasata baru dibentuk 
pada tahun 2011 dan baru mengalami sedikit kema-
juan dalam mengelola sumber daya alam di sepanjang 
perbatasan wilayah administratif yang berbeda. Adanya 
masalah kekurangan air bersih dan meningkatnya kebu-
tuhan akan pengelolaan wilayah sumber air bersih secara 
benar merupakan kegiatan penting untuk mengurangi 
kerentanan kota terhadap perubahan pola curah hujan. 
Wilayah-wilayah sumber air di Indonesia seperti wilayah 
sungai Jeneberang merupakan tanggung jawab pemerin-
tah nasional. Sehingga koordinasi pengelolaan kawasan 
ini harus bersifat horizontal dan vertikal, suatu hal yang 
merupakan peluang sekaligus tantangan.

Tantangan lain yang membutuhkan koordinasi antar lem-
baga pemerintah muncul dengan adanya pertumbuhan 
kota yang cepat di wilayah perbatasan. Pembangunan 
baru dan pengalihan fungsi lahan pertanian yang dulu-
nya berfungsi sebagai daerah penyerapan air menimbul-

kan kenaikan aliran air dan memperburuk resiko banjir 
bagi masyarakat  di wilayah pesisir pantai dan dataran 
rendah. Proses perencanaan tata ruang yang benar 
dibutuhkan  agar dapat mengendalikan  kejadian banjir 
semacam itu dan hal ini membutuhkan kerjasama antar 
kecamatan yang berbeda untuk bersama-sama  menga-
tur perubahan lahan dan pemanfaatan lahan.

3.4 .6. SENSITIVITAS dAN EKoSISTEM

Ekosistem seimbang dan sehat memberikan pelayanan 
lingkungan yang luas bagi masyarakat yang tinggal di 
dalam wilayah ekosistem tersebut. Namun kerusakan ter-
hadap ekosistem ini dapat membuat kota menjadi makin 
rentan. Ekosistem yang mampu melayani kota dapat 
membantu menyediakan air bersih yang layak, menjadi 
filter untuk air yang tercemar, melindungi kota dari banjir 
dan badai, menghasilkan oksigen dan menyediakan tem-
pat bagi biodiversity. Namun ketika sebuah kota menjadi 
berkembang, ekosistem secara perlahan terganti oleh 
sistem rekayasa (seperti: sungai-sungai alami digantikan 
oleh kanal-kanal beton).  Sensitivitas perubahan iklim di 
kota Makasar sangat tergantung pada bagaimana cara 
pendekatan pembangunan kotanya dan tingkat perlind-
ungan dan konservasi ekosistemnya.

Reklamasi lahan berdampak pada kapasitas kota dalam 
penyediaan air bersih. Rencana yang saat ini dilaksana-
kan adalah memperpanjang garis pantai melalui  proyek 
reklamasi lahan, dengan menambah 3,200 hektar 
(32km). Jutaan ton bahan urugan  (tanah, kerikil, pasir 
dan tanah lapisan atas) saat ini diambil dari wilayah sum-
ber mata air Sungai Jeneberang dan proses pengambi-
lan bahan urugan ini membawa dampak besar terhadap 
pelayanan ekosistem ke kota khususnya penyediaan air 
bersih. Wilayah sumber air Jeneberang menyediakan 
80% air baku untuk kota Makasar, tetapi PDAM hanya 
mampu memproses air yang relatif bersih. Lahan-lahan 
galian untuk tanah urugan di wilayah dataran tinggi ini 
menghasilkan partikel-partikel tanah dan menyebabkan 
aliran partikel  tanah ke sungai , sehingga meningkatkan 
kekeruhan air pada tingkat dimana PDAM tidak mampu 
mengolahnya. Hal ini mengurangi ketersediaan air bersih 
bagi penduduk kota dan menyebabkan  biaya pengola-
han menjadi makin mahal.

Selanjutnya, ketika tanah urugan tersebut dibuang ke 
laut Makasar, menyebabkan perubahan unsur kimiawi 
air laut. Adanya perubahan ekosistem pantai dan kelau-
tan, menyebabkan kerusakan karang laut dan kehidupan 
binatang laut. Ini mempengaruhi siklus ekologi alami,  
perkembangbiakan ikan dan kehidupan kelautan lainnya.  
Dengan terjadinya hal tersebut di atas, ikan-ikan dan he-
wan lain serta tumbuhan  laut berkurang dan kondisi ini 
berpengaruh buruk pada mata pencaharian masyarakat 
nelayan.
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3.4 .7.  SENSITIVIT y ANd THE URBAN PooR

Perubahan iklim akan menimbulkan pengaruh yang ber-
beda pada kelompok masyarakat karena mereka mem-
punyai perbedaan tingkat sensitivitas terhadap ancaman 
iklim.

Salah satu alasan mengapa kelompok miskin lebih 
sensitif terhadap ancaman iklim dibanding kelompok 
masyarakat lainnya adalah karena mereka tidak banyak 
memiliki jaring pengaman yang dapat membantu mereka 
pulih dari penyakit, kecelakaan, kerusakan pada properti 
mereka, kehilangan mata pencaharian atau dampak lain 
yang tidak diharapkan dari ancaman iklim. Sementara 
kelompok yang lebih sejahtera masih memiliki asuransi, 
peningkatan mobilitas, pendidikan yang lebih baik, akses 
informasi, dan tabungan, sedangkan masyarakat miskin 
perkotaan memiliki akses yang lebih terbatas pada ba-
rang-barang ini.

Hal ini bukan berarti kelompok miskin di Indonesia 
tidak dibantu melalu kebijakan kesejahteraan sosial 
yang memberikan pelayanan jaring pengaman sosial 
untuk bencana iklim. Ada sejumlah kebijakan tentang 
kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk membantu 
masyarakat miskin menghadapi berbagai kejadian krisis, 
seperti program RASKIN, Jamkesmas, BOS dan BLSM 
(program-program ini lebih lanjut lagi akan diuraikan 
pada bagian Kapasitas Adaptasi Kelembagaan di bawah 
ini)

Program kesejahteraan sosial bukan merupakan tinda-
kan untuk melindungi masyarakat miskin yang  aman 
dari kesalahan, karena program-program ini seringkali 
tidak sampai kepada pihak yang paling membutuhkan. 
Contohnya, kebanyakan  masyarakat miskin kota ada-
lah pendatang ke kota dan tidak memiliki kartu identi-
tas  yang menyatakan mereka adalah penduduk resmi. 
Sehingga ada banyak warga yang dianggap tidak layak 
menerima program-program pemerintah. Karena alasan 
ini ada banyak yang tidak masuk dalam daftar sasaran 
pemerintah dan membuat mereka tidak memiliki akses 
terhadap program-program yang langsung dalam bentuk 
uang cash seperti BLSM dan Raskin. Dengan demikian 
ada banyak warga yang tidak terhitung memperoleh ban-
tuan ini. Dengan mempertimbangkan Makasar adalah 
kota yang banyak menarik penduduk migran yang da-
tang dari wilayah di sekitarnya dan dari Indonesia bagian 
timur, tampaknya ada banyak warga miskin yang tidak 
dapat mengandalkan bantuan pemerintah  untuk meng-
hadapi ancaman dan bencana iklim.

3.4 .8 SENSITIVITAS dAN PERMUKIMAN KUMUH KoTA

Masyarakat miskin sangat sensitif terhadap pengaruh 
perubahan iklim karena mereka tidak banyak memiliki 

kemampuan untuk merespons atau menghindar dari 
bencana dan ancaman iklim. Mereka juga tinggal dan 
bekerja di wilayah-wilayah yang rawan. Permukiman in-
formal tidak selalu harus dihubungkan dengan kerentan-
an, mereka dapat saja merupakan masyarakat yang me-
miliki dukungan sosial dan berkembang secara ekonomi, 
namun mereka seringkali tidak banyak  mendapat pelay-
anan sosial, infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta 
umumnya pemukiman ini terletak di wilayah-wilayah yang 
mudah terpapar oleh banjir dan kenaikan muka air laut. 
Pengertian permukiman kumuh menurut pemerintah 
adalah permukiman yang kurang memiliki akses terha-
dap sanitasi, jalan-jalan yang sempit,  bangunan rumah-
rumahnya berkualitas rendah dan rentan terhadap banjir, 
angin kencang dan kebakaran. Di Makasar kawasan per-
mukiman kumuh ini terletak di pesisir pantai, sepanjang 
sungai, sekitar pelabuhan dan di belakang kawasan kom-
ersial serta perumahan-perumahan besar. Ada beberapa 
kawasan ini yang paling terpengaruh oleh ancaman pe-
rubahan iklim.

Perkiraan jumlah rumah tangga di permukiman kumuh 
tidak pernah pasti, tetapi menurut data resmi tercatat 
ada 58,268 rumah tangga tinggal di kawasan yang di-
anggap sebagai kawasan kumuh kota (BPLHD 2012). Hal 
penting disini adalah bahwa terjadi kenaikan angka dari 
13,904 pada tahun 2003, mengalami kenaikan 320% 
dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun. Meskipun 
ada kemungkinan pendataan menggunakan kriteria yang 
berbeda dari tahun ke tahun namun terdapat kecender-
ungan yang tidak diragukan lagi bahwa pertumbuhan itu 
terjadi karena perkembangan kota itu sendiri dan me-
narik penduduk migran baru  yang mencari pekerjaan 
ke kota. Dari total jumlah rumah tangga yang tinggal di 
kawasan kumuh terdapat 55,268 diantaranya tinggal 
di wilayah banjir pasang air laut, sepanjang pantai dan 
sungai dan mereka sudah mewakili 95% dari total jumlah 
penduduk kawasan kumuh di kota. Rumah-rumah yang 
terletak di lokasi yang rawan di sepanjang pantai atau 
sungai terbuat dari materi bangunan yang buruk, secara 
khusus sensitif terhadap kenaikan muka air laut, angin 
kencang dan abrasi. Ketiganya merupakan ancaman 
iklim utama yang diperkirakan berdampak buruk bagi 
kota.

Pembangunan baru di kawasan pantai yang mulai tum-
buh dan menegaskan identitas kota secara tidak lang-
sung dapat memperburuk pemisahan aspek fisik dan 
sosial. Sebagai contoh, pembangunan reklamasi lahan 
yang sedang berlangsung di lokasi  masyarakat miskin 
Tanjung Bunga, akan mengurangi ukuran dermaga seki-
tar 50% dari kapasitasnya saat ini (dari 300 kapal men-
jadi 150 kapal), dan menghalangi akses mereka ke laut. 
Banyak pekerja di Tanjung Bunga mencari nafkah den-
gan melaut atau pekerjaan yang berhubungan dengan 
industri perikanan. Dengan makin terbatasnya jumlah 
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kapal ikan berarti mengurangi peluang untuk mendapat 
keuntungan dari lokasi yang  bersebelahan dengan pasar 
ikan.  Pembangunan kawasan pantai baru dengan de-
mikian sangat mengancam mata pencaharian dan cara 
hidup masyarakat miskin yang tinggal di pesisir pantai 
yang mengandalkan akses ke laut untuk kelangsungan 
hidupnya

Selain kecenderungan perkembangan di pesisir pantai, 
dampak merugikan lainnya dari pertumbuhan dan pem-
bangunan kota Makasar adalah relokasi masyarakat 
miskin. Ada banyak permukiman kumuh berlokasi di 
tanah-tanah milik pemerintah atau swasta yang sedang 
dalam sengketa, tapi ketika harga lahan di lokasi itu naik 
maka  kenaikan nilai lahan tersebut  menjadikan lokasi  
itu  menjadi target spekulasi.

Masyarakat miskin sensitif terhadap perubahan-peru-
bahan harga lahan dan spekulasi tanah karena sering-
kali mereka menduduki lahan-lahan strategis yang dekat 
dengan pusat pekerjaan dan pasar, dan di Makasar, 
lokasi permukiman warga miskin banyak berlokasi di 
dekat pelabuhan dan pusat kota. Relokasi kelompok 
masyarakat ini dapat menghancurkan  masyarakat yang 
telah bersatu dan memiliki kepercayaan yang saling men-
guntungkan, telah membangun bersama-sama dengan 
masyarakat lain di sekitarnya melalui interaksi ekonomi 
yang kuat . Relokasi merupakan ancaman yang sangat 
nyata bagi masyarakat miskin yang kondisinya bisa mak-
in buruk karena harus berjauhan dengan pusat peker-
jaan dan menanggung resiko harus berjauhan dengan 
jaringan komunitas mereka

3.4 .9. SENSITIVITAS dAN VISI KoTA MAK ASAR

Model iklim memperkirakan bahwa perubahan iklim  
akan meningkatkan intensitas curah hujan dan kenai-
kan muka air laut terjadi secara signifikan. Sementara 
itu kondisi di kota  mengalami kesulitan oleh kejadian-
kejadian banjir yang sejak dulu sudah dialami, kerusakan 
akibat angin kencang dan abrasi pantai. Namun meski-
pun telah menyadari pentingnya pengaruh perubahan 
iklim terhadap masa depan kota, masih terdapat ketidak-
sesuaian antara visi “kota dunia” yang saat ini dicanang-
kan oleh pemerintah kota dengan fakta  kerentanan dan 
bencana yang terjadi terkait dengan ancaman iklim

Pemerintah kota telah melakukan langkah-langkah yang 
tepat dengan meningkatkan dana untuk mendukung ke-
bijakan lingkungan dan perbaikan pengelolaan air bersih. 
Hal ini menunjukkan bahwa isu perubahan iklim menjadi 
isu prioritas. Pemerintah telah melakukan upaya yang 
penting untuk mengalokasikan lebih besar dana ubagi 
perlindungan, konservasi  lingkungan hidup dan mencip-
takan ruang terbuka hijau. Di dalam RPJMD terbaru, ang-

garan untuk pembangunan tata ruang dan lingkungan 
hidup terjadi kenaikan anggaran dari 21% menjadi 37%. 
Selain itu juga tecantum kebutuhan untuk medukung 
perbaikan pengelolaan dan distribusi air bersih. Alokasi 
anggaran untuk meningkatkan pengelolaan dan distri-
busi air bersih meningkat sebesar 85% dari dua RPJMD 
sebelumnya.  Anggaran untuk proyek terkait air bersih 
juga meningkat dari Rp.8 miliar menjadi 33 milyar rupiah. 

Namun tidak ada arahan perencanaan yang jelas dalam 
menghadapi arus urbanisasi yang cepat di wilayah ping-
giran kota, seperti rencana drainase secara menyeluruh 
atau kenaikan pengeluaran per kapita di kecamatan-
kecamatan di wilayah pinggiran kota. Hal ini tergantung 
pada masing-masing instansi untuk menandai, tapi tidak 
ditunjukkan sebagai bagian dari RPJMD. Selain itu tidak 
ada perencanaan untuk mengelola isu-isu metropolitan 
terkait pengelolaan lingkungan seperti manajemen ka-
wasan DAS, antar berbagai kecamatan dengan kawasan 
metropolitan serta visi “kota dunia” yang berfokus ke-
pada investasi pemerintah dan swasta di area pusat 
kota bukan di wilayah yang paling membutuhkan yaitu di 
wilayah pinggiran kota. 

Akibatnya visi rencana Makasar saat ini tidak sesuai den-
gan kenyataan tren pembangunan dan tidak sesuai den-
gan kebutuhan serta pelayanan untuk fasilitas dan in-
frastruktur, dengan mengarahkan sumber-sumber daya 
ke wilayah-wilayah di tengah kota yang telah terbangun. 
Kecenderungan ini dapat lebih meningkatkan kerentan-
an kota Makasar terhadap ancaman iklim di masa men-
datang. Mereka yang paling mengalami kerugian adalah 
yang tinggal di wilayah yang luas di pinggiran kota dan 
wilayah-wilayah yang tidak memperoleh investasi pemer-
intah serta tentu saja kelompok masyarakat miskin

3.4 .10. EVALUASI dAN PEMETA AN SENSITIVITAS dI 
KoTA MAK ASAR

Sensitivitas merupakan keterkaitan antara  ancaman 
iklim dengan konteks sosial ekonomi dari sistem yang 
terkena dampak. Oleh sebab itu indikator-indikator yang 
dipilih mencerminkan kedua fenomena tersebut: analisa 
yang dilakukan untuk masing-masing kecamatan menga-
mati apakah terdapat  kantong-kantong permukiman 
kumuh, masyarakat miskin yang tinggal di sepanjang 
pantai, dan permukiman-permukiman yang terletak di 
pinggir sungai atau kanal. Indikator sosial ekonomi men-
unjukkan tingkat relatif kemiskinan dan ketidakhadiran 
murid di sekolah untuk setiap kecamatan. 

Ada enam indikator yang dipakai untuk menghitung dan 
memetakan sensitivitas di kota Makasar dengan meng-
gunakan ketersediaan data skala kota  diperoleh dari 
pemerintah kota.
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1. Wilayah-wilayah yang terletak di sepanjang 
badan sungai atau kanal: Apabila terdapat 
sungai atau kanal yang mengalir melalui suatu 
kecamatan, akan diberi score 1. Kecamatan yang 
tidak dilalui sungai atau kanal diberi score 0.  

2. Kawasan Kumuh: Pemerintah kota telah mengi-
dentifikasi kawasan-kawasan kumuh kota mela-
lui kriteria resmi. Bila suatu kecamatan terdapat 
kawasan kumuh di dalam wilayahnya, akan men-
dapat score 1. Sedangkan yang tidak terdapat 
kawasan kumuh mendapat score 0.

3. Masyarakat Miskin Pesisir Pantai: Ke-
beradaan masyarakat miskin di pesisir pantai 
diidentifikasikan melalui verifikasi peta resmi ka-
wasan kumuh milik pemerintah melalui analisa 
photo udara dan observasi lapangan. Kecamatan 
yang terdapat masyarakat miskin yang tinggal di 
pesisir pantai mendapat score 1. Sedangkan 
yang tidak ada mendapat score 0. 

4. Area Banjir: Kecamatan yag mengalami banjir 
secara rutin diidentifikasi menggunakan peta 

banjir dari BPBD. Kecamatan dengan wilayah-
wilayah yang rutin terkena banjir akan mendapat 
score 1. Sedangkan kecamatan yang tidak terda-
pat kawasan banjir mendapat score 0. 

5. Tingkat Kemiskinan: data kemiskinan diperoleh 
dari kumpulan data kemiskinan kota (TKPKD) 
dan angka kemiskinan per kapita yang telah di-
tentukan. Kecamatan-kecamatan dengan tingkat 
kemiskinan di atas rata-rata mendapat score 1. 
Sedangkan yang berada di bawah rata-rata men-
dapat score 0.

6. Ketidakhadiran Anak Usia Sekolah: Data 
ketidakhadiran anak-anak usia sekolah diperoleh 
melalui data dari Dinas pendidikan kota dan digu-
nakan untuk menentukan rata-rata ketidakhad-
iran di tingkat kota. Kecamatan dengan tingkat 
ketidakhadian di atas rata-rata mendapat score 
1. Sedangkan yang berada di bawah rata-rata 
mendapat score 0. 

Pembobotan masing-masing indikator dijumlahkan untuk 
mendapatkan sekumpulan indikator sensitivitas 

Gambar 30. Tingkat sensitivitas per kecamatan di kota Makasar. Sensitivitas diukur dengan memberi pembobotan 
pada enam indikator penyebab sensitivitas perubahan iklim: Bila di kecamatan terdapat kawasan kumuh, kawasan 
rawan banjir, terdapat kawasan permukiman miskin, berlokasi di daerah aliran sungai dan bila memiliki tingkat 
kemiskinan dan ketidakhadiran usia sekolah di atas rata-rata kota. Gabungan indikator sosial dan lingkungan ini 
menunjukkan keseluruhan sensitivitas terhadap perubahan iklim.
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RINGKASAN: APA YANG KITA PELAJARI TENTANG SENSITIVITAS DI KOTA MAKASAR?

• Model pertumbuhan kota mempengaruhi sensitivitas di tingkat masyarakat. Masyarakat miskin yang mem-
punyai akses terbatas terhadap pelayanan dasar dan tinggal di kawasan-kawasan padat biasanya lebih 
sensitif

• Para pendatang juga sensitif terhadap ancaman iklim karena mereka seringkali tidak dapat menerima tun-
jangan kesejahteraan sosial dan biasanya tinggal di wilayah-wilayah yang rentan di kota 

• Sebagian besar kawasan permukiman kumuh terletak di wilayah banjir pasang di sepanjang pantai dan sun-
gai yang beresiko terhadap bahaya iklim seperti kenaikan muka air laut, kurang mendapat pelayanan umum 
dan terancam dengan adanya pembangunan pesisir pantai baru.

• Visi kota Makasar saat ini tidak sejalan dengan realitas pertumbuhan kota yang terjadi di wilayah pinggir kota 
dan kebutuhan penambahan sistem perkotaan, seperti air bersih dan drainase yang saat ini masih kurang.
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3.5 K APASITAS AdAP TASI

Kapasitas beradaptasi mengacu pada kemampuan 
sebuah sistem untuk menyesuaikan dengan perubahan 
iklim dengan cara mengurangi potensi kerusakan, 
memanfaatkan peluang-peluang atau membantu 
menghadapi bahaya iklim. Kualitas yang membantu 
kapasitas beradaptasi suatu sistem merupakan kombinasi 
dari elemen-elemen fisik dan sosial/kelembagaan yang 
mendukung kemampuang sistem tersebut beradaptasi 
terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, dalam 
konteks kawasan perkotaan seperti Makasar, hal ini 
dapat mengacu pada jangkauan  infrastruktur dan 
pelayanan umum, aksesibilitas informasi, kapasitas 
teknologi lembaga-lembaga dan masyarakat, tingkat 
kesejahteraan,  jumlah “modal sosial” suatu komunitas 
dan kapasitas lembaga-lembaga pemerintah.

Sub bab ini menjelaskan perbedaan skala dan dimensi 
kapasitas beradaptasi  yang ada di kota Makasar. 
Terdapat pula beberapa contoh menarik yang diambil dari 
hasil pengamatan, wawancara dan analisa infrastruktur 
dan pelayanan umum yang ada saat ini untuk 
menunjukkan peluang apa yang dapat dikembangkan 
untuk meningkatkan kapasitas beradaptasi dan 
mengurangi kerentanan di kota. Analisa ini dilakukan 
untuk menghitung dan memetakan tingkat kapasitas 
beradaptasi yang ada saat ini di kota dalam rangka 
mengevaluasi dimana terdapat peluang dan tantangan 
yang mungkin terjadi.

Kapasitas beradaptasi dapat dikelompokkan menjadi tiga 
skala yang berbeda:

Otonomi: Kapasitas beradaptasi secara swadaya 
dimaksudkan  pada tindakan-tindakan yang dilaku-
kan secara individu atau pada tingkat rumah tangga 
untuk melindungi mata pencaharian dan aset dari 
kemungkinan ancaman iklim. Adaptasi swadaya 
biasanya dilakukan pada skala kecil dan efektif un-
tuk bencana dengan intensitas rendah. Adaptasi ini 
dipicu oleh perubahan ekologis sistem dalam alam 
atau oleh pasar atau perubahan kesejahteraan 
dalam sistem kemanusiaan.

Kolektif: Kapasitas beradaptasi secara kolektif 
dimaksudkan pada kapasitas atau tindakan yang 
dilakukan oleh kelompok. Tindakan ini umumnya 
merupakan inisiatif masyarakat yang bertujuan men-
gurangi keterpaparan atau meminimalkan sensitivi-
tas. Upaya-upaya dan manfaat yang dikehendaki 

oleh kelompok masyarakat yang lebih luas dari sek-
edar skala rumah tangga. Adaptasi kolektif secara 
geografis lebih luas dari adaptasi otonomi dan bi-
asanya membutuhkan lebih banyak sumberdaya dan 
upaya koordinasi. 

Institusi: Kapasitas beradaptasi institusi dimak-
sudkan pada kapasitas sistem pengorganisasian. 
Hal ini bisa saja merupakan program-program,  ke-
bijakan, peraturan, sumber daya manusia dan ke-
mampuan teknologi pemerintah di tingkat daerah, 
propinsi atau nasional serta kelompok-kelompok 
masyarakat sipil. Skala adaptasi institusi pada um-
umnya mencakup wilayah yang luas dan bertujuan 
untuk pemecahan masalah secara sistemik dan 
jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan bahwa kapasitas be-
radaptasi mengandung elemen fisik dan s osial / 
kelembagaan, ada beberapa dimensi yang yang da-
pat digunakan untuk mengelompokkan kapasitas 
ini. Kajian ini meninjau beberapa dimensi berikut ini: 
(1) sosial ekonomi dan informasi, (ii)teknologi dan 
kelembagaan, (iii) infrastruktur.

Sosial ekonomi dan informasi: Kapasitas indi-
vidu atau masyarakat untuk beradaptasi terhadap 
perubahan iklim bermacam-macam tergantung pada 
faktor-faktor sosial ekonomi. Sebagai contoh, akses 
terhadap informasi dapat membantu menentukan 
apakah mereka mampu bereaksi dan merespons 
ancaman iklim ; Hal ini relevan ketika memberikan 
respons terhadap sistem peringatan dini dan mel-
akukan evakuasi di wilayah yang terkena bahaya. 
Kapasitas seseorang untuk memperoleh informasi 
berbeda-beda tergantung pada tingkat pendidikan 
dan akses komunikasi. Beberapa contoh indika-
tor yang berguna untuk menghitung dimensi sosial 
ekonomi dan informasi adalah tingkat kemiskinan, 
ketidakhadiran anak-anak usia sekolah dan tingkat  
literasi.

Teknologi dan Institusi: Penggunaan teknologi 
dan kekuatatan serta kemampuan lembaga-lem-
baga sangat mampu meningkatkan kapasitas ber-
adaptasi terhadap perubahan iklim. Sebagai contoh, 
akses terhadap layanan listrik dan teknologi ko-
munikasi untuk merumuskan rencana dan strategi 
alternatif dalam menghadapi ancaman iklim serta 
selama fase pemulihan. Lembaga-lembaga mampu 
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melaksanakan perubahan secara sistemik melalui 
kebijakan, peraturan dan program-program. Oleh 
karena itu kapasitas lembaga untuk dapat berfungsi 
secara efektif merupakan hal yang sangat penting.

Bagi kota seperti Makasar dimana pemerintah dae-
rah memegang peranan sangat penting untu mem-
bantu warga masyarakat pada skala kelurahan dan 
kecamatan, salah satu cara untuk menentukan ka-
pasitas beradaptasi kelembagaan adalah dengan 
mengukur efektivitas pada level-level pemerintah 
derah. Sebagai contoh, pengeluaran anggaran per 
kapita dapat menjadi indikator kapasitas pemerin-
tah untuk membelanjakan anggaran untuk pemban-
gunan kelurahan.

Beberapa contoh indikator yang dapat menghitung 
dimensi teknologi dan kelembagaan adalah: akses 
terhadap layanan listrik, akses terhadap telekomu-
nikasi, ketersediaan dokumen-dokumen  rencana 
dan penegakan peraturan, keberadaan organisasi-
organisasi di tingkat masyarakat (seperti paguyuban 
dan NGOs) serta efektivitas pemerintah pada level 
rendah untuk melaksanakan proyek-proyek dan ke-
bijakan.

Infrastruktur: Akses terhadap layanan dasar sep-
erti drainase, air bersih dan jalan raya serta elemen 
fisik yang memberikan perlndungan terhadap anca-
man iklim seperti tanggul laut, mampu meningkat-
kan kapasitas beradaptasi dan mengurangi resiko 
terkait iklim. Salah satu layanan infrastruktur yang 
paling penting adalah akses terhadap air bersih dan 
aman, karena layanan ini dapat menyediakan  kehidu-
pan yang sehat dan berdaya tahan bagi masyarakat 
skala rumah tangga. Jalan raya juga merupakan lay-
anan penting karena dapat menjadi akses bagi ken-
daraan darurat dan jalur evakuasi. Beberapa contoh 
indikator untuk menghitung kapasitas infrastruktur 
beradaptasi terdiri dari: tingkat layanan penyediaan 
air bersih, panjang jalan yang telah diaspal, kualitas 
konstruksi bangunan, keberadaan infrastruktur yang 
bersifat perlindungan seperti tanggul laut di wilayah-
wilayah rawan banjir.

Sub bab berikut ini menyajikan contoh-contoh kapasitas 
beradaptasi yang dilakukan di kota; contoh-contoh ini 
menunjukkan upaya apa yang dilakukan saat ini untuk 
mengurangi kerentanan terhadap ancaman iklim dan 
meningkatkan kemampuan kota untuk beradaptasi. 
Contoh-contoh ini dikelompokkan dalam skala yang 
berbeda sesuai dengan bagaimana upaya tersebut 
dilaksanakan. 

3.5.1 K APASITAS BERAdAP TASI INdIVIdU

Beberapa contoh strategi individu yang diamati adalah: 

• Perlindungan terhadap banjir dan peningkatan muka 
air laut pada tingkat rumah tangga: di kawasan pe-
rumahan informal di Tanjung Bunga, rumah tangga 
miskin telah mebangun dinding selasar beton (kira-
kira setinggi 20-30 cm) di pintu masuk rumah-rumah 
mereka untuk menjaga agar rumah mereka aman dari 
banjir berketinggian rendah. Para warga mengatakan 
bahwa tiap tahun banjir yang makin tinggi menjadi hal 
biasa dan tanggul semacam itu tidak layak digunakan 
sebagai solusi jangka panjang tapi diperlukan mengin-
gat frekuensi banjir yang sering terjadi. 

• Memperkuat materi bangunan untuk melindungi ban-
gunan dari angin kencang; Di permukiman informal di 
tallo, sepanjang garis pantai, penduduk sudah meny-
iapkan strategi untuk melindungi rumah mereka dari 
angin kencang dan terjangan ombak besar. Materi 
atap dan penyangga kolom  ditopang dengan meng-
gunakan tali dan kabel untuk memberi penguatan ek-
stra pada struktur bangunan. Para warga mengatakan 
bahwa kerusakan rumah mereka yang terjadi secara 
terus menjadi hal biasa terjadi pada bulan Januari dan 
Februari. Sehingga mereka perlu menguatkan atap 
dan dinding untuk menguatkan strktur.

• Tandon air hujan: tandon air hujan dilakukan dengan 
cara mengumpulkan air hujan dari atap dengan men-
galirkannya ke dalam kontener plastik dan menyim-
pannya. Upaya seperti ini dapat diamati di berbagai 
lapisan masyarakat di Makasar, mulai dari rumah-ru-
mah panggung di Tallo hingga masyarakat Panambun-
gan dan Untia. Mengingat beberapa kawasan di kota 
kekurangan akses air bersih yang dilayani oleh PDAM, 
dibutuhkan strategi-strategi adaptasi secara swadaya 
untuk menjamin keluarga memperoleh akses air ber-
sih. Menurut model iklim yang dilakukan oleh CSIRO, 
suhu yang lebih tinggi akan meningkatkan penguapan, 
dimana musim hujan yang lebih pendek akan memberi 
dampak pada ketersediaan air di kota. Secara khusus 
pengaruhnya akan dirasakan oleh masyarakat miskin 
dan rentan.

3.5.2 K APASITAS AdAP TASI KELoMPoK

Beberapa contoh strategi adaptasi kelompok yang dia-
mati meliputi:

• Restorasi hutan bakau berbasis masyarakat: Dalam 
rangka melindungi rumah dan mata pencaharian 
mereka dari angin kencang dan ombak, masyarakat 
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Lantebung melakukan proyek penanaman kembali hu-
tan bakau bersama-sama dengan NGO lokal.

• Dalam beberapa tahun terakhir, Pak Bachtiar sudah 
melakukan upaya ambisius bersama-sama warga 
untuk melindungi masyarakatnya dari angin kencang 
dengan cara menghidupkan kembali hutan bakau di 
sepanjang pantai. Gerakan ini sudah mampu melind-
ungi rumah-rumah dan aset fisik lainnya serta menarik 
kembali  kepiting, ikan dan burung-burung yang dulu-
nya sempat menghilang akibat rusaknya hutan bakau 
alami. Gerakan ini mampu menciptakan usaha mem-
proses kepiting yang menghasilkan pendapatan bagi 
masyarakat.

• Pedagang ikan dan nelayan menggunakan pesan SMS 
untuk saling bertukar informasi tentang harga dan 
kondisi cuaca; Nelayan dari pulang Barangjadi men-
girimkan SMS untuk saling berkomunikasi tentang 
informasi kondisi cuaca dan harga pasaran ikan. Ne-
layan di Tanjung Bunga melaporkan kondisi cuaca di 
laut, khususnya pola angin bertambah tanpa dapat 
diprediksi, yang berarti menunjukkan resiko yang perlu 
dipertimbangkan  untuk kapal-kapal kecil. Saling ber-
bagi informasi harga ikan dan kondisi cuaca dengan 
menggunakan jasa SMS membuat nelayan dapat me-
nentukan untuk tetap tinggal di rumah atau melaku-
kan pekerjaan alternatif untuk memperkuat ekonomi 
rumah tangga.

• Perencanaan pembangunan dan anggaran 
masyarakat: dua kebijakan yang diprakarsai oleh 
pemerintah , yaitu Musrenbang dan PNPM, membantu 
proses perencanaan dan penaggaran pembangunan 
secara partisipatif di tingkat kelurahan. Musrenbang 
adalah program yang dikelola oleh pemerintah dae-
rah sedangkan PNPM merupakan program pinjaman 
pemerintah nasional. Keduanya memberi kesempatan 

bagi warga untuk mendiskusikan dan mengusulkan 
proyek-proyek infrastruktur skala kecil yang memu-
nculkan kebutuhan dasar masyarakat. Di Pulau Lae 
Lae, masyarakat memanfaatkan proses Musrenbang 
untuk membangun tanggul pemecah ombak, tanggul 
laut dan infratruktur lainnya yang bertujuan mengu-
rangi abrasi dan sensitivitas yang disebabkan oleh ke-
naikan muka air laut, angin kencang dan hujan badai.

• Meningkatkan penyediaan air bersih dan kondisi kes-
ehatan melalui kemitraan lokal: Dua upaya yang dipra-
karsai oleh  NGO dilakukan  pada tingkat masyarakat 
di kelurahan-kelurahan di kota Makasar untuk men-
ingkatkan akses air bersih dan penggunaan air ber-
sih untuk kesehatan.  Hi-5 adalah proyek kesehatan 
masyarakat yang dimulai tahun 2012 yang dilaksan-
akan oleh NGO bekerjasama dengan Kementrian 
Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Makasar, Dinas 
Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan kelompok-
kelompok kerja masyarakat. Tujuan proyek ini adalah 
untuk mengurangi penyakit diare dan meningkatkan 
kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kesa-
daran tentang perilaku hidup sehat, membangun ka-
pasitas masyarakat untuk mengelola septic tank dan 
sumber air bersih serta membangun infrastruktur 
baru. Proyek lainnya, yaitu WATER SMS, juga dimulai 
pada tahun 2012 dan dilaksanakan oleh NGO lokal 
untuk memberdayakan  anggota masyarakat untuk 
mengirim  pengaduan kepada PDAM mengenai pe-
layanan dan kualitas  air bersih. Dengan memberikan 
informasi lebih banyak tentang air bersih dan mekan-
isme akuntabilitas pelayanan, diharapkan program ini 
dapat meningkatkan respons terhadap pelanggan dan 
kualitas pelayanan secara menyeluruh terutama ke-
pada kawasan masyarakat miskin kota Makasar.

PAK BAcHTIAR (47 TAHUN)      
PEMUKA MASyARAKAT LANTEBUNG

“ Saya t idak t ahu t en t ang per ubahan ik lim , yang saya ke t ahui bahwa saya ingin 
melindungi masyar ak a t saya dar i  ombak besar dan mencip t ak an l ingk ungan yang 
baik bagi ik an un t uk ber kembang biak di  dalam hu t an bak au . Sek ar ang ik an dan 
bur ung - bur ung yang dulu per nah per gi menjadi kembali  lagi .  Masyar ak a t sanga t 
bangga ak an hal ini  dan k ami memilik i  r asa kepemilik an yang t inggi t er hadap 
hu t an bak au ini”
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3.5.3 K APASITAS BERAdAP TASI KELEMBAGA AN

Kapasitas beradaptasi institusi/kelembagaan dimak-
sudkan pada lembaga-lembaga pemerintah dan non 
pemerintah yang mendukung adaptasi perubahan iklim. 
Kota Makasar mempunyai sejumlah instansi pemerintah 
yang bekerja untuk program-program adaptasi peruba-
han iklim/ pengurangan resiko bencana secara langsung 
maupun tidak langsung. Instansi-instansi utama yang dii-
dentifikasi di dalam kajian ini adalah: Bappeda, BPBD, Di-
nas Pekerjaan Umum, BLHD, PDAM dan Dinas Kelautan 
dan perikanan. Selain itu juga terdapat organisasi-organ-
isasi non pemerintah yang bekerja untuk program adap-
tasi perubahan iklim seringkali menjembatani perbedaan 
antara tingkat masyarakat dengan pemerintah di tingkat 
kecamatan dan tingkat kota. Beberapa contoh kapasitas 
beradaptasi kelembagaan yang diamati adalah:

• Program Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat 
Miskin: Di Indonesia, pemerintah menyediakan kebi-
jakan kesejahteraan sosial untuk masyarakat miskin 
yang dapat berlaku sebagai jaring pengaman sosial 
dalam menghadapi bencana iklim atau ancaman ba-
haya iklim. Daftar berikut ini menjabarkan beragam 
kebijakan kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk 
membantu masyarakat miskin:

• RASKIN (kepanjangan dari Beras untuk  Keluarga 
Miskin). Raskin adalah program nasional yang 
mendistribusikan beras subsidi untuk masyarakat 
paling miskin. Program ini dimulai pada tahun 
1998 mengikuti krisis ekonomi dan menyediakan 
beras sebanyak 20kg untuk tiap rumah tangga mis-
kin setiap bulan.

• JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat); 
Jamkesmas adalah program asuransi nasional 
yang ditargetkan bagi masyarakat miskin untuk 
meningkatkan kapasitas mereka mendapat akses 
layanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan 
nasional.

• BOS (kepanjangan dari Biaya Operasional Sekolah): 
program BOS memberikan subsidi pendidikan bagi 
keluarga-keluarga miskin untuk biaya administratif 
pendidikan anak mereka. Program ini membantu 
pelajar miskin masuk sekolah hingga tingkat se-
kolah menengah pertama secara gratis.

• BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat): 
BLSM, dulunya dikenal dengan BLT (Bantuan Lang-
sung Tunai), adalah program pemberian uang cash 
sementara yang dirancang untuk mengganti biaya 

kenaikan harga bahan bakar untuk masyarakat 
miskin. Melalui program ini, keluarga-keluarga mis-
kin menerima USD 15 per bulan selama enam bu-
lan.

• Lembaga Pemerintah Dibentuk untuk Kesiapsia-
gaan Bencana: Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) dibentuk pada tahun 2007 untuk mem-
persiapkan dan melakukan tanggap bencana alam 
dan situasi darurat di Makasar. Saat ini sedang dilaku-
kan proses pembuatan peta resiko dan sistem perin-
gatan dini untuk masing-masing kecamatan di 14 ke-
camatan yang ada di kota Makasar; sistem peringatan 
dini terdiri dari pesan yang dikirim melalui SMS oleh 
BPBD kepada kepala Kelurahan yang bertanggung 
jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat. 
BPBD melakukan tanggap darurat pada kejadian ban-
jir yang terjadi baru-baru ini di wilayah perkotaan pada 
bulan Januari 2013 yang menimpa kecamatan Ujung 
Tanah dan kecamatan lainnya di bagian tenggara 
kota. Dengan menggunakan kendaraan darurat, BPBD 
mampu mengevakuasi warga sekaligus menyediakan 
pelayanan kesehatan dan perangkat pertolongan 
pertama bagi para korban. Skala dampak perubahan 
iklim seringkali melampaui kapasitas instansi dan hal 
ini terbukti pada kejadian banjir bulan Januari dimana 
tidak tersedia bantuan yang mencukupi.

• Pengeluaran Pemerintah untuk Infrastruktur 
Lokal: Ketika kota makin berkembang, investasi 
pengeluaran pemerintah secara konsisten penting 
untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan 
dasar. Investasi ini dibutuhkan oleh wilayah yang baru 
berkembang maupun di wilayah lama yang membutuh-
kan perbaikan dan pemeliharaan.

 Kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan inv-
estasi infrastrktur berbeda-beda berdasarkan  lokas-
inya dikarenakan kapasitas teknis untuk membuat 
rencana dan mengelola proyek. Selain itu juga karena 
strategi kota yang lebih luas yang dapat mengalokasi-
kan sumber daya bagi wilayah-wilayah prioritas den-
gan mengalahkan kepentingan wilayah lainnya. Di 
kota Makasar, pengeluaran langsung per kapita untuk 
perbaikan pelayanan lokal dan infrastruktur (tidak ter-
masuk jalan) pada tiap-tiap kecamatan dihitung den-
gan membagi jumlah yang dikeluarkan untuk tiap ke-
camatan dengan  jumlah penduduk di kecamatan itu. 
Untuk kota, rata-rata 2.59 USD per orang per tahun.

• Program Relokasi Pemerintah sebelumnya: Akhir 
tahun 1990an, pemerintah merelokasi masyarakat 
nelayan dari pulau Lae Lae untuk menyiapkan lahan 
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yang direncanakan untuk pembangunan hotel. Meski 
keputusan untuk memindahkan masyarakat tetap 
merupakan isu kontroversial dan bukan sebuah solusi 
yang ideal, pembelejaran dan pengalaman positif yang 
dapat diambil dari proses tersebut dapat mendukung 
kemungkinan upaya relokasi karena ancaman peru-
bahan iklim di masa mendatang. Sekitar separuh dari 
jumlah warga terpilih untuk pindah secara suka rela ke 
Untia, kawasan permukiman pantai baru  yang terle-
tak sekitar 10km dari pusat kota. Program pemerintah 
menjamin keluarga-keluarga yang direlokasi meneri-
ma hak rumah, menarik perusahaan-perusahaan  ke 
wilayah itu untuk menciptakan peluang kerja bagi per-
empuan dan anak muda, serta menciptakan pelabu-
han bagi tempat bekerja warga laki-laki. Program ini 
juga membangun rumah-rumah dan merencanakan 
permukiman untuk menjamin kondisi kehidupan yang 
makin meningkat sehingga membuat transisi ini lebih 
berhasil. Meski relokasi bukan sebuah solusi yang 
praktis, mengingat biaya yang mahal dan kesulitan 
yang dihadapi oleh masyarakat  yang harus pindah, 
pengalaman ini menunjukkan bagaimana relokasi 
dapat dilakukan dengan cara mendukung penciptaan 
lapangan kerja, peningkatan kondisi hidup dan peru-
mahan serta kemungkinan mengurangi kerentanan 
masyarakat yang beresiko.

3.5.4 PELUANG dAN TANTANGAN K APASITAS BER-
AdAP TASI

Analisa terhadap bentuk kapasitas beradaptasi yang 
berbeda-beda di kota Makasar membuka peluang dan 
tantangan untuk mengurangi kerentanan terhadap pe-
rubahan iklim. Beberapa faktor yang ditinjau untuk me-
nentukan pengurangan kerentanan di masa mendatang 
adalah sebagai berikut:

Memahami bahwa proses sama pentingnya den-
gan hasil

Program pemerintah yang berhasil penting untuk men-
jamin tindakan yang luas untuk mengurangi kerentanan 
iklim, namun pemerintah seringkali mengalami kesulitan 
dengan pelaksanaan yang efektif. Proyek-proyek men-
galami kesulitan oleh siklus anggaran yang pendek atau 
perencanaan yang berorientasi pada hasil. Ketersediaan 
waktu yang kurang untuk melakukan hubungan dengan 
masyarakat menghasilkan tingkat kepemilikan yang ren-
dah oleh masyarakat dan kurangnya keberlanjutan pada 
upaya-upaya adaptasi. Sebagai contoh, masyarakat Lan-
tebung melaporkan bahwa pemerintah menanam 5000 
bibit bakau tapi hanya sedikit melibatkan masyarakat 
dan akhirnya mengalami tingkat keberhasilan yang ren-

dah dalam penanaman pohon baru tersebut. Seorang 
pemuka masyarakat mengatakan, “bila pemerintah mau 
menginvestasikan waktu untuk melatih masyarakat, 
mungkin sekarang sudah ada 50,000 tanaman bakau 
yang sehat”. Proses semacam restorasi bakau, pengelo-
laan kawasan sumber air dan perubahan perilaku sosial 
membutuhkan aksi yang konsisten dan berkelanjutan.

Mendukung masyarakat miskin perkotaan menga-
tasi hambatan:

Masyarakat miskin perkotaan membutuhkan perha-
tian khusus karena mereka hanya menerima pelayanan 
umum, pendidikan dan penghasilan yang kurang yang be-
rarti  menurunkan kapasitas beradaptasi mereka. Apabi-
la program dan kebijakan  fokus pada peningkatan kapa-
sitas organisasi mereka dan mendorong keberadaan dan 
kegiatan organisasi serta  pemuka masyarakat, maka po-
tensi untuk beradaptasi akan meningkat. Selain itu juga 
penting agar kebijakan kesejahteraan sosial secara khu-
sus ditujukan untuk masyarakat miskin yang pantas se-
bagai penerima manfaat. Hal ini untuk menjamin sumber 
daya yang ada dialokasikan dengan baik dan membantu 
mereka yang paling membutuhkan.

Menghubungkan dengan Inisiatif Pemerintah Na-
sional:

Kebijakan dan program-program pemerintah untuk adap-
tasi perubahan iklim sudah banyak terkonsentrasi pada 
level nasional dan lebih sedikit pada tingkat provinsi. 
Pemerintah Indonesia sedang merumuskan kebiijakan 
dan kerangka hukum tingkat nasional yang secara khu-
sus mengakomodasi adaptasi perubahan iklim. Hubun-
gan yang baik antara pemerintah kota dengan upaya-
upaya nasional ini dapat menambah sumber keuangan 
dan kelembagaan yang disediakan untuk meningkatkan 
kapasitas beradaptasi.

Beberapa upaya pemerintah nasional antara lain ter-
masuk rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim 2007, 
roadmap Sektoral Perubahan Iklim di Indonesia 2009 
dan Undang-undang Tata Ruang 2007, selain itu sedang 
dilakukan revisi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Peruba-
han Iklim (RAN API) 2013 dan Adaptasi Perubahan Iklim 
dalam Perencanaan Tata Ruang 2013. Dewan Nasional 
Perubahan Iklim (DNPI) saat ini sedang melakukan kajian 
kerentanan di provinsi Sulawesi Selatan, dimana kota 
Makasar berada. Menghubungkan dengan upaya ting-
kat provinsi seperti ini dapat membuka sinergi potensial 
dengan usaha-usaha yang lebih luas yang dilakukan di 
tingkat nasioinal dan provinsi untuk meningkatkan kapa-
sitas adaptasi.
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Mencari upaya membangun kemitraan masyarakat 
sipil dan pemerintah

Ada banyak contoh kapasitas beradaptasi menarik di 
kota Makasar yang merupakan inisiatif NGOs dan or-
ganisasi-organisasi masyarakat sipil bermitra dengan 
kelompok masyarakat dan pemerintah daerah. Beberapa 
NGOs seperti Kupas, IPPM, MAP dan Oxfam merupakan 
organisasi penting dalam program pelibatan masyarakat 
dan regenerasi hutan bakau bagi masyarakat rentan 
di Makasar. Kemitraan ini menjamin inovasi-inovasi 
semacam itu dapat diperkenalkan,  permasalahan da-

pat diatasi dan penerima manfaat adalah masyarakat 
yang rentan secara fisik dan sosial. Program-program 
semacam ini fokus untuk mendukung masyarakat mela-
lui pembangunan infrastruktur, program sosial atau pen-
ingkatan kapasitas.. 

3.5.5 BEBERAPA coNToH K APASITAS AdAP TASI dI 
BERBAGAI MASyARAK AT MISKIN PERKoTA AN

Untuk memberikan contoh kapasitas adaptasi dari lapa-
ngan, tiga komunitas masyarakat miskin perkotaan yang 
berbeda tipologi dan karakteristik yang berbeda, telah 
dikunjungi dan didokumentasikan.

Gambar 31. Tabel di atas menunjukkan berbagai contoh kapasitas beradaptasi individu, berkelompok dan kelembagaan pada tiga kelompok 
masyarakat miskin di Makasar. Ketika menghadapi ancaman iklim yang berbeda, mereka telah mengembangkan berbagai respons untuk memberi 
keamanan bagi masyarakat
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3.5.6 MEMETAK AN K APASITAS AdAP TASI

Saat ini  tidak ada standar indikator yang dapat diguna-
kan untuk menghitung kapasitas beradaptasi, sehingga 
penting digunakan data kuantitatif untuk memetakan 
penyebarannya secara spasial. Data yang paling tepat di-
gunakan untuk kajian ini diperoleh dari pemerintah kota  
dan secara khusus terkait dengan kapasitas beradaptasi 
pada skala kelembagaan. Studi ini mengukur seberapa 
luas jangkauan dua pelayanan umum yang penting , yaitu 
air bersih dan listrik di seluruh kota dan anggaran per 
kapita yang langsung digunakan untuk pengeluaran in-
frastruktur lokal.

Jumlah total indikator yang dihitung melalui pembobotan 
masing-masing secara terpisah (lihat kriteria di bawah), 
kemudian ditambahkan. Ketiga indikator yang digunakan 
untuk melakukan analisa ini adalah:

1. Akses terhadap air bersih PDAM: Hanya sekitar 
65% penduduk terlayani oleh air bersih. Kecamatan 
yang mendapat pelayanan di bawah level ini mendapat 
skor 0 dan yang di atas level mendapat skor 1.

2. Akses jaringan listrik: Rata-rata 99% penduduk 
kota mempunyai akses terhadap listrik. Kecamatan 
yang mempunyai tingkat akses kurang dari itu menda-
pat skor 0, dan yang mempunyai tingkat akses lebih 
dari 99% mendapat skor 1.

3. Pengeluaran Anggaran Langsung per kapita: 
Pengeluaran langsung yang dimaksud adalah jumlah 
anggaran yang dibelanjakan pada tiap kecamatan un-
tuk perbaikan pelayanan dan infrastruktur (tidak ter-
masuk jalan) dihitung per kapita per tahun. Rata-rata 
tingkat pengeluaran di kota adalah USD2.58/orang. 
Kecamatan dengan tingkat pengeluaran lebih rendah 
dari angka tersebut mendapat skor 0, sedangkan yang 
lebih tinggi mendapat skor 1.

Gambar 32 Tingkat Kapasitas Beradaptasi per kecamatan di kota Makasar. Dilakukan evaluasi pada kecamatan-kecamatan di seluruh 
kota dengan menggunakan tiga indikator: apakah tingkat akses air bersih di atas rata-rata kota, apakah tingkat akses layanan listrik di 
atas rata-rata kota, dan tingkat belanja umum kecamatan per orang  di atas rata-rata. Tingkat kapasitas beradaptasi tertinggi terlihat 
pada kecamatan-kecamatan yang ada di pusat kota dimana banyak terkumpulnya  investasi untuk pelayanan dan infrastruktur
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RINGK ASAN :  APA yANG TEL AH KITA PEL A JARI TENTANG K APASITAS BERAdAP TASI dI KoTA MAK ASAR?

• Strategi beradaptasi secara individu merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada skala 
rumah tangga yang sensitif terhadap iklim, namun memiliki efisiensi terbatas. 

• Strategi beradaptasi secara berkelompok/kolektif juga dilakukan secara terbatas, tapi umumnya mem-
berikan manfaat pada kelompok yang lebih luas. 

• Kapasitas beradaptasi kelembagaan dapat membawa dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat 
rentan. 

• Aspek sosial ekonomi yang mengganggu kemampuan masyarakat untuk membangun kapasitas ber-
adaptasi adalah akses terhadap: (1) peluang penghasilan dan ekonomi, (2)informasi, (3) infrastruktur 
yang memadai, (4) pelayanan dasar.

HIdAyAT PALALoI   (45 TAHUN)       
dIREKTUR  IPPM

“Masyar ak a t L an t ebung menyadar i  man f aa t hu t an bak au , mer asa memilik i  dan ingin melind -
unginya . Mer ek a senang dengan adanya hu t an bak au . Ik an - ik an yang t adinya hilang sek ar ang 
da t ang kembali .  Masyar ak a t sek ar ang mer asa lebih ber daya .”

IPPM adalah LSM lokal yang bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan bakau 
dan membantu upaya mereka untuk penanaman kembali. Dalam tiga tahun terakhir, Hidayat Palaloi telah bekerja 
bersama-sama masyarakat Lantebung menanam lebih dari 130.000 bibit bakau. Gerakan ini terpadu dengan proses 
penyadaran masyarakat akan pentingnya peran hutan bakau dalam mengurangi kerentanan, namun juga memban-
gun kapasitas pengorganisasian  dan mendorong kesempatan ekonomi masyarakat.

Gambar 33. Organisasi masyarakat sipil, seperti LSM IPPM bekerja bersama masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka 
akan pentingnya hutan bakau untuk melindungi pantai dari angin ribut, gelombang dan kenaikan muka air laut serta memberi manfaat 
bagi masyarakat nelayan setempat. Hutan bakau di sepanjang permukiman pesisir pantai Lantebung kondisinya sehat dan mampu 
menjadi matapencaharian dan memberi keamanan bagi masyarakat
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K ELUA RGA MUH A MM A doNG

Keluar ga Muhammadong t elah mene t ap 
di l ingk ungan masyar ak a t Tallo di 
sepanjang pesisir  pan t ai  Mak asar 
selama 30 t ahun . Selama ini  mer ek a 
mender it a oleh dampak ger usan ombak 
dan angin r ibu t

3.6 MASyARAK AT, TEMPAT dAN SISTEM RENTAN

Kajian kerentanan menunjukkan lokasi-lokasi, 
masyarakat dan sistem yang paling rentan terhadap an-
caman iklim  di kota Makasar . Sebagaimana dijelaskan 
bahwa kerentanan diartikan sebagai interaksi antara 
variable keterpaparan, sensitivitas dan kapasitas ber-
adaptasi yang berbeda-beda antara satu tempat den-
gan lainnya, kerentanan tidak tersebar secara merata. 
Dengan mempertimbangkan penyebaran kerentanan 
secara spasial, pemerintah kota dapat menggunakan  
spektrum tindakan dan strategi-strategi tersebut kemu-
dian memberi perhatian terhadap beberapa lokasi lebih 
dari lainnya.

Bagian berikut ini menyajikan metodologi dan mena-
warkan analisis untuk memetakan penyebaran keren-
tanan secara spasial pada skala kelurahan dan skala 
kota. Hal ini penting untuk memahami dan merespon 
ancaman perubahan iklim dalam  kedua skala tersebut 
karena kerentanan bersifat sistemik dan mengancam 
akan membawa dampak bagi banyak orang dan wilayah 
secara luas. Kerentanan juga bersifat lokal dan hanya 
mengancam lokasi dan masyarakat tertentu saja.

Dalam studi ini wilayah-wilayah prioritas diidentifikasi-
kan sebagai “hotspot” kerentanan dan diidentifikasi 
melalui analisis bagian-bagian tindakan dengan meng-
gunakan persamaan kerentanan. Interaksi variabel-
variabel dalam studi ini bersifat instruktif/edukatif: bila 
kapasitas beradaptasi tinggi maka tingkat kerentanan 
akan lebih rendah, begitu pula bila keterpaparan tinggi 
tapi sensitivitas rendah maka kerentanan bisa lebih 
rendah.

Penting untuk dicatat bahwa kerentanan akan senan-
tiasa berubah dan analisas spasial hanya memberi-
kan cuplikan situasi yang terjadi saat ini. Ketika kota 
dan wilayah-wilayah lokal berkembang maka variabel 
juga akan berubah, dan dengan demikian kerentanan 
juga akan berubah. Lingkungan yang baru terbangun 
pada awalnya mungkin sangat terpapar oleh ancaman 
iklim karena lokasinya yang terisolir dan kekurangan 
infrastruktur. Namun ketika wilayah itu sudah makin 
terhubung dengan kota dan mendapat layanan yang 
lebih baik maka kapasitas beradaptasi akan meningkat, 
sensitivitas berkurang dan mengurangi kerentanan-hal 
ini membutuhkanwaktu beberapa tahun. Upaya untuk 
memantau kerentanan harus terus diperbarui dan tin-
dakan adaptasi disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Pada sub bab ini mulai memadukan analisa kerentanan 
pada skala kota dan kelurahan. Pada tiap skala diguna-
kan metodologi dan analisa berbeda. Hasilnya adalah 
idnetifikasi kawasan rentan “hotspot”. Bagian berikut 
ini menjabarkan sistem perkotaan dan masyarakat pal-
ing rentan di kota, dan akhirnya menyimpulkan seper-

angkat temuan studi yang dapat mengurangi kerentanan 
terhadap perubahan iklim di kota Makasar. Seluruh rumah 
tangga di kota Makasar terpapar terhadap ancaman iklim 
yang berbeda-beda sesuai dengan lokasi tempat mereka 
tinggal. Mereka  yang tinggal di sepanjang pantai mengha-
dapi resiko banjir rob dan abrasi . Sementara mereka yang 
tinggal di wilayah-wilayah pinggiran terkena banjir saat  ter-
jadi hujan  deras.

Tetapi rumah tangga seperti keluarga Muhammadong 
secara khusus rentan karena mereka juga menderita 
kekurangan air bersih, tidak mempunyai penghasilan yang 
memadai untuk mambangun rumah yang kokoh. Ketika 
keluarga-keluarga rentan secara fisik dan sosial, mereka 
mengalami kerentanan berlipat ganda. Ini berarti mereka 
mempunya resiko besar terhadap dampak perubahan 
iklim. Kajian ini bermaksud mengidentifikasi masyarakat 
dan lokasi mana serta sistem apa yang menderita keren-
tanan berlipat ganda. Hal ini dapat mengidentifikasi prior-
itas-prioritas untuk membantu pemerintah kota menentu-
kan respons terhadap perubahan iklim.

“Ombak besar makin menggerus lahan di sini” Pak Mu-
hammadong.

Gambar 34. Sampah dan infrastruktur seadanya di Tanjung Bunga 
merupakan 'hot spot' kerentanan di tengah-tengah kota dengan 
level kemiskinan yang tinggi, yang juga terkait dengan kerentanan 
terhadap perubahan iklim. Masyarakat miskin perkotaan sangat 
rentan terhadap perubahan iklim karena mereke memiliki kemamp-
uan yang lebih rendah untuk beradaptasi dan menghindari dampak 
negativnya. 
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3.6.1 KERENTANAN SK AL A KoTA

3.6.1.1  METodoLoGI

Informasi tentang keterpaparan, sensitivitas dan kapasi-
tas beradaptasi yang diambil dari tiga peta secara terpi-
sah disajikan dalam sebuah peta yang menggabungkan 
ketiga informasi tersebut menurut rumus kerentanan. 
Peta hasil gabungan tersebut menunjukkan bermacam-
macam tingkat kerentanan dan bagaimana penyebaran-
nya di seluruh kota.

Analisis makro pada tingkat kecamatan dilakukan seba-
gian besar berupa kuantitiatif analisis dan berdasarkan 

data kota; Beragam tingkat kerentanan terhadap peruba-
han iklim diidentifikasikan melalui analisis indikator tert-
entu. Pemerintah kota dapat menggunakan studi skala 
makro ini untuk memahami wilayah-wilayah mana di kota 
yang paling rentan terhadap perubahan iklim, sehingga 
diketahui kecamatan mana yang membutuhkan dukun-
gan tambahan dari pemerintah.

Analisis makro ini diperkaya dengan studi  lebih detail 
pada tingkat kelurahan dengan melakukan identifikasi 
secara tepat lokasi mana di dalam kecamatan tersebut 
yang paling rentan.

vulnerability = [exposure x sensitivity] - 
  Adaptive capacity

Vulnerabilit y Map by Kecamatan

Gambar 35. Tingkat kerentanan per kecamatan di kota Makasar. Dengan menggunakan rumus kerentanan dan 
indikator dari analisis setiap kecamatan di kota Makasar dikelompokkan menjadi empat kategori. Kecamatan di 
wilayah pinggir kota, Tamalate, Mariso, Ujung Tanah, Tamalanrea, Biringkaraya, dan Tallo merupakan kecamatan 
yang mempunyai tingkat kerentanan paling tinggi terhadap perubahan iklim karena tingkat keterpaparan, sensitivi-
tas dan kapasitas beradaptasi mereka.
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3.6.1.2 ANALISIS SK AL A KoTA

Peta kerentanan skala kota menunjukkan kecamatan-
kecamatan yang paling rentan terhadap dampak peruba-
han iklim.

Kerentanan terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan 
yang berada di kawasan pinggiran kota. Hal ini sebagian 
besar disebabkan oleh rendahnya kapasitas beradap-
tasi di wilayah tersebut dengan rendahnya tingkat pelay-
anan umum (seperti air bersih dan listrik) serta kapasi-
tas kelembagaan yang rendah (belanja per kapita yang 
lebih rendah). Wilayah-wilayah ini juga memiliki jumlah 
penduduk yang besar sehingga membutuhkan pelay-
anan umum dan infrastruktur yang lebih besar daripada 
wilayah perkotaan yang telah berkembang sebelumnya di 
sekitar pusat kota.

Analisi dalam studi ini merekomendasikan beberapa cara 
untuk mengatasi kerentanan dapat dengan cara men-
injau kembali prioritas anggaran kota untuk mengatasi 
jumlah penduduk yang besar dan permintaan layanan 
di pinggiran serta mencari cara untuk membangun ka-
pasitas dan memberikan dukungan kepada pemerintah 
tingkat kecamatan.

Pada pemerintahan di bawah tingkat kecamatan, terda-
pat beragam kondisi fisik dan sosial ekonomi yang turut 
mengurangi atau meningkatkan kerentanan. Oleh karnea 
itu penting untuk menambah analisa kuantitatif skala 
kota dengan analisa yang lebih detail pada skala kelura-
han seperti di bawah ini:

Dalam kaitannyanya dengan tren perkotaan yang terjadi 
di kota Makasar, studi ini menyoroti aspek berikut ini:

• Perkembangan perkotaan: Dengan tingkat peruba-
han di kawasan pinggiran kota dari lahan pertanian 
menjadi lahan untuk kegiatan perkotaan, penduduk di 
wilayah ini menjadi lebih rentan dari pada wilayah lain-
nya di kota karena kurangnya pelayanan dasar seperti 
air bersih dan drainase. Pada saat terjadi kekeringan, 
masyarakat dapat menderita masalah kesehatan 
akibat udara panas dan dehidrasi dan kemungkinan 
tidak memiliki mobilitas atau akses terhadap layanan 
kesehatan. Sewaktu terjadi musim hujan besar, be-
berapa wilayah dapat mengalami banjir karena belum 
terhubung pada jaringan drainase. Kondisi ini dapat 
menyebabkan keluarga-keluarga kurang memper-
oleh layanan darurat atau upaya evakuasi. Di wilayah 
pinggiran kota, proporsi pengeluaran anggaran kota 
per kapita untuk infrastruktur dan pelayanan jasa 
rendah (masukkan angka pasti dari data): Studi ini 
mengasumsikan tingkat pelayanan umum di sana 
lebih rendah dibanding wilayah lainnya. Ketika wilayah 
pedesaan di sekitar kota terus berubah, makin ban-

yak petani yang akan menjual lahan mereka dan pin-
dah ke wilayah yang lebih murah in tengah, biasanya 
di kawasan pinggir kota. Siklus ini terus berjalan dan 
menambah sulit kondisi yang saat ini kekurangan in-
frastruktur dan pelayanan yang memadai. Siklus ker-
entanan terus berlanjut.

• Pengurugan dan Perubahan Garis Pantai: Meski 
masyarakat di kawasan pantai mungkin dianggap pal-
ing terpapar dan sensitif terhadap perubahan iklim, 
namun mereka bukan termasuk di di dalam wilayah 
kecamatan yang paling rentan. Hal ini disebabkan 
data kecamatan menunjukkan masyarakat ini relatif 
mendapat pelayanan umum secara  baik dan tingkat 
dukungan kelembagaan  yang lebih besar diband-
ing wilayah lainnya yang menuju ke arah pinggiran 
kota. Wilayah ini mungkin terdapat kantong-kantong 
kemiskinan dan masyarakat marjinal, namun secara 
keseluruhan masyarakat di pesisir pantai memperoe-
lh keuntungan dari hubungan yang lebih baik dengan 
kota, pasar dan pusat pelayanan. Namun daya tarik ke 
wilayah ini menjadikan masyarakat yang lebih miskin 
menjadi target spekulasi dan dampak strategi pemer-
intah untuk pembangunan pantai mungkin membuat 
masyarakat miskin akan tergusur. Ini menimbulkan ak-
ibat sosial yang harus dipertimbangkan oleh pemerin-
tah kota, seperti menyediakan kompensasi yang layak 
dan rumah pengganti serta mencarikan jalan untuk 
melindungi perekonomian lokal. 

• Pengelolaan dan Pasokan Air Bersih: Isyu kritis 
mengenai  kondis air bersih di kota diperburuk oleh 
tren urbanisasi yang menyebabkan naiknya jumlah 
penduduk dan meningkatnya kebutuhan, sementara 
suplai air tidak berubah. Wilayah-wilayah yang saat 
ini memperoleh layanan air bersih PDAM dapat men-
galami penurunan kuantitas dan kualitas air. Semen-
tara wilayah yang tidak terlayani masih akan seperti ini 
untuk sementara waktu. Dalam hal kapasitas sulai air 
bersih, kerentanan meningkat oleh adanya tren urban-
isasi yang terus menekan sistem suplai air bersih. 

Masalah air bersih lebih jauh lagi terkait dengan per-
tumbuhan wilayah pinggiran kota dan sepanjang sungai. 
Selain terjadi perubahan tanah subur yang mengurangi 
wilayah  tangkapan air sungai Jeneberang dan sungai 
Maros, serta menambah deras aliran air yang dapat 
menimbulkan bahaya banjir. Ketika wilayah pinggir kota 
dan kecamatan di sekitarnya berkembang  menjadi kota, 
makin sedikit air yang terserap kedalam persediaan air 
tanah dan aliran air menuju sungai akan lebih deras. 
Hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir di 
wilayah-wilayah yang mudah terkena (sebagian besar 
di kawasan pinggir kota) dan permukiman di sepanjang 
sungai dan kanal.
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3.6.2 KERENTANAN SK AL A KELURAHAN

3.6.2.1 METodoLoGI SK AL A LINGKUNGAN

Analisa di atas menunjukkan bahwa kerentanan tidak 
tersebar secara merata di seluruh kota. Di masing-mas-
ing kecamatan, jenis dan lokasi kerentanan juga berbeda-
beda. Analisis tingkat kelurahan bermaksud mengidenti-
fikasi wilayah-wilayah di suatu kelurahan yang mungkin 
lebih mudah terpengaruh terhadap ancaman iklim yang 
disebabkan oleh faktor fisik, sosial dan ekonomi.

Karena tidak tersedia kompilasi data lokal yang baik, 
analisa skala kelurahan dilaksanakan melalui kegiatan 
observasi, wawancara dan analisa data yang dilaukan di 
tiga tipologi kelurahan yang mewakili. Ketiga kelurahan 
tersebut masing-masing mengalami tren perkembangan  
perkotaan yang berbeda yang terletak di bagian kota 
Makasar serta  terpapar oleh serangkaian ancaman pe-
rubahan iklim.

Perlu diingat bahwa dengan terbatasnya informasi dan 
waktu yang tersedia, studi skala kelurahan ini bukan 
berupa kegiatan analisa yang mendalam, tapi suatu ana-
lisis yang dibuat agar dapat memahami kerentanan lokal 
secara lebih  rinci. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan 
dan direkomendasikan.

Dalam analisas skala lingkungan dilakukan langkah-lang-
kah sebagai berikut:

1.	Identifikasi	Wilayah	Prioritas:

Pemerintah kota dan NGO lokal yang bekerja pada 
isu-isu kemiskinan mengidentifikasi kawasan mis-
kin secara silang. Kawasan miskin ini dipilih karena 
masyarakat miskin kota biasanya lebih rentan ter-
hadap ancaman perubahan iklim dan biasanya tidak 
mendapat banyak kesempatan dalam pengambilan 
keputusan tentang layanan umum dan perencanaan.

2. Pengumpulan Data Eksisting: 

Data dan peta-peta eksisting dikumpulkan dengan 
menggunakan foto citra dan data lingkungan kelura-
han saat ini. Meskipun data pada tingkat ini seringkali 
terbatas sehingga perlu memahami skala masyarakat 
dan skala tantangannya. Sebuah foro udara dibuat 
untuk masing-masing kawasan untul memudahkan 
dalam mendokumentasikan observasi dan memahami 
wilayah cakupan.

3. Kunjungan Lapangan dan Transect Walk: 

Studi lingkungan kelurahan secara cepat dilakukan 
dengan berkeliling lingkungan bersama masyarakat, 
mengumpulkan hasil observasi dan foto serta berbin-
cang-bincang dengan penduduk setempat.

Kegiatan transect walk atau perjalanan pengamatan 
dapat memberi pandangan awal bagaimana keterpa-
paran bisa berbeda-beda (contoh dengan mengajukan 
pertanyaan pada warga tentang ancaman yang sering 
terjadi), begitu pula dengan sensitivitas yang mungkin 
berbeda (contoh menanyakan apakah ada wilayah 
yang kekurangan akses untuk melakukan evakuasi, 
wilayah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi 
atau terletak di dekat sungai yang terkena banjir).

4. Diskusi Kelompok Terfokus / Focus Group Dis-
cussion:

Bertemu dengan pemuka-pemuka masyarakat adalah 
salah satu cara penting untuk memahami  bagaimana 
warga mengelola pelayanan masyarakat dan tingkat 
pengorganisasian yang mereka lakukan ketika meng-
hadapi tantangan tertentu. Kapasitas beradaptasi 
juga dapat dipelajari dengan mengajukan pertanyaan 
pada warga tentang sejauh mana pemerintah kota 
merespon kebutuhan mereka, sebagai contoh apakah 
tingkat pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan 
lokal dan apakah cukup terpelihara.

5. Memetakan Kerentanan:

Analisa yang dilakukan di atas membentuk pemetaan 
kerentanan masing-masing di tiga kelurahan tersebut. 
Wilayah-wilayah rentan ditunjukkan melalui rumus 
kerentanan: dimana wilayah-wilayah dengan keterpa-
paran dan sensitivitas tinggi tapi kapasitas beradapta-
sinya rendah digolongkan dalam wilayah rentan. Hasil 
analisa dipetakan  secara lebih cermat pada tingkat 
kelurahan.

3.6.2.2 ANALSIS SK AL A KELURAHAN

-  Masyarakat miskin di pesisir pantai dan sepanjang 
sungai Tallo.

-  Pengelolaan air bersih dan masyarakat miskin di ba-
gian tengah kota (Tanjung Bunga, Mariso).

-  Masyarakat di wilayah pinggir kota yang baru terban-
gun dan tidak mendapat  pelayanan dan terkena banjir 
(Manggala).
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Gambar 36. Tallo merupakan wilayah permukiman miskin yang mengalami kenaikan muka air laut, angin kencang dan bangunan 
rumah-rumah di sini menggunakan material yang buruk. Keluarga-keluarga di wilayah ini sulit mendapat akses air bersih.

Gambar 36. Tanjung Bunga merupakan sebuah kelurahan miskin di tengah kota yang kurang mendapat pelayanan air bersih. Kawasan 
ini mengalami tekanan oleh dua sisi pembangunan baru. Di kawasan-kawasan tertentu juga terpapar oleh banjir dan kenaikan air laut 
sehingga menyebabkan kawasan ini sebagai  wilayah 'hotspot' kerentanan  

Gambar 38. Manggala merupakan sebuah kelurahan di kawasan pinggir kota terletak di sepanjang daerah aliran sungai yang men-
galami banjir secara rutin. Di kawasan ini seluruh penduduk baik berpenghasilan tinggi maupun rendah rentan terhadap banjir.
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3.6.3 MASyARAK AT RENTAN

Diketahui bahwa ancaman iklim tidak tersebar mer-
ata di seluruh wilayah geografis, kelompok-kelompok 
masyarakat juga ada yang lebih mudah terpengaruh atau 
lebih rentan dibanding kelompok lainnya. Sebagai con-
toh, warga lanjut usia lebih menderita akibat hawa panas 
dibanding orang-orang muda dan sehat. Dibanding orang 
dewasa, anak-anak lebih sulit untuk dapat dievakuasi 
dari suatu wilayah saat terjadi bencana karena keter-
batasan mobilitas mereka. Dengan mengidentifikasi 
kelompok mana yang lebih rentan dibanding lainnya da-
pat diinformasikan tindakan apa yang akan mendukung 
mereka untuk menghadapi ancaman iklim di masa men-

datang. Tabel di bawah ini menunjukkan kelompok mana 
yang lebih rentan dibanding lainnya terhadap ancaman 
yang berbeda dan dengan cara bagaimana. 

Dalam kajian ini terlihat bahwa masyarakat miskin di 
lokasi yang berbeda di seluruh kota terpapar oleh be-
berapa lapisan kerentanan fisik dan sosial. Dampak 
pesrubahan iklim memunculkan dan memperburuk ker-
entanan yang sudah ada. Hasil kajian juga menunjukkan 
bahwa pada masyarakat miskin, kelompok lanjut usia, 
anak-anak dan keluarga nelayan serta keluarga dengan 
kepala rumah tangga perempuan secara khusus rentan 
terhadap dampak perubahan iklim.

Gambar 39. Tabel di atas menunjukkan kelompok yang berbeda terkena dampak perubahan iklim dalam berbagai bentuk bahaya iklim.  
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3.6.4 SISTEM PERKoTA AN yANG RENTAN

Sistem kota merupakan jaringan pelayanan yang men-
jangkau wilayah luas di kota dan memberikan pelayanan 
bagi banyak penduduk; contoh sistem distribusi air bersih 
atau sistem kanal drainase. Sistem ini juga dapat rentan 
terhadap ancaman iklim. Apabila sistem yang bersifat 
melindungi dan berkelanjutan ini rusak atau menghadapi 
resiko maka dapat menimbulkan masalah yang meluas. 
Kajian ini mengidentifikasi sistem yang paling rentan 
berdasarkan tingkat keterpaparan dan sensitivitasnya, 
serta menguraikan  sifat penting sistem-sistem ini  untuk 
memelihara agar kegiatan perkotaan berfungsi normal.

1. Sistem Waduk Bili Bili

Sistem waduk Bili Bili sangat penting artinya karena 
membantu mencegah banjir dari wilayah sumber 
air Sungai Jeneberang yang luas. Namun kapasitas 
waduk tersebut sudah sangat berkurang disebabkan 
oleh longsor yang menimbunnya. Hal ini berarti ka-
pasitas waduk untuk menyerap air saat  hujan besar 
telah terganggu. Apabila waduk ini terputus atau jebol, 
maka aliran air yang larut akan mengakibatkan banjir 
yang luas di kota dan mengakibatkan kerusakan ban-
yak tempat tinggal  pada wilayah di bawahnya.

2. Jaringan Supply Air Bersih Perkotaan

Jaringan pelayanan yang paling penting di kota mung-
kin adalah  jaringan suplai air bersih. Jaringan ini ter-
ancam oleh meningkatnya kebutuhan air seiring den-
gan  pertumbuhan penduduk kota, tapi sulit diikuti 
dengan kenaikan suplai. Sistem air bersih perkotaan 
sangat mengandalkan suplai air dari kecamatan di 
sekitarnya seperti Gowa dan Maros. Tetapi urbanisasi 
dan kurangnya pengelolaan sumber air bersih yang 
baik  mengakibatkan sumber-sumber ini menghadapi 
resiko. Sistem air bersih juga membutuhkan penamba-
han jaringan untuk memenuhi kebutuhan yang menin-
gkat dan pemeliharaan secara rutin.

3. Perlindungan Pantai dari Abrasi

Di wilayah pulau dan sepanjang garis pantai terda-
pat beragam infrastruktur alami maupun buatan, 
mulai dari penahan ombak  alami hinggga tanggul 
beton penahan ombak yang dirancang untuk melind-
ungi kawasan dari abrasi. Masyarakat yang tinggal 
di pulau-pulau  dan masyarakat miskin yang tinggal 
di sepanjang pantai secara khusus rawan terhadap 
ombak besar yang tercatat setinggi tiga meter. Pena-
han ombak alami seperti bakau merupakan pena-
han yang efektif dan berkelanjutan untuk melindungi 
masyarakat kawasan  pantai,  tapi saat ini tidak ada 
sistem alami demikian.

Gambar 40. Peta di atas menyajikan sistem perkotaan di Kota Makassar, dimana ancaman yang paling besar terutama 
di waduk Bili Bili, sistem drainase, pertahanan pantai dari abrasi dan jaringan air bersih. 
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4. Sistem Drainase Kanal

Sistem drainase kanal dibangun selama zaman kolo-
nial Belanda yang berfungsi sebagai drainase air hujan 
dan sebagai jaringan air kotor terbuka yang melayani 
sebagian besar buangan air kotor kota. Rencana yang 
ada saat ini menyebutkan kota Makasar akan mem-
bangun fasilitas pengolahan air limbah (yang akan 
berlokasi di Losari). Rencana ini jelas sangat penting 
untuk kesehatan dan keselamatan umum dimana sis-
tem ini hanya diperuntukkan sebagai jaringan drain-
ase air hujan secara eksklusif. Pembangunan baru 
di kawasan pinggiran kota belum terhubung dengan 
jaringan dranase sehingga dibutuhkan perluasan jang-
kauan pelayanan sistem tersebut.

3.7 TEMUAN STUdI KERENTANAN

• Pemerintah dapat mengurangi kerentanan dengan 
meningkatkan kapasitas beradaptasi dan mengurangi 
sensitivitas.

 Dengan mempertimbangkan sedikitnya pengawasan 
pada keterpaparan terhadap ancaman perubahan 
iklim, satu-satunya cara agar dapat mengurangi keren-
tanan adalah dengan upaya meningkatkan kapasitas 
beradaptasi dan mengurangi sensitivitas. Ada berba-
gai macam cara yang dapat diadopsi oleh pemerintah 
daerah,seperti meningkatkan pelayanan umum dan 
meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah 
daerah untuk merespon ancaman iklim, Pemerintah 
juga dapat mengurangi sensitivitas dengan menin-
gkatkan perencanaan tata ruang dan fokus pada 
upaya-upaya mengurangi kemiskinan.

 Penting untuk diingat bahwa respons  pemerintah 
harus fokus pada tindakan fisik dan non fisik. Tindakan 
non fisik sangat penting karena dapat meningkatkan 
kapasitas beradaptasi; yaitu termasuk program-pro-
gram yang membangun kekerabatan dan kesadaran 
sosial. Program seperti ini meningkatkan kapasitas 
untuk melakukan tindakan secara kelompok, dimana 
ini merupakan tindakan utama dalam merespons ter-
hadap perubahan iklim. Peningkatan kapasitas kelem-
bagaan juga dapat membantu pemerintah di level 
kelurahan dan kecamatan untuk beradaptasi dengan 
memberikan informasi dan membangun kolaborasi 
dengan penduduk lokal.

• Analisis kerentanan pada tingkat kelurahan dapat di-
gabungkan dengan analisis skala kota, menunjukkan 
gambaran mengenai kerentanan secara lengkap.

 Menghubungkan pendekatan-pendektan skala kota 
untuk mengurangi kerentanan pada wilayah lokal 
perlu dibangun pemahaman  antara skala kota dan 
skala kelurahan. Analisa menunjukkan di dalam skala 
kecamatan terdapat banyak ragam kerentanan yang 
tercermin sejalan dengan tingkat kemiskinan, penyedi-
aan pelayanan umum dan faktor lokasi. Data di tingkat 
kecamatan saja dapat menutupi kerentanan yang ada, 
yang mungkin terjadi di lingkup kecil di dalam kota di-
mana kerentanan yang parah terjadi. Oleh karena itu 
perlu dilakukan studi kerentanan pada tingkat kelura-
han secara lengkap dan mendalam. Studi ini dapat di-
satukan dengan pembuatan peta bahaya yang sedang 
dilaksanakan oleh BPBD pada tingkat kelurahan.

 Pendekatan pekerjaan pada skala kota dan skala kelu-
rahan memberikan peluang untuk mengurangi keren-
tanan. Pemerintah kota dapat menghubungkan kegia-
tan mereka melalui pemerintah level kecamatan dan 
kelurahan, serta dengan cara melakukan kolaborasi 
dengan masyarakat setempat dan organisasi-organ-
isasi lokal. Organisasi-organisasi ini dapat saling bek-
erjasama dan mempengaruhi kebijakan pada tingkat 
kota , namun potensi untuk mengurangi kerentanan 
adalah  melalui kerjasa sama dengan masyarakat 
pada level kelurahan.

• Kerentanan selalu berubah seiring dengan urbanisasi 
yang cepat

 Wilayah-wilayah prioritas yang dilihat sebagai wilayah 
yang paling rentan terhadap perubahan iklim dapat 
berubah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Wilayah 
ini  akan akan berkembang dan berubah tergantung 
pada jenis pertumbuhan yang dialami kota pada saat 
itu. Saat ini ada tiga kecenderungan yang sangat 
mempengaruhi kerentanan kota terhadap perubahan 
iklim, dimana masyarakat yang tinggal di wilayah ping-
gir kota dan sepanjang daerah aliran sungai dianggap 
sebagai prioritas. Pemerintah kota harus terus men-
gawasi level kerentanan karena kerentanan ini akan 
berubah dan lokasinya tidak selalu menetap.  Con-
tohnya, kawasan kumuh dan miskin dapat saja diang-
gap tidak rentan bila kapasitasnya untuk melakukan 
tindakan berkelompok, kesadarannya sera pelayanan 
yang didapatnya meningkat. Hal ini berarti kapasitas 
beradaptasinya meningkat. Kebijakan dan aksi  se-
waktu-waktu juga perlu berubah dan beradaptasi ter-
hadap perubahan lokasi, kelompok dan sistem yang 
dianggap rentan.
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Gambar 41,42,43 (dari atas, searah jarum jam). Gambar 41 (atas). Kawasan dan masyarakat paling rentan di kota Makasar adalah 
masyarakat miskin yang tinggal di kawasan pantai. Perubahan iklim mengancam matapencaharian dan keselamatan fisik mereka, 
hal ini ditambah dengan kerentanan sosial yang sudah ada akibat kurangnya akses air bersih dan kondisi masyarakat yang berpeng-
hasilan rendah. Gambar 42 (kanan bawah). Sektor air bersih merupakan isu krusial di kota Makasar dan merupakan sistem perkotaan 
yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Pada gambar ini terlihat pedagang mengantarkan air bagi penduduk yang tidak ter-
layani oleh PDAM. Gambar 44 (kiri bawah) Penurunan kualitas lingkungan di kawasan sumber air sekitar kota Makasar meningkatkan 
kerentanan kota terhadap banjir dan terganggungya suplai air bersih

RINGK ASAN: APA yANG KITA PEL A JARI TENTANG KERENTANAN dI KoTA MAK ASAR ?

•	 Tingkat kerentanan suatu wilayah tergantung pada tingkat keterpaparan, sensitivitas dan kapasitas ber-
adaptasi.

• Aksi dan kebijakan pemerintah dapat mengurangi kerentanan dengan cara membantu meningkatkan kapa-
sitas beradaptasi. Biasanya hal ini dilakukan dengan penyediaan pelayanan umum yang efektif dan koordi-
nasi kelembagaan serta mengurangi sensitivitas dengan cara memperbaiki infrastruktur dan mengurangi 
kemiskinan .

• Mengurangi kerentanan paling baik dilakukan melalui gabungan tindakan fisik dan non fisik dapat dilakukan 
pada tingkat kota maupun pada skala kelurahan.

• Perlu dilakukan monitoring secara terus menerus dalam menilai kerentanan karena wilayah-wilayah priori-
tas yang dianggap rentan dapat berubah seiring dengan kondisi sosial ekonomi, pola urbanisasi dan karena 
adanya perubahan kebijakan pemerintah.
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4 .1  GAMBARAN UMUM

Di berbagai kota sudah dilakukan beragam cara untuk 
meningkatkan ketahanan terhadap ancaman perubahan 
iklim dan meningkatkan kapasitas beradaptasi bagi 
masyarakat rentan. Program-program pemerintah 
biasanya menggunakan pendekatan “keras” dan “lunak”. 
Pendekatan “keras” biasanya sangat tergantung pada 
perbaikan infrastruktur serta termasuk memanfaatkan 
ekosistem untuk menyediakan pelayanan penting 
bagi masyarakat. Permukiman Łperkotaan cenderung 
mengganti layanan ekosistem secara perlahan-lahan 
dengan bangunan buatan (seperti: anak sungai diganti 
dengan kanal beton atau hutan bakau diganti dengan 
tanggul penahan ombak) yang dianggap lebih dapat 
diandalkan. Beberapa contoh pendekatan “lunak” untuk 
membangun ketahanan diantaranya adalah program 
ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas, pembuatan 
rencana evakuasi bencana dan akses terhadap informasi. 
Kajian adaptasi berbasis ekosistem ini dilakukan untuk 
memahami: layanan ekosistem apa yang tersedia di dalam 
kota Makasar atau sekitarnya? bagaimana kondisinya 
saat ini? dan bentuk layanan lingkungan seperti apa yang 
diberikan?   

4 .2  METodoLoGI

Kajian ini dilaksanakan dengan mengkaji data sekunder, 
mengunjungi ekosistem yang ada di dalam kota maupun 
sekitar Makasar, mengadakan diskusi kelompok 
terfokus/FGD dengan masyarakat rentan, melakukan 
wawancara semi-informal dengan para akdemisi, 
organisasi masyarakat sipil dan pimpinan-pimpinan 
instansi pemerintah. Selain itu juga dilakukan analisa 
citra satelit dan peta-peta milik pemerintah.

4 .3  KERANGK A K A JIAN dAN dEFINISI

Kajian layanan ekosistem dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah, masyarakat sipil dan organisasi-organisasi 
berbasis masyarakat untuk merancang program-program 
yang telah terinformasi untuk menghadapi dampak 
perubahan iklim terhadap masyarakat rentan melalui 
peningkatan pemahaman terhadap ekosistem yang ada 

di kota dan fungsi pentingnya bagi masyarakat rentan. 
Penggunaan EbA di kawasan perkotaan relatif baru. Oleh 
karena itu diperlukan studi lebih lanjut  secara mendalam 
khususnya bagaimana hal tersebut dapat menjadi 
bagian dari pendekatan adaptasi perubahan iklim secara 
terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh kota, dan bukan 
sebagai  bagian kegiatan tersendiri. 

4 .4  EKoSISTEM dAN BATASAN PoLITIS

Ekosistem yang lengkap jarang sesuai dengan batas 
wilayah kota: keterkaitan lingkungan yang harmonis 
biasanya menjangkau lebih dari batas wilayah politis 
buatan manusia. Tidak terkecuali dengan apa yang ada 
di Kota Makasar, dimana terdapat tiga ekosistem kunci  
lintas wilayah dan jangkauannya di luar wilayah tersebut.

•	 DAS Jeneberang - Melintasi kota administratif Gowa 
dan Makasar, sungai Jeneberang menyediakan 80% 
dari air baku untuk Makasar  untuk melayani kegia-
tan pertanian di kawasan pinggir dan menyediakan 
produksi kayu serta produksi hutan lainnya

•	 Sungai Tallo dan daerah alirannya - Mencakup wil-
layah administratif Maros dan Makasar, kawasan ini 
menambah katersediaan air baku untuk kebutuhan 
kota, menyediakan lahan basah yang tidak hanya kaya 
akan keanekaragaman hayati namun juga berfungsi 
sebagai kawasan penyangga banjir bagi kota Makasar. 
Sungai ini  membuat hubungan komersial antara Ma-
ros dan Makasar tidak dapat dilakukan.

•	 Daerah kepulauan dan Kawasan Pesisir Pan-
tai: Terdapat 11 pulau-pulau kecil di sekitar pantai 
Makasar yang turut memperkaya ekosistem kelautan. 
Terdiri dari terumbu karang, endapan lumpur, kawasan 
rumput laut dan hutan bakau, ekosistem pantai mem-
berikan sumber matapencaharian bagi ribuan rumah 
tangga di Makasar, melindungi pantai dari abrasi dan 
mengembangkan keanekaragaman hayati.

Beberapa lembaga di tingkat yang berbeda 
bertanggungjawab untuk mengelola bagian-bagian 
tertentu dari ekosistem sekitarnya. Contohnya, di 
kawasan sumber air Jeneberang, Dinas Pertambangan 
Gowa  melakukan ekstraksi material, perusahaan air 

BAB 4
AdAPTASI BERBASIS EKoSISTEM
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MELENGKAPI VISI KOTA:   
MAKASAR HIJAU DAN BERSIH / MAKASAR 
GREEN AND CLEAN (MGC) SERTA RPJMD

MGC dicanangkan pada tahun 2008 oleh 
pemerintah kota didukung oleh perusahaan PT 
Unilever, yayasan Peduli Negeri dan koran Harian 
Fajar di 143 kelurahan di Makasar. Tujuan kegiatan 
ini adalah untuk menjadikan kota Makasar sebagai 
kota hijau dan bersih melalui: Pendidikan dan 
motivasi pengolahan sampah secara domestik, 
promosi daur ulang dan penghijauan kembali di 
beberapa wilayah yang membutuhkan penghijauan. 

minum PDAM memperoleh akses bahan baku air dan 
pemerintah propinsi mengoperasikan serta mengelola 
waduk Bili Bili di kawasan hulu.  

Badan Lingkungan Hidup Gowa dan Makasar bertanggung 
jawab terhadap kajian dampak lingkungan dan memberi 
arahan metode yang tepat serta banyaknya galian. 
Instansi yang saling terkait dan tanggung jawab hukum 

yang kompleks dan membutuhkan studi yang lebih 
mendalam untuk lebih memahami secara utuh: dinamika 
kekuasaan seringkali membuat penempatan tanggung 
jawab ini kurang transparan.

Layanan ekosistem yang tersedia bagi penduduk kota 
sangat luas dan penting, terutama bagi masyarakat 
miskin dan rentan, yaitu: 

Layanan lingkungan yang disediakan oleh tiga ekosistem 
yang disebut di atas mempunyai peran penting untuk 
mengurangi sensitivitas terhadap dampak perubahan 
iklim bagi masyarakat miskin dan rentan. Menurut data 
resmi, Makasar memiliki 262,529 penduduk miskin, 
urbanisasi yang cepat dan keinginan untuk mendapat 
akses kehidupan yang lebih baik menciptakan kepadatan 
di kawasan permukiman. Lokasi kantong-kantong 
masyarakat miskin ini tersebar di seluruh Makasar dan 
dengan konsentrasi yang lebih tinggi di pesisir pantai dan 
sepanjang sungai Tallo, dekat pantai Losari dan mulai 
berkurang ke arah wilayah pinggiran kota.

4 .5 EKoSISTEM dAN VISI KoTA

Makasar sedang mengalami proses perubahan secara 
radikal dengan adanya rencana penambahan lebih dari 
3,200 Ha lahan melalui reklamasi pantai. Kawasan 
pantai itu akan mempunyai wajah baru: pembangunan 
baru direncanakan untuk menjadikan Makassar sebagai 
“Kota Kelas Dunia” dan kandidat kuat sebagai Ibukota 
negara baru apabila Jakarta tidak lagi mampu sebagai 
pusat kegiatan administratif, pusat politik dan komersil 
Indonesia. 

Namun demikian aspirasi untuk menjadi kota kelas 
dunia bersinggungan dengan beberapa permasalahan 
kunci yang saat ini dihadapi kota Makasar. Menurut para 
stakeholder kota , layanan umum seperti pengolahan 
sampah, penyediaan air bersih, drainase dan sanitasi, 

layanan pendidikan dan kesehatan tidak tersebar secara 
merata di kota Makasar dan hal ini menjadi tantangan 
berat bagi pembangunan kota. Sebagai contoh, persoalan 
pengolahan sampah, tempat pembuangan sampah kota 
yang terletak di sebelah tenggara berbatasan dengan 
Gowa, hampir melebihi kapasitasnya dan membuat 
pemerintah kota tidak lama lagi harus membuka 
tempat pembuangan baru di wilayah  lain. Tantangan 
juga terjadi pada layanan pengumpulan sampah dari 
beberapa kelompok masyarakat menuju ke pembuangan, 
yang mengakibatkan kegiatan pembakaran sampah 
atau sampah dibuang ke sungai, kanal atau sistem 
drainase sehingga menyebabkan pencemaran air dan 
meningkatkan potensi banjir.

Gambar 44. Pelayanan lingkungan utama yang diperoleh dari ekosistem sekitar kota Makasar



K A JI A N K EREN TA N A N PERUBA H A N IK LIM Ko TA M A K ASSA R    7 3

4 .6 WAWASAN  L AyANAN EKoSISTEM dAN KoNdISI 
SA AT INI

Instansi-instansi di dalam  pemerintah kota sangat 
peka terhadap pentingnya pelayanan ekosistem, 
khususnya BLHD yang bertanggung jawab menghasilkan 
analisis dampak lingkungan di wilayah pembangunan-
pembangunan baru, menghasilkan rekomendasi untuk 
mengurangi atau mengganti kerusakan lingkungan 
hidup. Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai fungsinya 
juga menyadari dan memperhatikan layanan ekosistem 
dengan mengeluarkan peraturan bagi kegiatan 
penangkapan ikan, mengembangkan program perbaikan 
bakau dan perikanan serta menciptakan karang-karang 
buatan di kawasan dimana terumbu karang mengalami 
pemutihan / bleaching atau rusak akibat perubahan iklim 
atau kegiatan manusia. Perusahaan air bersih PDAM 
juga prihatin terhadap tantangan yang dihadapi akibat  
perubahan iklim terhadap kualitas dan kuantitas air 
bersih, kenaikan suhu yang menyebabkan peningkatan 
penguapan serta longsor yang terjadi di wilayah dataran 
tinggi menimbulkan dampak pada kekeruhan air. 
Instansi-instansi pemerintah lainnya tampak tertarik 
untuk menghubungkan isu perubahan iklim namun 

masih belum jelas untuk apa dan semoga kajian ini dapat 
membantu ketertarikan mereka tersebut.

DAS JENEBERANG

Kawasan sumber air Jeneberang seluas 727 km 
bersumber dari Gunung Bawakareng (2,833 dpl) dan 
berakhir di muara sungai menuju Selat Makasar. Dengan 
curah hujan rata-rata 3,707 mm, kawasan ini melahirkan 
Sungai Jenebrang, yang melintasi kota Makasar, Malino, 
Bili Bili dan Sungguminasa. Penggunaan lahan pada tahun 
2005 adalah untuk kehutanan (40%), lahan sawah (20%), 
perkotaan (13%), pertanian lain (27%). Dengan adanya 
tren urbanisasi saat ini, diasumsikan bahwa persentase 
wilayah perkotaan telah bertambah, sementara hutan 
dan pertanian mengalami penurunan.

Awal tahun 1990an, JBIC (Japan Bank International 
Corporate) memberikan pinjaman untuk membangun 
waduk Bili Bili di kawasan sumber air Jeneberang. Tujuan 
pembangunan ini adalah untuk: menyediakan air bersih 
dan mengurangi resiko banjir bagi masyarakat di kawasan 
hilir saat terjadi hujan deras , khususnya dengan makin 
tumbuhnya kota Makasar.

Gambar 45. DaS JenebaranG melayani 80% Sumber air baku untuk makaSar, yanG terSimpan terutama Di benDunGan bili -bili, yanG JuGa 
berfunGSi SebaGai penGenDalian banJir.
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Proyek ini awalnya diperkirakan mempunyai umur 50 
tahun, tapi pada tahun 2004 terjadi longsor besar-
besaran dari Gunung Bawakareng yang menggelontorkan 
1.7 milyar kubik meter batu, tanah dan pasir menuju ke 
waduk dan memenuhi reservoirnya dengan endapan. 
Longsor ini memenuhi seluruh waduk-waduk sapo (12), 
yang dibangun oleh pemerintah untuk mengurangi 
sedimentasi. Menurut perkiraan, longsor besar-besaran 
dan sedimentasi yang terjadi hampir memenuhi waduk 
Bili Bili, mengurangi umur waduk sekitar 25 tahun. Bila 
perhitungan sebelumnya tepat, maka waduk ini kurang 
dari 5 tahun akan menjadi usang. Ironis lagi, anggota LSM 
lokal Kupas menyatakan, “Waduk Bili Bili akan menjadi 
lapangan golf yang indah beberapa tahun mendatang”.

Situasi yang diakibatkan oleh sedimentasi di waduk 
Bili Bili diperburuk oleh pengambilan batu dan pasir 
secara intens di wilayah dataran tinggi yang digunakan 
untuk proyek reklamasi pantai di Makasar. Pehitungan 
secara konservatif memperkirakan terdapat  5,000 truk 
mengangkut sekitar 10 ton material setiap hari dari 
Gowa ke laut Makasar. Mesin excavator yang berfungsi 
memasukkan material dari sungai  ke dalam truk  tanpa 
disadari meningkatkan sedimentasi di waduk Bili Bili. 
Selanjutnya, juga terdapat kegiatan penggalian yang 
terjadi di kawasan di bawah waduk yang diperkirakan 
menyebabkan peningkatan kekeruhan air di Sungai 
Jeneberang.

Menurut Bp. Pandu Suryo Ageng dari PDAM, salah satu 
tantangan terbesar di sungai Jeneberang adalah kualitas 
airnya. Kekeruhan airnya sering meningkat lebih dari 
7,000 NTU, yang merupakan batas maksimal kekeruhan 
yang dapat diolah oleh PDAM agar menjadi air yang dapat 
dikonsumsi. Hal ini merupakan tantangan yang serius 
untuk kota Makasar mengingat bahwa 80% air yang 
dikonsumsi berasal dari Sungai Jeneberang.

Potensi kekurangan air bersih juga akan berdampak lebih 
buruk pada masyarakat miskin dan rentan dibandingkan 
kelompok menengah ke atas. Hal ini dikarenakan banyak 
permukiman kumuh dan permukiman informal tidak 
mendapat saluran resmi dari PDAM tetapi mengandalkan 
pedagang air yang cenderung lebih mahal harganya per 
jerigen, sehingga mempengaruhi perekonomian rumah 
tangga miskin yang sudah rentan. 

EKOSISTEM DAERAH KEPULAUAN DAN PE-
SISIR PANTAI

Dalam berbagai cara, tantangan dan pembelajaran 
yang diperoleh dari pulau-pulau di sekitar Makasar 
tentang dampak perubahan iklim dapat digunakan oleh 

masyarakat pesisir pantai untuk meningkatkan kegiatan 
adaptasi kelembagaan, kolektif dan inisiatif adatpasi 
otonom untuk menghambat meningkatnya ancaman 
perubahan iklim. Cakupan hutan bakau endemik di 
beberapa pulau terus berkurang untuk memberi ruang 
kegiatan yang menguntungkan seperti aquakultur. 
Perubahan iklim mengakibatkan pola cuaca yang tidak 
dapat diprediksi di Selat Makasar, menurut nelayan 
lokal, angin kencang saat ini sulit untuk diperkirakan 
dan menyebabkan hujan badai yang lebih buruk. Banyak 
diantara 11 pulau yang menjadi bagian wilayah Makasar 
melaksanakan proyek untuk mengurangi sensitivitas 
terhadap kenaikan muka air laut. Beberapa strategi yang 
dilakukan antara lain; tanggul laut, menguatkan struktur 
bangunan rumah-rumah, pembuatan kolam-kolam  ikan 
dan perbaikan bakau. Kementrian Kelautan dan Perikanan 
juga membangun terumbu karang buatan di beberapa 
lokasi di 11 pulau sebagai cara untuk mencukupi layanan 
lingkungan yang biasanya diberikan oleh terumbu karang, 
seperti menyediakan tempat pembiakan ikan alternatif 
bagi ikan-ikan laut dangkal yang merupakan produksi 
ekonomi utama bagi ekonomi lokal. Selain itu beberapa 
NGO seperti Oxfam dan MAP sedang melaksanakan 
proyek pemanfaatan lahan dan masyarakat pantai yang 
berkelanjutan serta proyek penanaman kembali hutan 
bakau.

Di kawasan pesisir pantai hutan bakau endemik hanya 
berlokasi di sekitar Sungai Tallo dan bagian utara pantai 
Makasar. Di bagian selatan pantai seperti pelabuhan dan 
wilayah yang lebih dalam tidak memiliki endapan lumpur 
untuk penanaman kembali bakau serta beberapa titik-
titik wilayah yang terbatas tampaknya akan dihilangkan 
selama pembangunan proyek ambisius reklamasi 
pantai. Ada beberapa layanan lingkungan yang diberikan 
kepada masyarakat oleh hutan mangrove yang sehat; 
mengurangi intensitas gelombang tinggi dan badai, 
meminimalkan abrasi pantai, mengurangi angin kencang, 
sekaligus menyediakan lingkungan yang ideal untuk 
keanekaragaman hayati.

Di pesisir pantai Makasar, sensitivitas terhadap dampak  
perubahan iklim dirasakan berbeda-berbeda antar 
masyarakat; bagian utara sungai Tallo, masyarakat 
Lantebung, yang terkena dampak banjir rob, ombak 
besar dan hujan badai. Sebagai cara untuk mengatasi 
permasalahan itu, NGO IPPM bekerjasama dengan 
masyarakat pada proyek penanaman kembali bakau, 
dimana selama tiga tahun berhasil menanam ribuan 
bibit bakau di laut untuk mengurangi sensitivitas dan 
meningkatkan keanekaragaman hayati. Proyek ini berhasil 
mengurangi intensitas ombak besar dan meregenerasi 
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RINGKASAN: APA YANG KITA PELAJARI TENTANG KAJIAN BERBASIS EKOSISTEM DI 
MAKASAR?

•	 Ekosistem tidak dibatasi oleh lingkup wilayah administratif melainkan sesuai dengan wilayah ekologis 
dan meluas jauh hingga ke luar kota Makasar

• Pengelolaan daerah aliran sungai Jeneberang dan cekungan sungai membutuhkan koordinasi intra 
dan antar berbagai tingkatan pemerintahan

• Layanan lingkungan yang disediakan oleh ekosistem Makasar memainkan peran yang sangat penting 
untuk mengurangi sensitivitas terhadap dampak perubahan iklim bagi masyarakat miskin dan rentan

• Upaya konservasi ekosistem dapat ditingkatkan dengan memperkuat kapasitas beradaptasi 
masyarakat, NGO lokal dan instansi pemerintah 

PAK BAcHTIAR (47 TAHUN)      
PEMUKA MASyARAKAT LANTEBUNG

“ Saya t idak t ahu t en t ang per ubahan ik lim , yang saya ke t ahui bahwa saya ingin 
melindungi masyar ak a t saya dar i  ombak besar dan mencip t ak an l ingk ungan yang 
baik bagi ik an un t uk ber kembang biak di  dalam hu t an bak au . Sek ar ang ik an dan 
bur ung - bur ung yang dulu per nah per gi menjadi kembali  lagi .  Masyar ak a t sanga t 
bangga ak an hal ini  dan k ami memilik i  r asa kepemilik an yang t inggi t er hadap 
hu t an bak au ini”

kembali keanekaragaman hayati yang telah hilang. Saat 
ini mereka melanjutkan penanaman bakau dan telah 
melihat keberadaannya sangat penting bagi masyarakat, 
aset dan pelindung penghidupan mereka. 

Di masyarakat Sungai Tallo, beberapa rumah tangga 
miskin di sekitar muara sungai cukup beruntung memiliki 
hutan bakau yang melindungi mereka dari bahaya iklim, 
sementara sekitar 200 meter dari tempat itu masyarakat 
yang sama mengalami kondisi yang berbeda. Tanpa 
adanya pelindung alami maupun buatan, ombak besar 
dan angin ribut merupakan ancaman tetap bagi penduduk 
yang tinggal di rumah-rumah panggung. Sisa struktur 
patahan kayu yang terlihat di laut menjadi saksi bisu 
dari dahsyatnya ancaman perubahan iklim, sementara 
bangunan di sekitarnya selamat karena terlindungi oleh 
hutan bakau sehingga berkurangnya sensitivitas bagi 
masuyarakat rentan.

Proyek reklamasi laut memanfaatkan ribuan ton material 
untuk mengurug laut setiap hari; ini menyebabkan 
keseimbangan kimiawi air laut yang peka berubah 
dan mempengaruhi terumbu karang dan habitat ikan. 
Kekeruhan air laut juga mengurangi sinar matahari untuk 
mikro organisme, merubah kekayaan keanekaragaman 
hayati  di Selat Makasar. Diperlukan penelitian lebih 
lanjut untuk mempelajari hal ini, namun menurut Bp. 
Adi Hasan, pengepul ikan di Tanjung Bunga “pengurugan 
tanah mempengaruhi ekosistem laut, rusaknya terumbu 
karang dan dampaknya terlihat dari sangat kurangnya 
ketersediaan ikan di laut dangkal”.
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Gambar 46. Angin ribut yang makin sering menimpa permukiman miskin pesisir pantai semakin menjadi bahaya dan ancaman terkait iklim biasa 
bagi masyarakat Sungai Tallo, merusak rumah tidak layah dan menyebabkan banyak pohon-pohon besar tumbang
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5.1  GAMBARAN UMUM 

Kajian Kapasitas Kelembagaan merupakan komponen 
penting dalan Kajian Kerentanan karena kajian 
ini memberikan arahan untuk melakukan respons 
terhadap perubahan iklim. Kajian ini mengidentifikasi 
seperangkat isu-isu  kapasitas beradaptasi secara luas 
terhadap lembaga-lembaga pemangku kepentingan, 
organisasi perkotaan sebagai bahan pertimbangan untuk 
melakukan respons yang lebih baik terhadap ancaman 
iklim serta memberikan arahan kerjasama terhadap 
isu tersebut. Kajian ini juga mengidentifikasi tantangan 
dan kekuatan serta mengedepankan rekomendasi yang 
diberikan berdasarkan temuan-temuan baru maupun 
kegiatan dan kapasitas kelembagaan saat ini yang dapat 
dilihat sebagai peluang.

Kajian kelembagaan ini bukan merupakan studi 
komprehensif mengenai seluruh kebutuhan peningkatan 
kapasitas dan kelembagaan di Makasar. Oleh karena 
itu masih dibutuhkan studi yang lebih mendalam 
untuk membantu kota ini dalam membuat program 
peningkatan kapasitas yang lebih sistematis. Dokumen 
ini merupakan kajian awal dan memberikan rekomendasi 
yang bermanfaat dalam mengembangkan strategi untuk 
meningkatkan ketahanan kota.

5.2  PEMILIHAN LEMBAGA 

Sebanyak sepuluh lembaga atau organsiasi dipilih dan 
diwawancara dalam kajian ini, mewakili seperangkat 
lembaga yang saat ini sedang menangani masalah 
ancaman  iklim dan dampak perubahan iklim di kota 
Makasar. Diantara sepuluh lembaga tersebut, enam 
diantaranya merupakan instansi pemerintah (Dinas 
Pekerjaan Umum, BLH, PDAM, Bapeda, Dinas Kelautan 
dan Perikanan, dan BPBD). Tidak hanya lembaga tersebut 
yang menjalankan pemerintahan daerah, namun mereka 
disebut tim penilai sebagai yang paling relevan dengan 
upaya pengurangan kerentanan kota.

Kajian ini juga mempertimbangkan masyarakat sipil dan 
kapasitas masyarakat yang berada di terlihat di Makasar. 

Dua organisasi non pemerintah (IPPM dan KUPAS) yang 
diwawancara karena pendampingan mereka terhadap 
pemerintah kota dan juga atas rekomendasi dari 
kelompok organisasi masyarakat sipil lainnya sebagai 
organsiasi yang kegiatannya paling relevan dengan isu 
perubahan iklim. Selain itu juga dilakukan wawancara 
terhadap sebuah organisasi di tingkat kelurahan untuk 
mendapat informasi langsung tentang sumber daya dan 
kapasitas lokal dalam merespons dampak perubahan 
iklim. Ketiaga kelompok ini bukan merupakan organisasi 
yang istimewa nemun hanya menjadi contoh yang 
mewakili untuk memperoleh pandangan tentanag upaya-
upaya yang dilakukan saat ini oleh pemerintah kota.  

5.3  METodoLoGI

Di dalam kajian awal kerentanan ini dilakukan dengan 
mewawancarai kepala instansi terkait (sebagaimana 
telah disebutkan di atas) tentang kegiatan mereka saat ini 
dan tantangan yang mereka hadapi dalam melaksankaan 
visi mereka. Pertanyaan berbeda diajukan pada masing-
masing instansi sebagai berikut:

• Apakah fungsi instansi ini? Institusi ditanya mengenai 
lingkup kegiatan mereka di kota. 

• Apa keunggulan institusi ini? Karena tujuan studi ini 
untuk melihat kapasitas tertentu siap organisasi, 
disini diuraikan pengalaman atau kegiatan positif lem-
baga tersebut.

• Ancaman iklim apa yang paling relevan dengan lemba-
ga ini? Setiap instansi berinteraksi dengan lingkungan 
dengan berbagai cara berbeda. Disini akan diuraikan 
ancaman perubahan iklim yang paling relevan.

• Tantangan apa yang dihadapi secara kelembagaan 
dalam kaitannya dengan perubahan iklim? Di sini dije-
laskan tantangan internal dan eksternal untuk menin-
gkatkan kapasitas dan efektivitas.

• Tujuan apakah yang harus dicapai melalui upaya Pen-
ingkatan Kapasitas ? Tiap-tiap instansi akan berupaya 
untuk mencapai tujuan yang berbeda melalui proses 
peningkatan kapasitas. Di dalam studi ini dibuat list 
awal sebagai titik awal bagi masing-masing instansi.

BAB 5
KAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
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5.4     ANALISIS

Analisis berikut ini menyajikan ringkasan 
pembelajaran yang diperoleh dari hasil wawancara dan 
mengelompokkaknnya bersama ke dalam sektor-sektor 
berikut: pemerintah daerah, organisasi non pemerintah 
dan kelompok-kelompok masyarakat. Uraian lebih 
lengkap hasil kajian masing-masing lembaga dimasukkan  
dalam lampiran.

1. Pemerintah Daerah 

Apa yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintah 
daerah dan peluang-peluang  yang ada

• Bapeda menjalankan proses Musrenbang yang da-
pat memberi ruang bagi masyarakat untuk mendis-
kusikan  serta memprioritaskan kegiatan dan dukun-
gan terhadap inisiatif kegiatan mereka. Proses ini 
membantu untuk mengalokasikan dana pembangu-
nan kepada kelurahan untuk perbaikan infrastruk-
tur lokal skala kecil. Hal ini juga memberi peluang 
bagi warga untuk berpartisipasi dalam melakukan 
identifikasi prioritas dan  mengusulkan kekurangan 
infrastruktur di dalam lingkungan mereka.

• Badan Penanggulangan Bencana Daerah sedang 
melaksanakan pembuatan peta resiko bencana 
untuk masing-masing kelurahan, dengan mengi-
dentifikasi wilayah-wilayah yang paling beresiko dan 
mempersiapkan pemerintah di level kelurahan untuk 
melakukan tindakan tanggap darurat secara benar 
ketika terjadi kondisi darurat.

• Pemerintah kota sudah mengalokasikan anggaran 
untuk perbaikan dan pelayanan air bersih di ka-
wasan permukiman kumuh.

Tantangan kelembagaan apa yang dihadapi oleh 
pemerintah terkait dengan tren perubahan iklim ?

a. Keterbatasan instansi pemerintah: Instansi-
instansi pemerintah yang diwawancarai menyadari 
bahwa perubahan iklim merupakan tantangan serius, 
namun menghadapi kesulitan mengingatnya luasnya 
skala yang dihadapi. Skala ancaman iklim biasanya 
melampaui batas tanggung jawab: sebagai contoh, pe-
rusahaan air minum hanya memperoleh mandat untuk 
mendistribusikan air bersih dan tidak dapat melaku-
kan intervensi terhadap produksi air yang ada di luar 
wilayah mereka. Lingkup kelembagaan pada masing-
masing instansi ini seringkali membatasi peralatan 
atau kapasitas untuk menghadapi ancaman yang 

melampaui satu rangkaian kegiatan tertentu.

 Selain itu, koordinasi antar instansi masih terbatas. 
Tidak banyak proyek-proyek atau kebijakan dilaksana-
kan secara kolaboratif, karena tidak adanya mekan-
isme formal ataupun insentif untuk melakukan ker-
jasama. Kebanyakan instansi pemerintah bertindak 
sendiri-sendiri dan hal ini mengurangi potensi mereka.

b. Menyesuaikan dengan tingkat urbanisasi yang 
cepat: Instansi-instansi pemerintah menghadapi ke-
sulitan untuk menghadapi tingkat urbanisasi. Peren-
canaan infrastruktur bisa menjadi usang pada saat 
mulai diimplementasikan. Perencanaan kedepan sulit 
karena keterbatasan budget yang disetu jui oleh 
dewan.

c. Kompleksitas Perubahan Iklim: Instansi pemerin-
tah daerah belum sepenuhnya menangkap implikasi 
dari dampak perubahan iklim di kota dan memberikan 
respons yang tepat. Saat ini belum ada arahan atau 
peraturan yang jelas mengatur tentang perubahan 
iklim, yang dibutuhkan untuk memberi arahan keg-
iatan di kota. Ketergantung pada peraturan secara 
umum untuk memberi arahan melakukan aksi itu 
sendiri dapat menciptakan permasalahan, pola pikir 
reaktif yang menghambat instansi tersebut untuk 
berupaya mencari penyebab permasalahan. Respons 
efektif terhadap perubahan iklim membutuhkan ke-
sadaran yang besar akan penyebab dan dampaknya, 
serta kapasitas untuk berpikir secara kreatif dalam 
mencari solusi. Diperlukan kesadaran yang lebih be-
sar terhadap perubahan iklim dan bagaimana mem-
buat rencana kedepan baik secara internal lembaga 
maupun antar masyarakat secara luas. 

2. Organisasi Masyarakat Sipil / NGOs

Apa yang berhasil dilakukan dengan baik  oleh CSO dan 
NGO.

• NGO dan masyarakat lokal bekerjasama dengan baik 
dalam melaksanakan proyek karena mereka dapat 
lebih terlibat secara informal dibanding pemerintah, 
membangun hubungan dan kepercayaan selama be-
berapa periode. NGO dapat memberikan bantuan ke-
pada masyarakat dan mempunyai cukup waktu yang 
lebih panjang untuk membangun hubungan yang lebih 
lama, merupakan bagian penting dalam pelaksanaan 
proyek dan melakukan perubahan sosial.

• Lembaga non pemerintah dapat meningkatkan ke-
sadaran masyarakat secara efektif dengan cara 
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berhubungan dengan mereka melalui berbagai isu 
dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan 
masyarakat secara berkala.

Tantangan apa yang dihadapi oleh CSO dan NGO yang 
terkait dengan tren perubahan iklim ?

1. Keterbatasan Besaran dan Kapasitas Teknis: 
salah satu tantangan yang dihadapi oleh NGO yaitu 
ketergantungan mereka terhadap dukungan dana dari 
donor untuk membiayai kegiatan mereka. Sebagian 
besar kegiatan mereka di wilayah yang terlokalisir 
pada proyek-proyek yang telah ditentukan sehingga 
tidak memiliki kapasitas untuk bekerja pada skala 
yang dibutuhkan untuk menghadapi isu yang lebih 
luas, seperti contohnya pembangunan kawasan pan-
tai dan restorasi hutan bakau.

2. Keterbatasan peran dalam mempengaruhi ke-
bijakan: Menurut NGO yang diwawancarai dalam 
kajian ini bahwa merupakan sebuah tantangan untuk 
berkolaborasi dengan pemerintah dalam merumuskan 
dan mempengaruhi rencana dan kebijakan pemerin-
tah. 

 Meskipun organisasi masyarakat sipil dan NGOs dapat 
memberikan pandangan yang patut dipertimbangkan 
tentang isu-isu terkait pengurangan kerentanan manu-
sia dan biasa bekerja di wilayah miskin, namun pemer-
intah tidak bisa dengan mudah melakukan kolaborasi 
dengan mereka.

3. Organisasi Masyarakat

Apa yang telah berhasil dilakukan dengan baik oleh 
organisasi-organisasi masyarakat?

• Terdapat beberapa organisasi masyarakat yang ada 
di tingkat kelurahan, seperti Badan Pembangunan 
Masyarakat. Kelompok-kelompok seperti ini memberi-
kan pengaruh positif terhadap efektivitas penyebaran 
informasi, mobilisasi masyarakat dan partisipasi 
dalam melaksanakan proyek. 

• Kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan teror-
ganisir dengan baik dan dapat melaksanakan tugas-
tugas skala kecil  yang spesifik serta membangun 
konsesus seperti di dalam proses Musrenbang. Keter-
libatan seperti ini menumbuhkan kapasitas untuk mel-
akukan tanggung jawab lainnya seperti pemeliharaan 
infrastruktur skala kecil apabila tersedia dukungan 
kelembagaan.

Tantangan apa yang dihadapi oleh kelompok-kelompok 
masyarakat terkait dengan tren perubahan iklim ?

1. Kurangnya sumber daya atau kemampuan: Kelom-
pok masyarakat cenderung kurang memiliki pengeta-
huan mengenai isu-isu teknis seperti perencanaan 
dan regulasi. Apabila mereka tidak disupport dengan 
informasi yang memadai dan pelatihan-pelatihan, 
kelompok ini tidak memiliki cukup bekal untuk terli-
bat dalam kegiatan yang membutuhkan pengetahuan 
teknis. Masyarakat miskin perkotaan contohnya han-
ya mempunyai dana yang terbatas sehingga mereka 
membutuhkan bantuan.

2. Ketidaksesuaian antara solusi dan skala bahaya: 
Upaya-upaya yang dilakukan masyarakat untuk men-
gurangi kerentanan perubahan iklim biasanya meru-
pakan solusi sementara berskala kecil, yang tidak se-
banding dengan skala permasalahan. Sebagai contoh, 
mereka membuat tanggul pemecah ombak dari kayu 
dan batu yang dibangun di lepas pantai dapat hancur 
dalam setahun oleh terjangan gelombang. Masyarakat 
membutuhkan dukungan untuk membangun dan me-
melihara infrastruktur yang tahan iklim yang lebih ber-
sifat menyeluruh dan sistemtik, sepadan dengan skala 
ancaman iklim yang luas.

 

MEMPERKENALKAN INOVASI DAN PENYE-
BARLUASAN INFORMASI SOSIAL PADA SEK-
TOR AIR BERSIH

Kegiatan kesehatan masyarakat yang bernama Hi-5 
adalah contoh menarik dari peningkatan kapasitas 
adaptasi, karena kegiatan ini mengajarkan keahlian-
keahlian baru yang dapat meningkatkan kesehatan 
dan mewujudkan kejasama secara kolaborasi 
antara warga, masyarakat sipil dan pemerintah. 
Proyek dilaksanakan secara kemitraan, dimana 
pemerintah bekerja secara aktif bersama dengan 
NGO dan masyarakat lokal akan lebih mempengaruhi 
pengetahuan, sumberdaya dan kapasitas lokal 
untuk mengatasi permasalahan tertentu. Hal ini 
dapat memberi efek pembelajaran. Dalam kasus ini, 
pemerintah dapat belajar bagaimana melakukan dan 
meningkatkan kewaspadaan melalui kampanye media 
serta meningkatkan pengetahuan mereka mengenai 
isu-isu di tingkat masyarakat. Kelompok masyarakat 
memperoleh manfaat dengan membentuk kelompok-
kelompok kerja dimana pemuka-pemuka masyarakat 
dapat mempelajari keahlian baru, menerima 
informasi dan menghubungkan mereka dengan 
para pengambil keputusan, sekaligus membangun 
kapasitas masyarakat.
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RINGK ASAN: APA yANG KITA PEL A JARI TENTANG K APASITAS KELEMBAGA AN dI MAK ASAR?

• Makasar memiliki banyak lembaga yang mumpuni, namun membutuhkan cara-cara untuk 
bekerjasama dan mengkolaborasikan upaya-upaya mereka.

• Kapasitas teknis dan organisasi yang dimiliki oleh NGO, organisasi masyarakat sipil dan kelompok-
kelompok pada skala kelurahan harus diperkuat agar mereka menjadi aktor utama untuk mengurangi 
kerentanan.

• Lembaga-lembaga perlu merumuskan kembali visi organisasi mereka agar fokus pada pengurangan 
kerentanan terhadap ancaman iklim.

Gambar 47,48,49 (Searah jarum jam, dari atas). Gambar 47 (atas). Lokakarya skala kota dengan mengundang aparat pemerintah 
dari segala sektor terkait dan organisasi masyarakat sipil yang diselenggarakan pada bulan Juni 2013 untuk memaparkan hasil 
kajian dan mendiskusikan rekomendasi yang diajukan bersama para peserta. Rekomendasi yang diajukan dalam laporan ini 
dipaparkan sebagai kesimpulan dalam lokakarya ini. Gambar 48 (Kanan bawah). Untuk kajian ini diselenggarakan serangkaian 
pertemuan dengan lembaga-lembaga untuk menilai kapasitas masing-masing secara bersama-sama. Gambar 49 (kiri bawah). 
Penilaian kapasitas kelembagaan di tingkat masyarakat dilakukan melalui wawancara dan diskusi dengan kelompok masyarakat 
dan beberapa NGO lokal.
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Gambar 50. Hutan bakau menjadi tempat tambat kapal-kapal kecil yang berlindung dari kondisi cuaca yang tidak 
dapat diperkirakan dan saat tidak dapat melaut.
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BAB 6
KESIMPULAN UMUM dAN REKoMENdASI

6.1  KESIMPUL AN

Berikut ini merupakan empat kesimpulan hasil kajian 
kerentanan di Makasar:

1. Urbanisasi yang cepat di wilayah pinggiran kota 
Makasar dan perubahan lansekap pesisir pantai men-
gancam keberlanjutan lingkungan Makasar dalam 
jangka panjang karena merusak ekosistem alami dan 
memberi tekanan terhadap sistem suplai air bersih. 
Dibutuhkan upaya-upaya jangka pendek untuk mem-
perbaiki keseimbangan ekologis kota untuk jangka 
menengah dan jangka panjang.

2. Pertumbuhan kota Makasar yang cepat akan menin-
gkatkan kerentanan terhadap ancaman perubahan 
iklim bila tidak dilakukan tindakan-tindakan untuk:

a. Membatasi penyebaran permukiman ke wilayah-
wilayah yang tidak terlayani oleh jaringan pelayanan 
umum,

b. Mengalokasikan sumberdaya untuk wilayah-wilayah 
yang mengalami pertumbuhan penduduk cepat dan 
sistem yang rentan (contoh, seperti sistem suplai air 
bersih),

c. Memastikan aktivitas yang  biasa dilakukan dan mata 
pencaharian masyarakat yang telah terbentuk yang 
tergusur dengan adanya pembangunan baru mampu 
untuk berpartisipasi dalam peluang pembangunan 
kota.

Tampaknya pertumbuhan kota yang cepat dapat 
memperkecil kerentanan apabila langkah-langkah yang 
diambil untuk:

a. Memprioritaskan penambahan suplai dan peningkatan 
kualitas pelayanan publik yang tahan terhadap iklim,

b. Melindungi atau memperbarui ekosistem yang menye-
diakan pelayanan untuk kota,

c. Memberdayakan masyarakat lokal untuk memenuhi 
kebutuhan infrastruktur mereka melalui inisiatif lokal.

Pembangunan kota yang baik dapat menjadi peluang 
untuk mengurangi kerentanan, sementara urbanisasi 
yang tidak terkendali dan serampangan dapat 
mengancam keselamatan manusia.

3. Kerentanan perubahan iklim dapat dialami oleh 
masyarakat di tingkat kelurahan serta sistem skala 
kota pada tingkat kota. Ancaman perubahan iklim 
merupakan tantangan bagi tiap-tiap level wilayah 
(kelurahan, kota bahkan bio-region), sehingga dibu-
tuhkan aksi yang sesuai dengan skala yang berbeda-
beda tersebut. Oleh karena itu aksi-aksi yang dilakuan  
untuk mengurangi kerentanan pada skala kota (sep-
erti: mengatasi isu sistemik seperti kekurangan air 
bersih dan drainase, serta meningkatkan koordinasi 
dan kapasitas teknis instansi pemerintah kota) harus 
dilaksanakan berkesinambungan dengan aksi-aksi 
yang dilakukan pada skala kelurahan, terutama pada 
wilayah-wilayah rentan tertentu dan untuk kelompok-
kelompok.

4. Pemerintah kota dapat mengurangi kerentanan peru-
bahan iklim dengan mempengaruhi sensitivitas dan 
kapasitas beradaptasi penduduk dan masyarakat 
kota. Hal ini dapat dilakukan baik dengan aksi fisik 
(seperti perbaikan sistem alami dan buatan serta 
infrastruktur yang tahan iklim), serta aksi-aksi yang 
bersifat non fisik (seperti peningkatan kapasitas dan 
administrasi pelayanan umum, mendukung organisasi 
masyarakat lokal dan meningkatkan koordinasi kelem-
bagaan). 
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 6.2 REKoMENdASI

Rekomendasi berikut ini bertujuan untuk memberikan 
arahan kepada pemerintah kota; organisasi sipil 
masyarakat dan NGO; serta kelompok masyarakat 
lokal dan warga masyarakat, sehingga mereka dapat 
mempersiapkan dengan lebih baik dalam menghadapi 
ancaman perubahan iklim. Rekomendasi ini memberikan 
arahan untuk beberapa tindakan spesifik dan startegi 
yang dapat dilakukan:

6.2.1 REKoMENdASI BAGI PEMERINTAH dAERAH

Visi Kota

Perlu memperjelas visi kota yang mudah dipahami untuk 
mendorong ketahanan terhadap perubahan iklim dan 
pembangunan yang pro-kemiskinan.

Sementara itu, jelas bahwa para pejabat pemerintah 
kota telah memperhatikan pentingnya perubahan iklim 
dan urgensi untuk mengambil langkah-langkah dalam 
meningkatkan ketahanan maka diperlukan adanya 
visi kota yang jelas. Berupa visi kota yang mampu 
menggerakkan koordinasi yang baik antar lembaga, 
memberi orientasi bagi inisiatif kebijakan kota, dan 
meningkatkan kesadaran diantara warga masyarakat. 
Visi kota hendaknya dikembangkan secara luas dan 
memobilisasi dukungan yang besar serta dipahami oleh 
seluruh lapisan masyarakat. 

Beberapa rekomendasi disampaikan secara rinci sebagai 
berikut:

• Menyelenggarakan pertemuan roundtable dengan 
aparat pemerintah, akademisi, sektor swasta, tokoh 
masyarakat dan pejabat pemerintah untuk merumus-
kan visi kota yang terpadu.

• Mengintegrasikan visi kota kedalam dokumen peren-
canaan kota, kebijakan dan produk-produk rencana 
lainnya

• Menstimulasi koordinasi antar pengambil keputusan 
(walikota, instansi pemerintah dan lembaga legislatif) 
untuk memadukan visi kota dengan framework moni-
toring dan evaluasi yang lebih detail.

• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan visi kota 
tersebut dengan melibatkan pemerintah tingkat kelu-
rahan, kecamatan untuk mendorong kesadaran ten-
tang kerentanan dan ketahanan  terhadap perubahan 
iklim.  

• Meningkatkan kesadaran para anggota dewan dan in-
vestor mengenai ancaman perubahan iklim dan strate-
gi-strategi yang perlu dilakukan.

Menciptakan Peraturan-peraturan

Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan-
peraturan, dokumen perencanaan dan proposal-proposal 
proyek yang sudah ada agar memasukkan kegiatan-
kegiatan yang  terkait dengan ancaman perubahan  iklim 
dan kerentanan manusia.

Memastikan kegiatan yang dilakukan membutuhkan 
adanya persiapan kebijakan yang mampu mendukung 
aksi-aksi pemerintah. Sebuah strategi yang dapat 
mengusulkan kebijakan dan peraturan-peraturan 
baru yang belum ada, memperbarui dan memperkuat 
peraturan serta meningkatkan kesadaran masyarakat 
dengan adanya peraturan yang harus dipatuhi. 

Beberapa rekomendasi yang diajukan adalah sebagai 
berikut:

• Melakukan peninjauan ulang secara legal dan formal 
terhadap peraturan-peraturan yang telah ada untuk 
mengidentifikasi aturan mana yang sudah memenuhi 
dan apakah ada peraturan baru yang perlu dikembang-
kan atau diperbarui untuk melaksanakan visi kota.

• Mengusulkan peraturan-peraturan spesifik untuk 
pengelolaan wilayah pesisir pantai (sebagai contoh: 
mengatur secara ketat pertumbuhan pembangunan 
dan permukiman di wilayah pesisir pantai).

• Memperkuat penegakan hukum melalui peningkatan 
kapasitas terhadap tindakan hukum, penyelidikan dan 
proses peradilan. 

• Memastikan pertimbangan terhadap perubahan iklim 
dimasukkan ke dalam peraturan tentang infrastruktur 
dan ijin bangunan.

• Meningkatkan kesadaran tentang peraturan-peratu-
ran baru dan  mendorong terbentuknya  kolaborasi 
dengan kelompok-kelompok masyarakat.

Koordinasi kelembagaan

Mendorong koordinasi kelembagaan yang lebih luas 
antara pemerintah dan lembaga masyarakat sipil untuk 
memperkuat pengelolaan ekosistem di kota Makasar 
serta wilayah di sekitarnya.

Pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah 
dan instansi serta organisasi untuk fokus pada isu-
isu perubahan iklim dan menghasilkan keputusan. 
Instansi-instansi yang berbeda perlu dilibatkan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan proyek 
secara bersama-sama, saling membuka komunikasi, 
berbagi informasi dan melakukan kolaborasi sebagai 
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sebuah tim. Koordinasi semacam ini dibutuhkan lembaga 
yang mampu mengkoordinir karena hal ini bukan 
merupakan hal biasa, tetapi dapat meningkatkan upaya 
pemerintah untuk mengurangi kerentanan kota.

Oleh karena itu upaya semacam ini perlu dipimpin 
oleh pejabat senior dan Bappeda. Lembaga-lembaga 
yang terlibat harus tunduk pada kerangka kerja 
koordinasi  agar dapat merancang, merencanakan 
dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan yang saling 
berkolaborasi. Koordinasi aksi seperti ini perlu dilakukan 
oleh pemerintah di setiap tingkat termasuk level propinsi, 
kota, kecamatan serta kelurahan.

Beberapa rekomendasi secara detail diajukan sebagai 
berikut:

• Membentuk kelompok kerja multi stakeholder untuk 
ketahanan perubahan iklim yang dipimpin oleh Bap-
peda. Kelompok kerja ini perlu didukung melalui Kepu-
tusan Walikota yang mengacu pada Instruksi Presiden 
(Inpres) 61/2011 - RAN-GRK (Rencana Aksi Nasional 
Penurunan Gas Rumah Kaca), UU Lingkungan Hidup 
32/2009.

• Mendorong koordinasi kelembagaan, terutama antar 
lembaga yang bekerja pada level kelurahan, serta 
antara organisasi masyarakat dan lembaga pemerin-
tah melalui lembaga tingkat kelurahan, seperti LPMK 
dan BKM-PNPM.

• Memperkuat akuntabilitas lembaga terkait yang mel-
aksanakan pengelolaan ekosistem, mulai dari ting-
kat nasional hingga propinsi, metropolitan hingga 
level lokal (PU, PSDA, Balai Besar Wilayah Sungai DAS 
Pompengan dan DAS Jeneberang, BP DAS, dll).

• Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi 
dengan instansi nasional untuk meningkatkan ke-
mampuan adaptasi dan melakukan advokasi untuk 
meningkatkan alokasi anggaran pemerintah pusat 
yang terkait dengan perubahan iklim.

• Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi 
dengan instansi pemerintah nasional untuk mening-
katkan kemampuan adaptasi dan melakukan advoka-
si untuk meningkatkan alokasi anggaran pemerintah 
nasional yang terkait dengan perubahan iklim.

• Meninjau kembali peraturan tata guna lahan tingkat 
lokal, regional dan nasional pada ekosistem lokal 
(seperti DAS Jenerberang) untuk mengendalikan pem-
bangunan struktur bangunan pada titik-titik rawan un-
tuk memperkuat penyediaan layanan ekosistem yang 
berkelanjutan.

Meningkatkan kapasitas manusia dan keuangan, 
serta peningkatan sumber-sumber daya finansial 
untuk mengimplementasikan agenda terfokus terkait 
perubahan iklim.

Dibutuhkan sumber daya keuangan yang memadai dan 
peningkatan kapasitas agar berhasil melaksanakan 
kebijkan dan aksi-aksi yang dibutuhkan dalam strategi 
ketahanan iklim . Dibutuhkan sumberdaya yang 
dapat dimanfaatkan untuk aksi fisik maupun non fisik 
yang dapat mambantu kapasitas beradaptasi dan 
mengurangi sensitivitas masyarakat, serta membangun 
pemahaman dan kemampuan yang lebih baik untuk 
mengatasi isu terkait ancaman perubahan iklim yang 
kompleks. Program-program pelatihan yang jelas dalam 
hal perencanaan, infrastruktur yang tahan iklim dan 
mengidentifikasi kebijakan dan aksi-aksi utama dapat 
meningkatkan kapasitas teknis di seluruh instansi 
pemerintah. Selain itu juga dibutuhkan peningkatan 
sumberdaya keuangan agar dapat menyelenggarakan 
kegiatan yang diusulkan dalam visi yang fokus pada 
perubahan iklim.

Beberapa rekomendasi secara rinci diusulkan sebagai 
berikut:

• Menyelenggarakan program peningkatan kapasitas 
untuk aparat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, 
anggota dewan untuk memahami dan meningkatkan 
kesadaran tentang: i)alokasi anggaran untuk proyek-
proyek perubahan iklim, ii) membuat peta kerentanan 
di tingkat kelurahan, iii)kebutuhan untuk mengarah-
kan dan memonitor aksi tidak hanya melaksanakan-
nya.

• Meningkatkan kapasitas teknis para aparat pemerin-
tah dan organisasi masyarakat sipil melalui program 
pelatihan terfokus untuk melaksanakan kegiatan dan 
kebijakan yang terkait perubahan iklim.

• Membangun kapasitas pemerintah di level kelurahan, 
khususnya bersama-sama dengan LPM dan BKM 
untuk menyusun rencana, mengajukan usulan dan 
melaksanakan proyek-proyek skala kecil melalui pro-
gram-program pinjaman untuk kegiatan masyarakat, 
seperti Musrenbang,  untuk meningkatkan kapasitas 
beradaptasi dan ketahanan.

• Menyelenggarakan program pelatihan mengenai me-
tode pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang 
terkait dengan perubahan iklim, serta memastikan 
anggaran tersebut didukung oleh peraturan yang res-
mi, seperti Perda atau RPJMD).

• Meningkatkan jumlah sumber daya keuangan yang di-
alokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait peru-
bahan iklim pada RPJMD periode 2014-2019.
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Masyarakat Sasaran, Tempat dan Sistem

Menyiapkan rancangan kebijakan-kebijakan baru 
atau menyesuaikan kebijakan yang ada saat ini untuk 
memastikan fokus kebijakan pada masyarakat dan 
lokasi-lokasi rentan yang diidentifikasi di dalam Kajian 
Kerentanan ini.

Dampak perubahan iklim sudah pasti menimbulkan 
dampak terhadap manusia di seluruh kota dan dampak 
tersebut akan sangat terasa  bagi masyarakat rentan. 
Dengan menggunakan teknik pemetaan kerentanan, 
kelompok masyarakat ini perlu diidentifikasi dan dibantu 
untuk meningkatkan kapasitas beradaptasi mereka 
dan mengurangi kerentanannya terhadap ancaman 
iklim. Dalam hal ini kesadaran terhadap ekosistem dan 
pengelolaan yang baik merupakan kegiatan yang penting 
termasuk melaksanakannya.

Beberapa rekomendasi secara detail diajukan sebagai 
berikut:

• Menyelenggarakan kegiatan pemetaan kerentanan 
skala kota di tingkat kelurahan untuk memastikan ker-
entanan pada skala lokal dipetakan dan dipahami.

• Melatih TAGANA (Taruna Siaga Bencana) di seluruh 
kecamatan untuk memberikan kesiapan tanggap ben-
cana.

• Bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil 
dan kelompok-kelompok masyarakat mengidentifikasi 
dan mendukung pembiibitan bakau untuk mendorong 
konservasi dan pertumbuhan hutan  bakau.

• Mengembangkan proyek-proyek diversifikasi dan alter-
natif mata pencaharian bagi masyarakat nelayan yang 
rentan terhadap dampak perubahan iklim.

6.2.2 REKoMENdASI BAGI oRGANISASI MASyARAK AT   
          SIPIL dAN NGo

1. Menyusun sebuah visi organisasi yang fokus 
terhadap perubahan iklim: Pada saat ini NGO dan 
organisasi-organisasi masyarakat merasa mempunya 
peran kecil di tingkat kota meskipun pengaruh potensi 
mereka sangat besar. Oleh sebab itu mereka perlu me-
nyusun visi  dimana mereka melakukan advokasi keg-
iatan secara aktif agar pemerintah melakukan respon 
terhadap perubahan iklim dan membuat kebijakan 
yang relevan. Dengan menjadikan perubahan iklim se-
bagai fokus pekerjaan mereka dapat membantu untuk 
memfokuskan inisiatif mereka dan juga menemukan 
berbagai cara untuk bekerja sama dengan pihak lain, 
seperti organisasi lainnya dan dengan pemerintah 
lokal.

2. Membangun Kapasitas Kelembagaan dan Ad-
vokasi: Perlu dilakukan peningkatan kapasitas inter-
nal para NGO lokal dan organisasi masyarakat sipil. 
Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan 
khusus tentang keahlian teknis, memelihara  keber-
lanjutan hubungan advokasi dengan pemerintah dae-
rah dan stakeholder lainnya untuk meninjau kembali 
serta memperbaiki peraturan, serta merancang dan 
memonitor kebijakan.

3. Membangun dan memperluas hubungan dengan 
organisasi-organisasi masyarakat: NGO lokal me-
miliki posisi yang bagus dalam membantu masyarakat 
untuk mengurangi kerentanan, seperti melakukan pe-
nanaman kembali tanaman bakau dan mengorganisir 
perbaikan pengelolaan air bersih. Kapasitas pelatihan 
dan membina hubungan yang dimiliki oleh NGO perlu 
dilanjutkan untuk dimanfaatkan dan diarah.

6.2.3 REKoMENdASI UNTUK KELoMPoK MASyARAK AT   
          dAN WARGA MASyARAK AT

1. Lebih terlibat dalam pengelolaan dan pemeli-
haraan infrastruktur masyarakat: Kelompok-
kelompok masyarakat perlu dilatih dan memberikan 
tanggung jawab bersama-sama dengan pemerintah 
lokal untuk mengelola infrastruktur masyarakat yang 
tahan iklim yang dapat melindungi masyarakat dari an-
caman iklim. Seringkali upaya ini lebih efektif diband-
ing mengandalkan instansi  pemerintah lokal dan da-
pat memberi kesempatan meningkatkan kesadaran 
bagi masyarakat bila warga turut terlibat dan diber-
dayakan.

2. Meningkatkan kesadaran dan membangun ka-
pasitas organisasi untuk memberikan respon 
terhadap bencana dan perubahan iklim: Kelom-
pok-kelompok masyarakat perlu memastikan bahwa 
mereka mendapat pelatihan dan kesadaran yang 
memadai tentang ancaman perubahan iklim, terpa-
sangnya sistem peringatan dini, rute evakuasi yang 
telah ditentukan serta  rencana aksi sehingga mereka 
siapsiaga dan mengurangi kerentanan mereka. Pelati-
han untuk kelompok ini juga dapat dilakukan bersa-
ma-sama dengan pemerintah dan mitra-mitra NGO.

3. Membangun hubungan secara aktif dengan 
pemerintah untuk mengurangi kerentanan: Un-
tuk memastikan kemampuan respon pemerintah di 
tingkat kelurahan dan kecamatan, kelompok-kelom-
pok masyarakat perlu melakukan cara berkomunikasi 
yang pro aktif dengan pemerintah sehingga banjir, 
abrasi dan tidak berfungsinya infrastruktur dapat 
segera diidentifikasi dan ditanggapi secara cepat. 
Tanpa perlu menunggu penyelesaian masalah dari 
pemerintah, warga masyarakat perlu meningkatkan 
kesadarannya mengenai permasalahan lingkungann-
ya dan menggerakkan kemampuan masyarakat sediri.
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Gambar 5.1 Hutan bakau dapat melindungi kawasan pantai dari abrasi, hujan badai dan angin ribut serta menjadi tempat ideal 
bagi pembibitan ikan agar tercipta ekosistem yang beragam dan sehat.
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Pada bagian berikut ini akan menjabarkan 
sensitivitas dalam kaitannya dengan proyek-proyek 
pembangunan yang terpadu dengan “Visi Kota”. Studi 
ini mengelompokkan proyek-proyek utama ke dalam 
5 kelompok: (1) Pantai Losari, IPAL dan Centre Point of 
Indonesia; (2) Pembangunan Sungai Tallo; (3) Kawasan 
Rekreasi Danau Balantojong; (4) Zona Reklamasi Lahan 
Pelabuhan dan Industri dan (5) Sistem Monorail, serta 
kombinasi empat ancaman perubahan iklim utama yang 
diidentifikasi oleh CSIRO: (1) kenaikan suhu, (2) kenaikan 
curah hujan pada musim hujan Asia, (3) musim kemarau 
yang lebih panjang serta (4) Kenaikan muka air laut.

Pertama, perkiraan kenaikan suhu akan melipatgandakan 
tingkat penguapan di sepanjang daerah aliran sungai 
utama di Makasar. Hal ini dapat menimbulkan 
dampak langsung di kawasan rekreasi danau Balang 

Tonjong, karena level air yang rendah dapat megurangi 
kelangsungan hidup ikan-ikan dan daya tarik bagi 
pariwisata

Bagi proyek-proyek pembangunan skala besar yang 
terletak di kawasan pesisir pantai, bila sistem pengolahan 
air bersih internal tidak berjalan dengan baik, kenaikan 
suhu dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan 
untuk menggelontorkan limbah dan air buangan  pada 
sistem limbah kota, akan menyebabkan menumpuknya 
kotoran manusia dan menimbulkan penyakit yang 
diakibatkan oleh kotoran bagi masyarakat yang tinggal 
di kawasan pantai. Lalu pada sistem monorail dan 
pembangunan lainnya, kenaikan suhu menimbulkan 
dampak meningkatnya penggunaan energi untuk 
mengendalikan suhu internal yang akan menaikkan biaya 
operasional.   

LAMPIRAN 1 – SENSITIVITAS dAN PRoyEK-
PRoyEK VISI KoTA

Tabel 1. Proyeksi dampak kenaikan suhu bagi Visi kota Makasar
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Meskipun sebagian besar  model-model perubahan iklim 
memproyeksikan terjadi sedikit penurunan curah hujan 
di Sulawesi Selatan (WWF, 2009), diperkirakan terjadi 
kenaikan curah hujan  pada periode waktu yang lebih 
pendek. Fenomena iklim ini digabungkan dengan proses 
urbanisasi yang cepat sebagaimana digambarkan di 

dalam Visi Kota, dapat mengakibatkan terjadinya banjir 
secara periodik pada proyek-proyek yang berada di dekat 
daerah perairan seperti pembangunan Pantai Losari, 
IPAL, CPI dan pembangunan Sungai Tallo serta kawasan 
rekreasi danau Balang Tonjong. Dampak lainnya dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini:

Musim kemarau yang panjang memberi dampak langsung terhadap ketersediaan air bersih di Makasar dan hal ini 
menjadi kekhawatiran terganggunya  visi kota dan perhatian seluruh penduduk kota. Kekurangan air bersih dapat 
memberi dampak terhadap seluruh pembangunan baru yang berlangsung di kota, khususnya kawasan rekreasi 
Balatonjong dan pembangunan yang membutuhkan banyak air bersih, seperti pembangunan Centre Point of Indonesia 
atau pembangunan kawasan pantai lainnya. Musim kemarau yang panjang dapat menimbulkan benyaknya penyakit 
pernapasan karena kotoran dialirkan melalui saluran drainase terbuka menuju ke pantai. Permasalahan ini bahkan 
dapat menimbulkan dampak di seluruh kota, terutama masyarakat yang tinggal di sepanjang badan-badan air. Daftar 
kemungkinan dampak yang timbul secara komprehensif dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 2. Proyeksi dampak kenaikan curah hujan bagi Visi kota Makasar

Tabel 3. Proyeksi dampak dari panjangnya musim kemarau bagi Visi Kota Makasar
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Sebagai penutup, kenaikan muka air laut dan meningkatnya hujan badai dapat menimbulkan dampak yang paling 
merugikan bagi pembangunan baru yang berlokasi di kawasan pantai Makasar. Hujan badai dapat mengakibatkan 
kerusakan infrastruktur hingga ke Pantai Losari, Center Point of Indonesia, pembangunan Sungai Tallo dan kawasan 
pelabuhan dan industri baru. Pemecahan masalah dengan pendekatan teknis engineering seperti: tanggul laut atau 
penguatan struktur bangunan dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ini dalam  jangka pendek. Dampak tambahan 
dari naiknya permukaan air laut yaitu terjadinya intrusi air laut ke persediaan air di kawasan pantai, yang memperburuk 
masalah air bersih di kota. Danau Balatonjong dan sistem monorail tidak akan terpengaruh oleh kenaikan muka air 
laut.  

Tabel 4. Proyeksi dampak kenaikan air laut bagi Visi kota Makasar
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Gambar 5.2 Adaptasi terhadap perubahan iklim penting khususnya bagi nelayan miskin di Makasar, sumber mata pencaharian  
tradisional bagi masyarakat Bugis Makasar yang tertekan akibat meningkatnya ancaman iklim.


